


10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578)?-"‘



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS.



Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Il dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 Nomor 305), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran [l dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Pesember 205

BUPATI GUNUNG MAS,

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3¢ Oesgmber 2015

SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN GUNUNG MAS.

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 34F



Pasal 1

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 Nomor 305), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Desauber 2015

BUPATI GUNUNG MAS,

TON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Desember 2015

EKRETARIS DAERAH
UPATEN GUNUNG MAS,

BERITA DAE KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 347



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR %% TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
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SISTEM AKUNTANSI SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:
A. Akuntansi Pendapatan ~ LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

C. Akuntansi Piutang SKPD;

D. Akuntansi Persediaan SKPD;

E. Akuntansi Aset SKPD;

F. Akuntansi Kewajiban SKPD;

G. Akuntansi Ekuitas SKPD;

H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

I.  Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

pertimbangan biaya manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran pada laporan Realisasi Anggaran (LRA} SKPD dapat
diperoieh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu
tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah di akomodasi pada
sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yang

merupakan Belanja dan Pembiayaan dibukukan secara berpasangan

{double entry) pada akun realisast anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”
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1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas menetapkan SKP-Daerah
(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan Retribusi)
atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan menyerahkan kepada
wajib  pajak/retribusi, dan ditembuskan kepada Bendahara
Penerimaan dan PPK SKPD.

b. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada
SKP/SKR -Daerah dari Waijib Pajak/Retribusi;

2) Menerima pembayaran sejumlah uang dari pendapatan daerah
tanpa penetapan;

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti fain yang sah dan
Surat Tanda Setoran (STS);

4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang sah
Kepada Wajib Pajak/Retribusi;

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda
Setoran (STS) ke kas daerah;

6) Menerima STS vyang telah diotorisasi dari Bank dan
menyampaikan ke BUD;

7) Menyerahkan tembusan dokumen Tanda Bukti
Penerimaan/tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah
diotorisasi oleh Bank kepada PPK SKPD.

8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib
Pajak/Retribusi jika pendapatan disetorkan Jangsung ke Rekening
Kas di Kas Daerah.

Italdilidll &£ Ualf DU t



¢. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan
Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan.

2) Menerima tembusan dokumen Tanda Bukti Penerimaan/tanda
bukti lain yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank
dari Bendahara Penerimaan serta Slip Setoran/Bukti lain yang
sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

3) Membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dan dokumen pengakuan
yang diterbitkannya;

4) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi
sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah
dibuat;

5) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar:

d. Wajib Pajak/Wajib Retribusi/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan ini berkewajiban melakukan pembayaran atas
kewajibannya dan menerima tanda bukti penerimaan.

e. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerima STS yang telah

diotorisasi oleh Bank dari Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit

dari Bank.

2. Prosedur Akuntansi
a. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak

pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-
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Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan yang diterima;

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi/Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Penerimaan,
dokumen pengakuan lainnya selain Surat Ketetapan Pajak-Daerah
(SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan Slip
Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi;

c. PPK SKPD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan dokumen
akuntansi/Memo Jurnal;

d. PPK SKPD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun
yang bersangkutan ke Buku Besar.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA SKPD meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah);

b. Surat Ketetapan Retribusi-Daerah { SKR-Daerah);

c. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian
sewa;

d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

e. Surat Tanda Setoran (STS);

f. Bukti setoran lainnya.

. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan — LO dilakukan dengan

memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
i
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pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
Pengakuan pendapatan - LO ini didasarkan pada dokumen
akuntansi/Memo Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD sesuai dokumen
sumber yang diterima.
Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas
Pendapatan — LO di SKPD sesuai kondisi transaksi dan prosedur
akuntansi dapat dilakukan dengan tiga kondisi berikut ini:
a. Pendapatan — LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan
kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan [ebih dulu, maka pendapatan — LO diakui
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas
belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan
jurnal berikut ini:
1) Pada saat penetapan hak
Saat terbit atau diterimanya SKP/SKR Daerah atau dokumen

penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:

————————— TONARAAE R P el A LR LA EATAYAY

L T Ry Y LA RV [P R SRS LA/ ASK

2) Pada saat penerimaan kas
Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayaran melalui
bendahara penerimaan dan diterbitkannya Tanda Bukti
Penerimaan dicatat dengan jurnal:
l.1.UJ1l.U2 Rdd Ul DENIUdldld FERIETmddn AXX

--------- Ll B R L] S A P EaTa¥aN
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Atau apabila pembayaran langsung ke kas daerah dan

diterbitkannya Surat Tanda Setoran dicatat dengan jurnal:

......... LR A LAY AR

l.d.JI UL riuwdniy reiilddpdidi 2K

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Waijib
Pajak/Retribusi  melakukan penyetoran melalui  Bendahara
Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Waijib
Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas di Kas
Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau
surat tanda setoran, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan
mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan - LRA yang

dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

[T R W] - R YA NI T RN Y I MAAA

TadeLan I Clidapawatl — L ARX

. Pendapatan — LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan

kas

Pencatatan ini dilakukan apabila tidak terdapat dokumen penetapan

(SKPD/SKRD), maka pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan — LO bersamaan

dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi

dengan pertimbangan:

1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai
dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan
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pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka
atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara
pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara
bersamaan saat diterimanya kas.

2) Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan
seperti pajak dan retribusi  daerah dengan sistem  seff
assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi
akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut
dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO
secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan

bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan

kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan oleh PPK SKPD jika Penerimaan kas melalui
Bendahara Penerimaan

Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka hak

atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan jurnal;

......... AR r WFD LA LRI LI L F A e TR ] RS

e L L, roimapaLrall oL XAX
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Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke Kas Umun
Daerah yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan
dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka dilakukan jurnal
sebagai berikut :

Caletds gL IV I LS ARK

L.i.UL.ue na> Ul DA Idig Feneniiiddrt XXX

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan sebagai bagian
dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, PPK SKPD juga
sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai
pendapatan - LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal sebagai
berikut :

e w4 R o o R LAl BLAR T WP Ta LA T AT

el Lo AN rciuapaldll = LM XXX

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan LO
bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus
dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas
yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya,
penerimaan kas yang belum merupakan hak atau
pendapatan LO dan pendapatan yang sudah menjadi hak
namun kas belum diterima pemerintah daerah pada periode

pelaporan.

1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan
LO periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai

Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta
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2)

3)

penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO
karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi

tersebut harus dilakukan koreksi:

Vel.ULl.oAn Colidapalalt tLug AXX

....... o AN R LS R R LW [ FTV SINST | AAA

Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya
belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan maka harus dilakukan koreksi.  Pengakuan
Pendapatan — LO yang belum merupakan hak pada periode

pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

R P VRN L I L R s AR

......... L e mke LRI A AT S N W R B R LN \N S AAN

Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya
sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang
bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan
Pendapatan — LO yang sudah menjadi hak pada periode
akuntansi vana bersanakutan tersebuit diilirnal esrhanai harikit-

dedallduldd CiuLal i roiiudapialel b AXX
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c. Pendapatan — LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima
terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan
karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu
Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak
pemerintah daerah,

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK SKPD dengan cara melakukan

jurnal seperti di bawah ini:

——— e v e O LA ] AR L TR LA AAN

Atau dengan jurnal berikut ini apabila penerimaan ini langsung

disetor oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga ke kas daerah:

kiU L " rrng Rx

e Lo\ T TUTT eIt ialelll 12 ETHLA D JTE K A VWYY

Pada saat penerimaan kas, PPK SKPD juga sekaligus mengakui dan
mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA vyang

dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

i 1ew . IRV TOTFI NN Ry o T AARA

TedsULl.l rciJapatall ... — LKA XXX
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Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka PPK
SKPD menerbitkan dokumen akuntansi/memo jurnal untuk menjadi
dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan
dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas

pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Lo L. UT.UT reluapdaldle LALWETImg LarmuKd AXA

Uil Ul.UL FChHuapdaldl |l — LU XXX

Setelah dilakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK SKPD
melakukan posting untuk mengklasifikasikan akun sesuai dengan

jenisnya ke dalam Buku Besar
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1. Pihak Terkait

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala
Kantor/Biro/UPTD selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas
pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari
setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya
melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti
pembayaran/dokumen sumber lainnya.

2) Menerima bukti tagihan dari PPTK/dokumen pembayaran
dan/atau dokumen sumber lainnya.

3) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS)
dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi.

4) Membuatkan dokumen surat pertanggungjawaban beserta
tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen
sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk
dilakukan verifikasi.

5) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan
uang persediaan berdasarkan NPD yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

6) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan
prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas

tagihan yang diterimanya;
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7) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen
pembayaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber
lainnya kepada PPK SKPD.

. PPTK

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas :

1) Melaksanakan program dan kegiatan.

2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

4) Dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan
uang muka (panjar) kegiatan dengan menggunakan Nota
Pencairan Dana (NPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
sebagai lampiran kepada PA dan/atau KPA.

5) Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran atas belanja untuk
kegiatan yang dilaksanakan serta bertanggungjawab atas
kebenaran formil dan material seluruh bukti-bukti pengeluaran
melalui ganti uang (GU), tambahan Uang (TU), dan langsung
(LS) untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6) Menyetorkan sisa uang panjar yang tidak digunakan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

7) Membuat laporan realisasi anggaran setiap kegiatan yang

dikendalikannya.

. PPK SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu.

2) Menyiapkan SPM.
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3) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dan melakukan
verifikasi bukti.

4) Membuat dokumen surat pengesahan SPJ untuk ditandatangani
oleh PA/KPA.

5) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran
dan membuat Memo Jurnal.

6) Melakukan pencatatan ke dalam buku jumal atas setiap
transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang
telah dibuat;

7) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;

8) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan
menyusun Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa

berdasarkan BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran

dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D .

f. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk

melakukan pembayaran.

2.Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban

dilakukan sesuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas.
Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Umum Daerah. Oleh sebab itu

prosedur akuntansi untuk pengeluaran vyang dilakukan oleh
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Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen
sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK SKPD.

b. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran dan
penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan
keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen
pembayaran tersebut kepada PPK SKPD.

d. PPK SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan
dokumen pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

e. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

f. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD.

Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dilakukan

oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut:

a. PPK SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran
dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian
membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen
sumber tersebut.
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b. PPK SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal
berdasarkan dokumen akuntansi.

c. PPK SKPD melakukan posting jurnal ke buku besar.

d. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK SKPD menyusun Laporan
Keuangan SKPD.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan

transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Beban dan Belanja SKPD meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan

b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dipersamakan dari pihak ketiga

dan dokumen pendukung tagihan

Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran

. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

SP2D LS/GU/Nihil

. Dokumen Kontrak/Perjanjian

M moa o

O

. Dokumen fainnya

.Pencatatan Transaksi
Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK

SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku. Bila
dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di
SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3

kondisi berikut ini:

i
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a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

1) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme

Uang Persediaan

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang
Persediaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran

kas.

2) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung
Dalam hal telah timbul kewajiban daerah, maka kebijakan
akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit
dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun
kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya
ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang /diterimanya
tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini
selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban
sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan

meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas
dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita

Acara Serah Terima (BAST)/tagihan/dokumen lain yang

{
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dipersamakan yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran,

dilakukan dengan melakukan jurnal sebagai berikut:

LRIV [ SR 1] | R NAAA

L LU AN ULldl iy beudil AXX

Pencatatan pengeluaran kas untuk membayar utang beban
yang dilakukan oleh PPK SKPD berdasarkan dokumen sumber
yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara

melakukan jurnal sebagai berikut:

L1 UDAA uLdiiu oendi WY

Lol.U/,UL AV Nl od o N W ) 9.9 4

Bersamaan dengan pembayaran utang beban dengan
mekanisme pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS,
maka juga harus diakui belanja yang dilakukan dengan jurnal

sebagai berikut:

—_—— o mmrr e LV L] FAV VN

P ommr w4 [ R I TR N F o ¥ AAK

Pada saat BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan
dokumen telah diterima oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD tidak
melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. Hal

ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan
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transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu
dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh PPK SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam
Buku Jurnal tersebut PPK SKPD kemudian mengklasifikasikannya
dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau
pada saat PPK SKPD akan melakukan penyusunan Laporan
Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak
terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan

menggunakan Jurnal Penutup.

. Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, vyaitu pada saat
Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
Misalnya terbitnya tagihan fistrik dengan pembayaran tagihan listrik
tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terialu lama.
Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan
lebih efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran

kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan
pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana Bendahara
Pengeluaran dilarang melakukan komitmen vyang tidak ada
anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya.

Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan

i
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dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum
Daerah (BUD).

1) Pencatatan pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran

a. Mekanisme Pembayaran melalui panjar kegiatan kepada PPTK
Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan

kepada PPTK maka periu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Rt e I LI T R T ] FLY LYY

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar maka
dicatat:

FaidoWULl. AN ucuail ..., AXX

PR IRve MYV raiagr neylavall ).9.9 4

dan pada saat menyetorkan sisa uang panjar maka dicatat sebagai
berikut:

......... ERLAS AN R AT T W T e I T T AAA

FRrIR VN IV ramnjal noylawatl XAX

b. Mekanisme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa
melalui panjar kegiatan.

Pada saat Bendahara melakukan pembayaran tagihan dari Uang

Persediaan dan berdasarkan bukti pembayaran tersebut dicatat

sebagai berikut: ’
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Pengeluaran

Pada saat Bendahara Pengeluaran membuat  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ)) atas pembayaran vyang dilakukan
melalui Uang Persediaan dan mekanisme panjar serta telah
diterima dan diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh
pengguna anggaran, maka tidak ada jurnal lagi yang dilakukan
oleh PPK SKPD.

Kemudian pada saat PPK SKPD menerima tembusan SP2D atas
pengisian kembali Kas di Bendahara Pengeluaran maka PPK SKPD

akan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Ll ULS NOD Ul S daiidla reigsiuagi di g AKX

L.ol.U/SUL /N FEFRL) XXX

Bersamaan dengan pengisian kembali Kas di Bendahara
Pengeluaran maka PPK SKPD melakukan pengakuan terhadap
belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

B Y ] el Y L AS

Foandarnd L I Cruuanialy Jne ARX

Pencatatan ini oleh PPK SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal dan

semua pencatatan dalam buku jurnal pada setiap periode tertentu
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ataupun saat transaksi terjadi (rea/ time) diklasifikasikan sesuai

dengan akunnya dengan melakukan posting dalam Buku Besar.

. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan
waktu antara penetapan kewajiban dan pengeluaran kas, dimana
penetapan kewajiban (pengakuan beban) dilakukan setelah
pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban
dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan
walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran
tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka

(akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Umum Daerah (BUD).

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari
Bendahara Pengeluaran

Pencatatan yang dilakukan PPK SKPD saat pembayaran dilakukan

berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari Bendahara

Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan jurnal sebagai

berikut:

e LaJL.AN LAl WYY

B e T B h R L ¥
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Bersamaan dengan pengeluaran kas vyang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran, maka PPK SKPD juga harus mengakui
belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal sebagai
berikut:

T L LLAA Deidn g XXX

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang
diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD akan melakukan

pencatatan denaan iurnal sehaaai berikiit:

- T W LAl LU U LA T AAA

L R R AT AN LA LN AAA

b) Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung
Pada saat adanya tagihan/dokumen lain yang dipersamakan, maka

akan dilakukan jurnal :

Tl L.AA pDeLdll L., AXX

Pencatatan pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen
pembayaran dari BUD (SP2D-LS) maka PPK SKPD berdasarkan
dokumen sumber yang berasal dari BUD dilakukan dengan cara

melakukan jurnal sebagai berikut:
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Boisainaan ueiyan peiyeuarann ras yditly Ullakurdll Uieli DuL,
maka PPK SKPD juga harus mengakui belanja yang dilakukan
dengan jurnal sebagai berikut:

[ R AN N TAYAT veianja AAR
PR L I RV Y 4 Sl Al LA LA T Y EaTATAY

Puuu UL Ler jaai el yanoal i wewalt LSIJIaaar nai | WURLI et

akuntansi yang diterbitkan oleh PPK SKPD, maka PPK SKPD
melakukan jurnal sebagai berikut:
1.1.U0D,UlL Deodn Liodyar DIMUKd XXX

. 1L.ULLAA Deodll ... XXAK

|5i FILILEErly OI{P[

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD

adalah:

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK SKPD dalam hal ini mempunyai tugas membuat data piutang
sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan.

Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan,
menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang
yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.

BUD

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran

piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.
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d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD
Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan
dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan,
jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih
terutang.

e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya
Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk
melakukan pembayaran.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas
walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang dicatat
atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi
sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada pembayaran
kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. Sebaliknya piutang
akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas piutang tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan melaiui Bendahara Penerimaan atau

langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal
kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing buku besar dan

buku besar pembantu piutang sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang SKPD meliputi:
i

Halaman 25 dari 60 |



Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)
Surat Ketetapan Retribusi {SKR)

o

Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya
Bukti Pembayaran
Surat Tanda Setoran (STS)

S oo o

Bukti setoran lainnya

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan

pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga
lainnya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya piutang akibat
transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debit dan

“pendapatan...(sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

R NN FEVAY LA LI RN PSS

O.l.UJ1.AA relddpdiali...- LW XAX

Pada saat wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya melakukan
pembayaran, maka PPK-SKPD akan mengurangi piutang tersebut
dengan menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di Bendahara
Penerimaan” (untuk kasus penerimaan kas di bendahara penerimaan)
atau “R/K PPKD” (untuk kasus penerimaan kas di BUD) di debit.
Jurnal untuk pembavaran melalui Bendahara Penerimaan:

L.l Uuz.Ul Aad Ui bEndandrd Fenerimadadn XXX

1.1.UJAA Fiutany... XXX
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Jurnal untuk pembayaran melalui BUD:

a LA RN A [V LN I B AN FaV V.N

R R Y AT 1Lt Y., AAA

lii PI
1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK-SKPD mempunyai tugas melakukan proses akuntansi
persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari
Penyimpan Barang.

b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang
Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugas
mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat
dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan
yang ditembuskan kepada PPK-SKPD.

¢. BUD
BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan
persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.

d. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan

persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

2. Prosedur Akuntansi
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal
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akun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akan
bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya
akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit. Metode

pencatatan persediaan yang digunakan adalah:

a.Persediaan _dicatat _secara periodik berdasarkan hasil

inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai

satuannya relatif _rendah, perputarannya cepat, dan

persediaan tersebut penggqunaannya sulit diidentifikasi

antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau

barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Bukti Pengeluaran Barang

C. Berita Acara Pemeriksaan Barang

d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

e. Laporan Persediaan

4. Pencatatan Transaksi
1) Awal Tahun

Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan

atas persediaan awal pada neraca.

ek a W SN LUl 1T i ouuiaall Xxx
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2) Pengadaan
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti
Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi
dan dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD.
a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui
Bendahara Pengeluaran:
.l UL AA DeRdll FeErsediddll XX

l.1.ut.u>a By O REINIANANA FETITIEHIATAN YYY

b. Pengadaan dengan mekanisme LS
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan

mekanisme LS melalui BUD:

N AN VA VAN bl L T B LN G R L WL | ] AAA

s Lo WLl W DTRIall XX

L1 VLI AA LHAIILD DAL YW

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada

pencatatan akuntansi atau pengakuan persediaan.

Halaman £Y gari bU



4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil
opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan

pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban

Persediaan.
P A VR Y29 (LS R LN W LW Y] FaTaTal
Lo e AN vCuQll roracutaall AXX
A it KPI

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adatah

sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran bertugas memberikan
otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap.

b. Pengurus Barang
Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan Aset Tetap hasil
pengadaan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Aset
Tetap.

c. PPTK
Tugas PPTK adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset
Tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan, penggunaan, maupun pelepasan Aset

Tetap berdasarkan dokumen yang diterima.
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e.BUD
Tugas BUD dalam hal ini adalah melakukan pembayaran atas
pengadaan Aset Tetap dan menerbitkan dokumen pembayaran

yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk aset tetap dapat dibedakan menjadi dua

transaksi utama vaitu transaksi untuk perolehan aset tetap dan
transaksi untuk pelepasan aset tetap.

Proporsi terbesar untuk transaksi perolehan aset tetap di pemerintah
daerah berasal dari pembelian. Prosedur yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut :

a. Pembelian Aset Tetap

a) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D Belanja
Modal.

b) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut, PPK-SKPD membuat
dokumen akuntansi yang akan dijadikan dasar dalam
menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang timbul atas
pembelian aset tetap.

b. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan cara melakukan proses pemusnahan aset tetap dan

dengan cara melakukan penjualan aset tetap. Prosedur untuk
pelepasan aset tetap melalui proses penghapusan dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1
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a. Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan
Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang
akan diotorisasi oleh Kepala Daerah.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah
diotorisasi, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah Barang
Milik Daerah tersebut akan dijual atau tidak.

c. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak untuk dijual, maka
PPK-S5KPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan
membuat pencatatan penghapusan aset tetap.

Jika barang milik daerah tersebut akan dijual maka prosedur

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah sesuai Surat
Kepala Daerah yang telah diotorisasi untuk dijual, maka proses
penjualan dilakukan dan dibuatkan Berita Acara Penjualan.

b. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima
oleh PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi
PPK-SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap.

c. Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah  dibandingkan  nilai  buku) maka  PPK-SKPD
Dinas/Badan/Kantor akan melakukan pencatatan sesuai dengan
kerugian yang diderita atas kegiatan pelepasan aset tetap

tersebut.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuvangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Aset Tetap SKPD meliputi:
!
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SP2D LS
Berita Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak III

C. Berita Acara Pelepasan Aset Tetap

o o

d. Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tetap

e. Laporan

. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan
hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh
pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan
sebagai berikut:

a. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,

pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya.

1) Perolehan melalui Pembelian dan Pembangunan
Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dilakukan
dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran termin
sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan
pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD
yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap
dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain yang
dipersamakan.—Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan
apabila pembayarannya langsung 100% atau tanpa proses
termin sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dilakukan apabila pembayarannya melalui

proses termin.

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan
BAST/Tagihan/dokumen lain yang dipersamakan adalah

sebagai berikut :
i
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L.O.WZAA  ASEL 1ELAM... XXX

——— e w o T eweE AT P WA PRAALALELA L P P I

Tetap XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal
sebagai berikut:

£L.1.U0.UD Uldlid reruddiddll ASEL | ertdn R0

VAR RN AR KR FFRKIL) AW

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga periu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi  kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

— o — e —— w3 bk b LT L LA LATAYAY

7 oanderd 1and AL 1 CruUwgl gl Jme AAR

B) Belanja Modal Termin

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening Belanja
Modal dimana pembayaran pengadaan aset tetap tersebut tidak
langsung 100% atau pembayarannya melalui proses termin.
Sebagai contoh adalah pembangunan konstruksi Gedung,
Bangunan, Jalan dan Jembatan. Berkaitan dengan pengisian
kontrak, apabila memilih jenis tagihan belanja modal termin, maka
pengisian kontrak tersebut wajib dilakukan. Apabila kontrak tidak
diisi maka SPP-LS tidak bisa disimpan. Data kontrak digunakan

untuk memunculkan secara otomatis jurnal Aset Tetap.
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Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut diatas, maka
jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal Termin adalah

sebagai berikut :

e o  mr owr e L L I R A L L P R

e w Ao AW AT T WAL ] P el Py U UESL Y MuOA L LS FaYa¥ay

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal

sebagai berikut:

4.1.UUUD  ULdINY FEHYdUddI ASEL | Elap XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi  kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesua
jenisnya)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

P Y WAy, LY Lt L L L B LA L] APA

FoddJTIL Feruudiall DML (XX

Berdasarkan SPM LS Belanja Modal vyang telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
Belanja Modal.
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2) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap
Apabila aset tetap yaang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai

buku aset tetap yang dilepas dijurnal

PP SV F ISy LV AN L AL LR Y [ ASA

F RV Y SV V.Y AU LD Ty UDUILall..., 1,994
L.J3. UL AA ALCL ([ EldD... XY
Q.tT.UL.JUL SUl P rFaerjudidil AbEL NOIN LdNcdr-Lu) XAX

Apabila aset tetap yang diperoieh nilainya lebih kecil dari nilai
buku aset tetap yang dilepas dijurnal

PR LV P RSP EVEN LIS A VI U L SR 5 W ARK

J.J.UL.UL LENSIL FENudidll ASEL NOMN Ldancar — LU XXX
L.3. U7 AA AKUUlgsl FEnyUsUtan...
Y'Yy
e mpeans
XXX

3) Perolehan melalui Hibah/Donasi
Perolehan Aset Tetap melalui hibah atau donasi dilkukan jurnal,
PR TP I V. MOCTL 1S e, AXEX

V.. UL.AA FEludpdldil Mildn.. — LW XXX

Pada akhir tahun anggaran atau pada saat PPK SKPD akan
menyusun Laporan Keuangan, atas transaksi ini tidak dilakukan

jurnal penutup karena transaksi ini merupakan transaksi riil atau
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transaksi atas akun neraca yang akan langsung mempengaruhi

saldo atas akun-akun tersebut.

.Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset
tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.

Ketika Pemerintah Daerah akan melakukan proses penghapusan
aset tetap, Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan barang Milik
Daerah yang akan diotorisasi oleh Kepala Daerah. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah diotorisasi, Selanjutnya
akan dilakukan penilaian apakah Barang Milik Daerah tersebut akan
dijual atau tidak. Jika barang milik daerah tersebut tidak layak
untuk dijual, maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset
tetap dengan menjurnal “Akumulasi Penyusutan” dan "Defisit
Penjualan Aset Non Lancar” di debit dan “Aset sesuai jenisnya” di
kredit.

Aenda L L LACHIDIL TSIl AxEL INian iAln Al YXYW

FRN RV VN MADTL [Sladld.... XYY

Sebaliknya, Jika barang milik daerah tersebut akan dijual, maka
bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima oleh
PPK-SKPD dari Pengelola barang akan menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mengakui pelepasan aset tetap. Jika penjualan aset
tetap mengalami kerugian (harga jual lebih rendah dibandingkan
nilai buku) maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal

"Kas di Bendahara Penerimaan”, “Akumulasi Penyusutan Aset
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Tetap”, serta "Defisit Penjualan Aset Nonlancar” di debit dan “Aset

sesuai jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

......... TRLD WA RS IR BT L F IS g AAA
L, U7 au L ARULIIUIAD FEHYUS3ULALD ADTL 1ELdl XXX
St LA LACHIDNL FTHHLICTNTIL MASMEL INEH AL AT YYY

Sebaliknya, jika terdapat keuntungan dari penjualan aset tetap
tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/Kantor akan menjurnal "Kas
di Bendahara Penerimaan” dan “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap”
di debit serta “Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan “Aset sesuai
jenisnya” di kredit pada buku jurnal.

Loi.wi.vue Nnax Ul Dcridaniala reigniniddi | XXX

Lo U LAN ARUNNUIDS] FENYUSLULAIT ASEL | 81a1) b e 84

— e = e ae s R ] E R EAT AV

Dari pencatatan jurnal tersebut, maka PPK SKPD akan
membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara periodik PPK SKPD
kemudian mengklasifikasikannya dengan melakukan posting dalam
Buku Besar sesuai dengan akunnya.

Selain itu, pada saat yang bersamaan, PPK-SKPD perlu mencatat
transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk
keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan
menjurnal “Perubahan SAL"” pada sisi debit, dan “Pendapatan dari

Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.
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c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus
sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik
penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas
terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.
Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan
suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang
masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam
neraca akan lebih saji (overstated).
Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset
tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi
pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset
tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya
menjadi nilai buku (book value) aset tetap tersebut.
Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir
periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian sebagai
berikut:

R P BF LR LA AL B R R R DL ) I g P A IR B W N F ) ASA

Lt W AN ARUTIIUIGD FTNIYUDLILAIN ADTL 1 CLal) AXX

-ar lnuns¥i [

1. Pihak-pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya SKPD
adalah:
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas mencatat
transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan  bukti- bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan
perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten
ditembuskan ke PPK-SKPD.

c. Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah
yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK-
SKPD.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti lisensi,
hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila
terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan berita
acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang
milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui pada saat
barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau

dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
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dengan manggunakan uang persedian atau dilakukan oleh BUD

melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya

maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal

kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan

buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan

transaksi keuangan pemerintah daerah vyang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi

Aset lainnya SKPD meliputi:

a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten

b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

C. Bukti Prengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti
Pengeluaran).

4.Pencatatan Transaksi

a. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita

acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

— e e = —— a b i L s B L Rl e L] EATAYAY
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tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen
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terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-LS,
dengan mencatat “Beban Barang dan Jasa” di debit dan “Kas di
Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang
UP/GU/TU atau “Utang Beban” di debet dan “RK PPKD” di kredit
jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:
9.3.07.XX Beban Barang dan Jasa Xxx

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:
2.3.07.XX Utang Belanja XXX

2.1.07.01 R/K PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak

berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa

-..." di debit dan “Perubahan SAL" di kredit dengan jurnal:
5.1.02.XX Balanja Barang dan Jasa XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah :
1.3.07.XX Aset Tetap Tak Berwujud XXX

9.1.01.03 Beban Barang dan Jasa XXX

. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
sudah dihentkan penggunaannya atau rusak,PPK- SKPD
membuatbukti memorial yang  diotorisasi Pengguna Anggaran
dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan

l
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menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap
yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi
Penyusutan- ...” di debit serta"AsetTetap-..."dikredit untuk
mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

1.5.04.XX Aset Lain-lain XXX
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX
1.3.XX. XX Aset Tetap XXX

. Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing
periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak
berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan
operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset
tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi
menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana
harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan
akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tidak
berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir
periode pelaporan (semesteran) melalui jurnal penyesuaian
sebagai berikut:

9.1.07.05 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Xxx

1.5.05.XX Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 0K
Berwujud

l
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1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan
bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur
dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai
tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan.

c. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui
Bendahara Pengeluaran.

d. BUD
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui Kas di
Kas Daerah yang ada di BUD.

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi
transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap
dengan menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset
tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat

{
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diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak
ke tiga sehingga kewajiban bertambah. Sebaliknya kewajiban akan
berkuran apaila dilakukan pembayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan
manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D
LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau
utang maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar

dan buku besar pembantu sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen vyang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasitkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Kewajiban SKPD meliputi:

a. Berita Acara Penerimaan Barang

b. Tagihan dari Pihak III

c. SP2D LS

d. Surat Bukti Pengeluaran Belanja

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui
adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
"Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debit dan “Utang” pada sisi
kredit.

i
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9.1.01.XX Beban XXX
2.1.05.XX Utang Beban XXX

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset
tetap, maka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD
adalah “Aset Tetap” di debit dan “Utang Pengadaan Aset Tetap” di
kredit.

1.3.02.XX Aset Tetap XXX

2.1.06.XX Utang Pengadaan Aset Tetap X<

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang Pengadaan Aset
Tetap” di debit “"R/K PPKD") di kredit untuk belanja dengan mekanisme
LS.
Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

2.1.05.XX Utang Pengadaan Aset Tetap XXX

2.1.07.01 R/K PPKD XXX
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1. Pihak-Pihak Terkait

Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan

dari prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi

kewajiban, prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan

sebagainya.

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi
ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti
memorial.

b.Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas
setiap beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi
transaksi ekuitas.

c. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang
yang dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi
ekuitas.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan
prosedur yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan
memberikan dokumen tembusannya kepada PPK SKPD untuk

dilakukan pencatatan.

2. Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di

SKPD dilakukan seperti berikut ini:
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a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan
akun nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan
kewaijiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas
pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut
antara lain:

1) Koreksi nilai persediaan
2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

3. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Ekuitas SKPD meliputi:
d. Berita Acara Inventarisasi Persediaan
e. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap

4. Pencatatan Transaksi
a. Pada saat penyusunan laporan keuangan
Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah
menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-
akun nominal dengan tujuan:
1) Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO
dan beban.
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2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun
ekuitas untuk pencatatan periode berikutnya.
3) Menghitung ekuitas akhir periode.

Berikut contoh jurnal penutup LO.

e dsU LA 1 CHuapaLal 1Ly RXX
T LUL.AA peudil XXX
Jol.Ul.us JUI PIUSS LR ESILTLWY XXX

Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal

penutup akhir periode.

PR VAN S LI LTI RAR

Gl Ulaud CRUILAYD XX

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya

1) Koreksi nilai persediaan

A A R TAYAY o oTuiaall AAA

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

L.JWLAA ABEL lTeEldp XXX
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I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
1.Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku
Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah

posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-posting atau
memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku
besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah
sebagai berikut:

3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

laporan keuangan, PPK SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar
Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh
kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.
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J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
¢. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).
2. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan adalah :
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk
dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.
3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
a. Membuat Neraca Saldo
PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar.
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b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan

tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun

tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat

akrual.Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom

"Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1)Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang
telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan
atas jumal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi
beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk
melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-SKPD
menjurnal “"Beban telepon” di debit dan “Beban listrik” di kredit.

9.1.02.03.01 Beban telepon XXX
9.1.02.03.03 Beban listrik XXX

{
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon” di debit
dan “Belanja listrik” di kredit.

5.1.02.03.01 Belanja telepon XXX
5.1.02.03.03 Belanja listrik XXX

2)Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan Berita
Acara Stock Opname, PPK-SKPD mengakui persediaan
dengan menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debit dan
“Beban Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di
akhir periode.

1.1.07.XX Persediaan XXX
9.1.02.XX Beban Persediaan XXX

3)Jurnal depresiasi
Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun
akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui depresiasi atau
penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD akan
mencatat penyusutan aset tetap dengan menjumal “Beban
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Penyusutan” di debit dan “Akumulasi penyusutan” di kredit di

jurnal umum.
9.1.07.XX Beban penyusutan XXX
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX

4)Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir
tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD
akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa
dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan
“"Beban sewa” di kredit pada buku jurnal.

1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX
9.1.02.07 Beban sewa XXX

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD
melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.
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d.

Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode
akun yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
melakukan jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi O
(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX
5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Membuat LO dan jurnal penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi
SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam
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komponen Laporan Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan
9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jumal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip

'penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh
jurnal penutup LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LO XXX

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup
akhir

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh
dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
SKPD.
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Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup
akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal
penutup akhir

....... wa (SN LN o P ARA

. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo
Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang

selanjutnya.

. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
A
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5)

6)

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.
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SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

SKPD

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
SKPD

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 |Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan

Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
3.1 |Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.14 | Aset

3.1.5 | Kewajiban
3.1.5 | Ekuitas

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis
akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

Bab Vv Penutup

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD waijib
menyelenggarakan  sistem  akuntansi untuk  menyusun
laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas
penggunaan  anggaran  dan penggunaan  barang
milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung
jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk
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dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian internal yang memadai,
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran..............
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

BUPATI GUNUNG MAS,

-

TON S. DOHONG
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SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan
konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem
akuntansi pokok sebagai berikut:

Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan -~ LRA PPKD;

Akuntansi Belanja dan Beban PPKD;

Akuntansi Transfer PPKD;

Akuntansi Pembiayaan PPKD;

Akuntansi Aset dan Investasi PPKD;

Akuntansi Kewajiban PPKD;

Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD;

Soe ™m0 o0 oW

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD;

2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran.
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Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas
maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu
akun “Perubahan SAL.”
A. Akuntansi Pendapatan — LO dan Pendapatan — LRA PPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatan
tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan
perundang-undangan.

1.Pihak Terkait

a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah,
memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak
Pemerintah Daerah yang meliputi:

1) Menandatangani/mensahkan  dokumen surat ketetapan
pajak/retribusi daerah.

2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh
Fungsi Akuntansi PPKD.

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untuk

mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan

transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,

memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan
LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke
Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) Melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan
LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing
rekening (rincian objek);
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3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

¢. Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas

Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut

peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:

1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan
kedalam buku kas penerimaan.

2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan.

2. Prosedur Akuntansi

a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi
hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat
Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Surat
Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah
Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang diserahkan oleh
Pengguna Anggaran/PPKD;

b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnai/Memo Jurnal
berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara
Umum Daerah, dokumen pengakuan lainnya selain SKP-Daerah
(Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi),
Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan
Dokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah
dari Wajib Pajak/Retribusi atupun Nota Kredit dari Bank;
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c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksi
berdasarkan memo jurnal/Memo Jurmnal;

d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai
dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan - LO dan
Pendapatan — LRA PPKD meliputi:

Pendapatan Asli | Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKP) Daerah
Retribusi Daerah SKR (Surat Ketetapan
Retribusi)
Hasil Pengelolaan Hasil RUPS/Dokumen yang
Kekayaan Daerah dipersamakan

yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah :
Penjualan Aset yang Dokumen Kontrak
dipisahkan Penjualan /Perjanjian
Penjualan/Dokumen yang
dipersamakan/bukti
memorial

Jasa giro/bunga Nota Kredit/sertifikat
deposito deposito / dokumen yang
dipersamakan/ bukti
memorial

Tuntutan Ganti Rugi SK Pembebanan/SKP2K /
SKTIM/ Dokumen yang
dipersamakan
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Pendapatan
Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

Bagi Hasil Pajak

PMK/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

Bagi hasil bukan Pajak

PMK/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

DAU

Perpres/Dokumen yang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

DAK

PMK/Dokumen yang
dipersamakan &Nota Kredit
dari Bank/bukti memorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya :

Dana Penyesuaian

PMK/Dokumen yang
dipersamakan dan Nota
Kredit dari Bank/bukti
memorial

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya:

Pendapatan bagi hasil
Pajak

Keputusan Kepala Daerah
/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

Bantuan Keuangan

Keputusan Kepala Daerah
/Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

Lain-lain
Pendapatan
Daerah yang
Sah

Pendapatan Hibah

Keputusan Kepala Daerah
/Dokumen yang
dipersamakan serta Nota
Perjanjian Hibah
Daerah/bukti memorial

Dana Darurat

Keputusan Kepala Daerah
/PMK / Dokumen yang
dipersamakan

[
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Pendapatan Lainnya Dokumen yang
dipersamakan /bukti
memorial

4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan ~ LO di PPKD dilakukan dengan
memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
Pengakuan pendapatan — LO di PPKD ini didasarkan pada memo
jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuai
dokumen sumber yang diterima.
Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas
Pendapatan — LO di PPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedur
akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:
a. Pendapatan — LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan
kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan - LO diakui
pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas
belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan
jurnal berikut ini:
1) Pada saat penetapan hak
1.1.03.XX Piutang XXX
8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX
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2) Pada saat penerimaan kas

l.l. UL,y nan Ul A wiaei gl XXX

e m—rag e

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau
surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatat
penerimaan tersebut sebagai pendapatan — LRA yang dilakukan
dengan membuat jurnal berikut ini:

F o UTUL rerdualidit DML 1. 9.4 ¢

T.LWLLAA FEItANAEATDL — 1 KA YYY

. Pendapatan — LO diakui dan dicatat saat terjadi penerimaan

kas

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi

pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan

antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan LO
diakui pada saat kas diterima.

Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan

penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:

1) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian
akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai
dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan
pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka
atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara

pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat
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2)

dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara
bersamaan saat diterimanya kas.

Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti
pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau
dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai
kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan
perfakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara
bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang
dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan

pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD

Pada saat terdapat penyetoran ke kas daerah dengan dokumen

berupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan

LO dan dilakukan jurnal berikut ini:

ArdatvsLavFL nas Jl nad wacialt XA

Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus

m

engakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan —

LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

Pt e 1wl yanicany AL XXX

LedadLaAn rcliudpaldil — LKA WA
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Apabila dilakukan perfakuan pencatatan pengakuan pendapatan
bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus
dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap penerimaan kas
yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya,
penerimaan kas yang belum merupakan hak dan
pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah pada

periode pelaporan.

1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan
LO periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang
merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai
Pendapatan LO dan mengakui piutang pendapatan, serta
penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan LO
karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi
tersebut harus dilakukan koreksi:

e m e A s B ek rh R —_r AAA

......... IV INSTRTE IR RIS =T v L XXX

2) Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya
belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas
maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan Pendapatan — LO
yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang
bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

|
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8.1.01.XX Pendapatan - LO XXX
2.1.04.01 Pendapatan Diterima Dimuka XX

3) Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya
sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan
maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan —
LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yang
bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:
1.1.03.01 Piutang Pendapatan XXX
8.1.01.XX Pendapatan —LO XXX

c. Pendapatan - LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima
terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan
karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu
Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak
pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan cara
melakukan jurnal seperti di bawah ini:

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XX
2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX

Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus
mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan -
LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:
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7.3.04.01 Perubahan SAL XX
4.1.01.XX Pendapatan — LRA XXX

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka
menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar
pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesuai dengan dokumen
sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas
pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

2.1.04.04 Pendapatan Diterima Dimuka XXX
8.1.01.01 Pendapatan - LO XXX

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas

maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer
Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari
Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan
diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
1.1.03.05 Piutang Pendapatan Transfer XXX
8.2.01.XX Pendapatan Transfer — LO XXX

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota
Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat jurnal:

Halaman 11 dari 61

[
L



Lel.Jl. UL nAaD> UL _Rds paciall XAX

1. L. UD.AA FILTANA Fen1andaran XYY

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga
melakukan pencatatan atas pendapatan — LRA dengan jurnai:

Y IRVIRV. VN roriyapacall 1ediisiel — LA XXX

Lain-lain Pendapatan yang Sah — Pendapatan Hibah
Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,

Funagsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat iiirnai-

o m A AL 1 Al ] [N FAV VN

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
dedauriuL naa Ul pas wraeiatl ANX

PR e FiuLal il rErldandJdlAr rirnAn ¥y

Dan pada saat diterimakanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga
melakukan pencatatan atas pendapatan — LRA denagan iurnai:

e ey L IGLITILTI T RO T LW XXX
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B. Akuntansi Beban dan Belanja PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi
termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi
atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban
yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana
untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran
atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan

belanja kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SP] atas beban dan belanja.

2.Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas
pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihak
ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan
tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD.
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b. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial
berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen
sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD.

C. Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan proses
penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan
keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen
pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntasi PPKD.

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial
berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari
BUD/Kuasa BUD.

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam
buku jurnal berdasarkan memo jurnal.

f. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar.

g. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun
Laporan Keuangan PPKD.

3. Dokumen Sumber
a. Surat Tagihan Pihak Ketiga
Bukti Pengeluaran Kas
Kuitansi/Bukti Pembayaran
Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Dokumen Perjanjian Utang

S@e me o0 o

Surat Tagihan dari Penerima Subsidi
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
j.  Surat Keputusan Kepala Daerah

k. Bukti Memorial
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I.  Nota Debit
m. Bukti akuntansi Lainnya

4.Pencatatan Transaksi

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi,

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan beban

dalam buku Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan

transaksi atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat

dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati
tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan
beban dan pengeluaran kas, dimana timbulnya kewajiban daerah
terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuan
beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi
penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara
Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, diterimanya
tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini
selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah
menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun
belum dilakukan pengeluaran kas.
Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat
dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
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Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi
PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa

BUD dilakukan denaan cara melakiikan inirnal eanerti di hawah ini-

e e R T B L ] [a¥aYal

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan
tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta
disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan
pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti
di bawah ini:

s g AAA
_________ [RVIE R E T RN W S ¥ ] AAA
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beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas)

yang dilakukan dengan jurnai:

PN IRVERY. V.Y wCialii YYy

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal
tersebut kemudian mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai
dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan melakukan
penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau
akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan

penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.
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Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisi
bersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saat
akan dilakukan penyusunan Lapoaran Keuangan harus dilakukan
penyesuaian dan koreksi terhadap Pengeluaran kas yang telah
diakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas
yang telah diakui sebagai beban belum merupakan
kewajiban, dan bebhan yang sudah menjadi kewajiban
namun belum ada pengeluaran kas pada periode pelaporan.
sehingga akun beban dapat disajikan dengan wajar atau tidak

tersaji lebih (overstated) maupun tersaji kurang (understated).

1) Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban
periode sebelumnya

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang
merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan
mengakui utang pada periode akuntansi Ssebalumnya,
sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai
beban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut

harus dilakukan koreksi:

B AP RS AT Y LA I LA AAA

a Lt LS wCranl XX

2) Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai
beban belum merupakan kewajiban

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum
merupakan  kewaijiban pada periode pelaporan yang
bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas

karena pengakuan berasmaan maka harus dilakukan koreksi.
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Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode

pelaporan yang bersangkutan tersebut difurnal sebaaai berikut:

R it R T L E TR R P ATOTE L A PY R Wl ) VTN & ARA

VY Lecuanl XX

3) Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban
Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah
merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski
pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan
penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi
kewajiban pada periode akuntansi tersebut dijurnal sebagai
berikut:

ek Lo LAl XYY

PRIV viariu pDendl | YYY

b. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi
perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan
pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah
(pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka
kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat
barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai
Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayar Dimuka (akun neraca).

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat

ditakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
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sumbemnya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar
pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah
(BUD)/Kuasa BUD.

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi

PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa
BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:
Jadl LN UeCLial | AXX

L T R LAY AN PELSIELE ESL.LJCERD

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan
tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta
disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan
pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti
di bawah ini:

Lol UJ AN uLdiiu bepdi XX

......... (R R AW R LR S| AARA

Bersamaan dengan pengeluaran kas vyang dilakukan oleh
BUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang
dilakukan dengan jurnal:

RPN v U AKX

TRV, AVET] reryuudiiall AL b 8.4.4

Pada saat pengakuan Beban Dibayar Dimuka berdasarkan memo
jurnal vyang diterbitkan oleh BUD, maka  akan melakukan
pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini:
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Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisi
tersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan
sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh PPKD dapat diuraikan
sebaqgai berikut;
a. Beban Bunga
Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi
Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan
jurnal "Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit.

e e B T e A LAYaTAY

——— e emrr R TR I R L] AN

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga
merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal “Utang
Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Halaman 20 dari 61 L



Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Bunga” di debit dan “Perubahan SAL" di kredit.

N R PR TR et e N L WALEL 1ALl AXX

Fad U UL reiuvdliiall DAL W0

Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah
melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi,
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi.
Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi
dasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal
“Beban Subsidi” di debit dan “Utang Beban Subsidi” di kredit.

. amr e bt LW VAT AAA

PR wLaly poudll JULhIul XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  akan
mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Subsidi” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit.

LeaeULL.UT wLEIY DTUA JUUSIUL 1S 44

ALy WL A LI RaeI™ 1 A Al WV

]
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Subsidi” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

e tae B I LRy LSNP TIV] AXAX

R TI Voruualniall JAL 0L

Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas bersama-
sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan
saat penandatangan perjanjian, meskipun harus dilakukan verifikasi
atas persyaratan penyaluran hibah. Namun demikian timbulnya
kewajiban/beban atas transaksi tersebut dapat ditentukan
berdasarkan NPHD. Untuk itu, mencatat pengakuan beban hibah
dan kas dengan jurnal “Beban Hibah” di debit dan “Utang Beban
Hibah” di kredit.

.......... [ TN N TTWIN Y] AAA

Lo LN uLol iy peudll 1iupall XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  akan
mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Hibah"” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit.

Pl e L T Y et R R B LI Rl L EA YA YA

dadaW b WL NG U1l IhaD waciall AAA
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja
Hibah” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

A NS (ST IRFIE IR R I ELF IR AXXR
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Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, akan
mencatat pengakuan beban ferkait dengan jurnal “Beban Bantuan
Sosial” di debit dan “Utang Beban Bantuan Sosial” di kredit.

S P T L T N P LY R N N LW ] | AR

PRV NIV vLlal iy pcudli DAdiudll D0slal XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan unfuk pembayaran
beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  akan
mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Bantuan Sosiai” di debit
dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Ceoi-Uoswy wLOINY LDTUAL Daliliall Jusiat AXX

Aaha Lt L NG U A et all YYYW

bagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan

melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja4
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Bantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan
“Perubahan SAL" di kredit.

P R Y I YA LOCTUL RS LALILIL UDIa ARX

P eUTaUL renuLa il DAL XY

C. Akuntansi Transfer PPKD
1.Pihak Terkait

PPKD selaku Pengguna Anggaran
Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan
persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan

setelah mendapatkan verifikasi .

. BUD/Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan transfer;

2} memberikan SP2D tembusan kepada sebagai dasar pencatatan
transaksi keuangan;

3) membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait

dengan tata usaha keuangan.

Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai

berikut :

1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD;

2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan
tembusan SP2D yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;
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3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahan terkait
pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;

4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo jurnal;

5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-
masing;

6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

2. Prosedur Akuntansi

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran
transfer;

b. BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan
pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti
persetujuan transfer kepada ;

c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D
tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi Akuntansi
PPKD;

d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkan
dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa

tembusan;
e. melakukan pencataatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal;
f. melakukan posting ke Buku Besar;

g. menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.Dokumen Sumber
a. Peraturan Menteri Keuangan
b. Peraturan Presiden
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c. Peraturan Kepala Daerah

d. Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer
e. Bukti Memorial

f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

g. Nota Perjanjian Transfer

h. Nota Debit Bank

i, Dokumen Transfer Lainnya

. Pencatatan Transaksi

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer
pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan
kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/kota serta
pemerintah desa di wilayah provinsi.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat
bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh
PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukan pencatatan
pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit dan “Utang
Beban Transfer” di kredit.

e e mme e P W L N N R TR I YN | AR

......... wion iy ucuall 11dlisbiel XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat
pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban
transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di Kas
Daerah” di kredit.

7

Halaman 26 dari 61 .I



— m—m g — m——e LRI R LA TAYLY

......... NUD W IS waciall XX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer” di
debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

(VI L P LI V¥ T1an e WYY
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D. Akuntansi Pembiayaan PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas

transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan
maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber
transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang
diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD.

b. PPKD
PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran
pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

¢. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi
transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan,
sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk
pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD vyang

sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
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2. Prosedur Akuntansi

d.

PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan
persetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan
kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi oleh ;

Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan
melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen
penyetorannya serta memberikan tembusannya dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD; ,

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam
catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang
diterimanya.

3. Dokumen Sumber

S© ™m0 a0 o

. Dokumen Penerimaan pembayaran utang

Dokumen penjualan investasi

Bukti penerimaan pinjaman dari Bank
Dokumen penerimaan kembali dana bergulir
Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan
Naskah Perjanjian Kredit

Nota Kredit Bank

Bukti Memorial

Dokumen Pembiayaan Lainnya

4. Pencatatan Transaksi

a.

Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
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lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan
investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank
atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit
dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah Xxx
2.2.XXXX Kewajiban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan
mencatat jurnal “Perubahan SAL” di debit dan "“Penerimaan
Pembiayaan” di kredit.

7.3.04.01  Perubahan SAL Xxx
7.1.XX.XX Penerimaan Pembiayaan XXX

. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar
dan kewaijiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan

I
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investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari

bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban Jangka
Panjang” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang Xxx
2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan
mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit.

2.1.06.06 Utang Pembiayaan XXX

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial
yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan
Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL" di kredit.

7.2.XX.XX Pengeluaran Pembiayaan Xxx
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX
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E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD
Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah,
Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi
Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.
1.Pihak Terkait
a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yang
diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan serta menyusun
Laporan Keuangan PPKD.
b. PPKD
PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset
di unitnya.
c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan
dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal
serta memberikan tembusan dokumen kepada .

2. Prosedur Akuntansi

a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan
berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan
modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan
otorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau
investasi lainnya.

b. BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas
dari Kas Daerah dan dan menerima kas/menatausahakan dari hasil

[

Halaman 31 dari 61 1




penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada
Fungsi Akuntansi PPKD.

c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan
dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD.

d. Pada akhir pericde akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukan
penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan
kebijakan akuntansi yang berlaku.

e. Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi dan
menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

3. Dokumen Sumber

a. Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi
Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya
Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal
Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud
Sertifikat SBI
Sertifikat Deposito
Sertifikat Saham/Obligasi
. Sertifikat SUN
j. Bukti Memorial

S@e o a0y

4.Pencatatan Transaksi
a. Perolehan Investasi
1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi
Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset
lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal
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“"Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Utang Pembiayaan” di
kredit.

L L T P R R T LW T I T T LY SR i S I L LA L A AR

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP,
pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D
tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan
penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal "“Utang
Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

uuuuuuuuu LAY 1 L Yy ai | RAX
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2} Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)
Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh
berdasarkan SP2D LS vyang menjadi dasar pencairan
pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat
jurnal  “Investasi Jangka Panjang” di debit dan “Utang

Pembiayaan” di kredit.
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  akan

mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
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utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit.

_________ el BRI VIV AR LR AAA
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaran
pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui
jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL" di
kredit,

e e - L L N e NI I EW TV Ea Tl

e U N VAL I ] WSV ha AAA

. Hasil Investasi

1) Hasil Investasi Jangka Pendek
Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan

Tnvestasi.

2) Hasil Investasi Jangka Panjang
a) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan
oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian
dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD

dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada

Halaman 34 dari 61



periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan
dividen yang akan diterima dengan mencatat “Piutang
Lainnya” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO" di kredit.

1.1.04.XX Piutang Lainnya XXX

8.1.03.XX  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaai

Daerah yang Dipisahkan — LO XXX

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai
kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD

mencatat
1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX
1.1.04.XX Piutang Lainnya

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“"Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan — LRA" di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

4.1.03.XX Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan —

LRA XXX

l
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b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat
mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode
berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh
perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang
dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal keuntungan
dengan mencatat “Investasi” di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan— LO” di
kredit.

LocoAananAn LHIVEDSLADL 4.0 b 4.4 4
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Kekayaan Daerah yang Dipisahkan —

1M

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat
penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal “Kas di Kas
Daerah” di debit dan “Investasi” di kredit.

v L e [ASFIC RPN ARSIy S [T 4 T ] AAR
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
" Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan — LRA".

cesrumaran P LHLUpGLan Ul T Sy ciuiaal

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan —

P M A
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¢) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang
(misal pendapatan bunga dari dana bergulir} telah diterima,
akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat “Kas
di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Bunga - LO” di
kredit.

LadaW LD INUD W INAD AT gl AXX
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga
mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Bunga — LRA” di kredit.

7 a2.UT.WA FTIULANAN DAL HAAX
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C. Pelepasan Investasi
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek
Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan
Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan
dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “Kas
di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga” dan
“Investasi Jangka Pendek” di kredit.

vk U LWL U2 LW INAD aciail AXX
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan
Bunga” di kredit.
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2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang
Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,
berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat
pelepasan investasi. Apabila nilai kas yar diterima lebih besar
dari nilai perolehan investasi, menjurnat “Kas di Kas Daerah” di
debit serta “Surplus Investasi Jangka Panjang” dan “Investasi

Jangka Panjang” di kredit.
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arena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan

“Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang

diterima.
F.2UTUL FEIUDALdE DAL XXX
7 el UL AA relreinliadl b FENNIHdydadll XX

d. Penyisihan Piutang

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak
dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupun
karena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga
tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (force majeur)
serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi
PPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan
piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

T YA TS yIouIdil FRULa Iy ... RAX
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F. Akuntansi Kewajiban PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas
transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

b. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan
melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh
tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan disahkan oleh PPKD.

c. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian utang
dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh
BUD/Kuasa BUD.

2. Prosedur Akuntansi

a. BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang
maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun
mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat
persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya
kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

b. PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun
pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima.

¢. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas
timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen
sumber yang diterima.

l
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d. Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan

dan membuat

penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki.

e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi

dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

3. Dokumen Sumber

a. Nota Kredit dari Bank
Dokumen Perjanjian Utang
Bukti Memorial
Surat Pernyataan Utang

® o0 o

Surat Pembayaran Utang

4.Pencatatan Transaksi
a. Penerimaan Utang
Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah,

telah masuknya
Fungsi Akuntansi

PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan

mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban

Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

2.2.X¢.XX Kewajiban Jangka Panjang

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran,

Fungsi Akuntansi

PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan

penyesuaian Perubahan SAL melalui jumal “Perubahan SAL” di

debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

7.3.04.01 Perubahan SAL

7.1.06.XX Penerimaan Pembiayaan
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b. Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait
dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek
terkait)” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut  akan
mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan
utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit.
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Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan
penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal  “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL" di kredit.
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c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka
panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh
PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi
Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan
jumal "Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan "Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang” di kredit.

2.2.XX.XX Kewajiban Jangka Panjang XXX
1.1.04.XX Bagian Lancar Utang Jangka XXX
Panjang

G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
1. Pihak Terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan
atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukan
baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode
akuntansi.

b. PPKD
PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang
dilakukan.

2. Prosedur Akuntansi
a. Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain
yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat
transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan koreksi.
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Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD
melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat
dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir
periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan.

Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan
penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti
memorial yang diterbitkan agar Laporan Keuangan dapat disajikan
dengan wajar (tidak lebih saji/overstated maupun kurang
saji/ understated).

3. Dokumen Sumber

a.
b. Dokumen atau bukti koreksi
C.
d

Bukti Memorial

Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang

. Dokumen lainnya

4. Pencatatan Transaksi

a.

Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi
PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan
pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh
PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat
koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi
beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk
melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal
“"Beban Hibah” di debit dan "Beban Subsidi” di kredit.
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9.1.05.XX Beban Hibah xXxx¢
9.1.04.XX Beban Subsidi XX

Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlu
mencatat koreksi belanja dengan menjurnal “Belanja Hibah” di
debit dan “Belanja Subsidi” di kredit.

5.1.05.XX Belanja Hibah Xxx
5.1.04.XX Belanja Subsidi XXX

. Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (Alflowance method), setiap akhir tahun
berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang
pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan
membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD
akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan
“Penyisihan Piutang...” di kredit.

9.1.08.XX  Beban Penyisihan Piutang XXX
1.1.05.XX Penyisihan Piutang ... XXX

p

ada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

Penghapusan Piutang, maka  Fungsi Akuntansi PPKD akan
menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih
itu dengan jurnal “Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang” di
kredit.

1.1.05.XX  Penyisihan Piutang ... Xxx
1.1.03.XX Piutang XXX
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Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

1.Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam buku jurnal.
Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal.

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah

posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumiahnya dari buku
jurnal ke buku besar masing-masing akun.

3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo
atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang
berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu.

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010,
terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
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. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Neraca;

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

a
b
c. Laporan Operasional (LO);
d
e

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah:

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan
Keuangan.

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat
dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

Membuat Neraca Saldo

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku
besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.
Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini
dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada
akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang
bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam
kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Halaman 47 dari 61 “



Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperiukan antara lain

digunakan untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada
akhir tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1)Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial yang
akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial yang telah diotorisasi, Fungsi Akuntansi PPKD
langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat
tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada
beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan
tersebut, menjurnal “Beban Hibah” di debit dan “Beban
Subsidi” di kredit.

9.1.05.XX Beban Hibah Xxx
9.1.04.XX Beban Subsidi XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat
koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Belanja
Subsidi” di kredit.
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2)Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak dapat
tertagih pada periode akuntansi. Sesuai dengan metode
penyisihan piutang maka piutang yang tidak tertagih akan
menjadi beban pada periode akuntansi. Fungsi Akuntansi
PPKD akan mencatat penyesuaian tersebut dengan jurnal
“Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang” di
kredit pada buku jurnal.

_— e e - - e A = et L R L B L b ] R TAV,Y

P R N PR Y L LN RTE(INLTI RN B IR ALy LT R AAA

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat Fungsi
Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo
sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar

setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA
Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun
yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran
(kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian

membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.
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Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0
(nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA Xxx
5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.01.01.XX Penerimaan Pembiayaan Xoxx
7.02.01.XX Pengeluaran Pembiayaan XXX
7.3.02.01 Pembiayaan Netto XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX

7.3.02.01 Pembiayaan Netto X

7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SiKPA XXX

7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

. Membuat LO dan jurnal penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam
komponen Laporan Operasional (kode rekening yang berawalan 8
dan 9) untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Halaman 50 dari 61 &



Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.
Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut
contoh jurnal penutup akun LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XX
3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal
penutup akhir
Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh
dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan
ekuitas SKPD.
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jumnal penutup akhir untuk
menutup akun Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut
contoh jurmal penutup akhir :

3.1.01.02 Surplus/Defisit LO XXX

3.1.01.01 Ekuitas XXX
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g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan
Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir.
Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode
akuntansi yang selanjutnya. Format Neraca PPKD adalah sebagai
berikut:

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang

diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;
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5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

6) Informasi lainnya yang diperiukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.
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PPKD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan PPKD

1.2 |Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
PPKD

1.3 |Sistematika penulisan catatan atas laporan

keuangan PPKD

Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD

2.1 |Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan PPKD
2.2 |Hambatan dan kendala yang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset
3.1.5 | Kewajiban
3.1.5 | Ekuitas
3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban

yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
Pemda

BabV | Penutup

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan

sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPDsebagai

alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang

milik daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab
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pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan
keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab.Surat Pernyataan Tanggung
Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan
isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PPKD
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Badan ............ Tahun Anggaran.............. sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intemal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

|
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J. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah
Daerah
1.Ketentuan Umum
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas
tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan
proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi
yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua
entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;
Laporan Operasional (LO);
Laporan Arus Kas (LAK);

"m0 o0 T o

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
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a. Fungsi Akuntansi PPKD
b. PPKD
3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan
keuangan
Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas
akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan
PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus
sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi
yang secara organisatoris berada di bawahnya.Laporak keuangan
entitas akuntansi yang digabungkan adalah:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
C. Laporan Operasional (LO);
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan
tersebut diatas hasil penggabungan.

b. Melakukan Eliminasi
Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan
dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan
(R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD),
Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun
tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (resiproca/
account) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas
akuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun
tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan daengan pihak

|
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C.

eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah
tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas
akuntansi.sehingga.

Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah
Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi
pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan
Laporan Perubahan SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih

Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti
unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran
kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan
juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait
Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas
operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas
transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan Arus Kas.

. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan
di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

‘ 0
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Bab I

Pendahuluan

1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKPD

2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan

Bab III

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1 |Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban

3.1.3 | Belanja

3.14 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 | Ekuitas Dana

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

BabV

Penutup

I
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f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah  wajib
menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan
keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas
penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah.
Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada
saat menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi
dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan
Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah
disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai,
dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
200X

Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah XXXXX Tahun Anggaran ........
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

BUPATI GUNUNG MAS,

TON S. DOHONG
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LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2% TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BAGAN AKUN STANDAR
SALDO
KODE REKENING URAIAN NORMAL
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas D
1.1.1.01 Kas di Kas Daerah
1.1.1,01.01 Kas di Kas Daerah.......
1.1.1.01.02 Dst...........
1.1,1.,02 Kas di Bendahara Penerimazn
1.1,1.02.01 Kas di Bendzhara Penerimaan
1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1,1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank
1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai
1.1.1,04 Kas di BLUD -
1.1.1.04.01 Kas df BLUD -
1.1.1.05 Kas Lainnya
1.1.1.05.02 Kas Lainnya
1.1.1.06 Setara Kas
1.1.1.06.01 Setara Kas
1.1,1.06.02 (213 S
1.1.2 Investas! Jangkn Pendek ]
1.1.2.01 Investasi dalam Saham
1.1.2.01.01 Investasi dalam Saham
1.1.2.01.02 Dst...........
1.1.2.02 Investasi dalam Deposito
1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek
1.1.2.03 Investasi Dalam SUN
1.1.2.03.01 Investasi Dalam SUN
1.1.2.04 Investasi Dalam S8I
1.1.2.04.01 Investasi Dalam SBI
1.1,2.08 Investasi Dalam SPN
1.1,2.05.01 Investasi Dalam SPN
1,1.2,06 Investast Jangka Pendek BLUD
1.1.2.06,01 Investasi Jangka Pendek BLUD
1.1.2.07 Investas) Jangka Pendek Lainnya
1.1,2.07.01 Investasi Jangka Pendek Lainnya
1.1,3 Pilutang Pendapatan D
1.1.3.01 Piutang Pajak Daerah
1.1,3.01.01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1.1.3.01,02 Plutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1,1,3.01.03 Piutang Pafak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.1.3.01.04 Piutang Pafak Air Permukaan
1.1.3.01.08 Piutang Pajak Rokok
1.1,3.01.06 Piutang Pajak Hotel
1.1.3.01.07 Piutang Pajzk Restoran
1.1.3.01.08 Piutang Pajak Hiburan
1.1.3.01,09 Piutang Pajak Reklame
1.1,3.01.10 Plutang Pajak Penerangan Jalan
1.1.3.01.11 Piutang Pajak Parkir




KODE REKENING URAIAN NORMAL

1.1.3.01.12 Piutang Pajak Alr Tanah

1.1.3.01.13 Piutang Pajak Sarang Burung Walet

1.1.3.01.14 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.1.3.01.15 Piutang Pajak Buml dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

1.1,3.01.16 Piutang Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan 8angunan

1.1.3.02 Piutang Retribusi

1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.1.3.02.02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersthan

1.1.3.02.03 Piutang Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipli

1.1.3.02.04 Plutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

1.1.3.02.05 Plutang Retribusi Pelayanan Paridr di Tep! Jalan Umum

1.1,3.02.06 Plutang Retribusl Pelayansan Pasar

1.1.3.02.07 Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.1,3.02.08 Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1.1.3.02.09 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1.1.3.02.10 Piutang Retribusi Penyediaan danfatau Penyedotan Kakus

1.1.3.02.11 Piutang Retribusl Pengolahan Limbah Cair

1.1.3.02.12 Plutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

1.1.3.02.13 Piutang Retribusl Pelayanan Pendidikan

1.1.3.02.14 Piutang Retribusi Pengendatian Menara Tefekomunikasi

1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaizn Kekayaan Daerah

1.1.3.02.16 Piuteng Retribusi Pasar Grosir danf atau Pertokoan

1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan

1.1.3.02.18 Plutang Retribusi Terminal

1.1.3.02.19 Piutang Retribusl Tempat Khusus Parkir

1,1.3.02.20 Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

1.,1.3.02.21 Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan

1.1.3.02.22 Piutang Retribus! Pelayanan Kepelabuhan

1.1.3.02.23 Piutang Retribusi Tempat Relgeasi dan Glah raga

1.1.3.02.24 Piutang Retribusi Penyebrangan Alr

1.1.3.02.25 Plutang Retribusi Penjuatan Produksi Usaha Daerah

1.1.3.02,26 Piutang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

1.1.3.02.27 Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beratkoho!

1.1.3.02.28 Phutang Retribusi {zin Gangguan

1.1.3.02.29 Piutang Retribusi 12in Trayek

1.1.3.02.30 Pivtang Retribusi I2in Perikanan

1.1.3.02.31 Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Untas

1.1.3.02.32 Piutang Retribusi Perpanjangan 1zin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)

1.1.3.03 Piutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Daersh yang Dipisahkan

1.1.3.03.01 Piuvtang Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerzhf/BUMD

1.1.3.03.02 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemesintah/BUMN

1.1.3.03.03 Piutang Bagian Labs atas Penyertaan Modal pada Penusahazan Milik,
Swasta

1.1,3.03.04 Dst...........

1.1.3.04 Piutang Lain-ain PAD yang Sah

1.1.3.04.01 Piutang Jasa Giro

1.1.3.04.02 Piutang Bunga deposito

1.1.3.04.03 Piutang Tuntutzn Ganti Kerugian Daerah

1.1.3.04.04 Piutang Komisl, Potongan dan Sefisth Nilal Tukar Rupish

1.1.3.04.05 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelsksanaan Pekerjaan

1.1.3.04.06 Piutang Denda Pajak

1.1.3.04.07 Piutang Denda Retribus!

1.1.3.04.08 Plutang Hasil Ekselassi atas Jaminan

1.1.3.04.09 Piutang dari Pengembalian

1.1.3.04.10 Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

1.1.3.04.11 Piutang darl Angsuran/Cidlan Penjuatan

1.1.3.04.12 Piutang Zakat

1.1.3.04.13 Piutang Has!l dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

1.1.3.04.14 Piutang BLUD

1.1.3.04.15 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Olpisahkan

1.1.3.04.16 Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

1.1.3.04.17 Dst.........

1.1.3.05 Piutang Transfer Pemesintah Pusat-Dana Perimbangan

1.1.3.05.01 Piutang Bagi Hasil Pajak

1.1.3.05.02 Piutang Bagi Hasi) Bukan Pajek/Sumber Oaya Alam

1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokas! Umum
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1.1.3.05.04 Piutang Dana Alokasi Khusus

1.1.3.05.05 [, -

1.1.3.06 Piutang Transfer Pemerintah Lalnnya

1.1.3.06.01 Puustang Transfer Dana BOS Xurang Safur

1.1.3.06.02 Dst.........

1.1.3.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

1.1.3.07.01 Plutang Transfer Bagl Hasll Pajak Daerah

1.1.3.07.02 Piutang Transfer Lainnya...

1.1.3.07.03 Dst..........

1.1.3.08 Piutang Pendapatan Lainnya

1.1.3.08.01 Piutang Pendapatan Lalnnya....

1.1.3.08.02 Dst....

1.1.4 Plutang Lainnya D

1.1.4.01 Baglan Lancar Tagihan Jangka Panjeng

1.1.4.01.01 Baglan Lancar Tagihan Jangka Panjang

1.1.4.01.02 Dst..........

1.1.4.02 Baglan Lancar Tagthan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas

Lainnya

1.1.4.02.01 Baglan Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik
Negara

1.1.4.02.02 Baglan Lancar Tagihen Pinfaman kepada Badan Usaha Mikik
Daerzh

1.1.4,02.03 Baglan Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah

1.1.4.02.04 Baglan Lancar Tegihan Pinjaman kepada Pemerintah Dserah
Lainnya

1.1.4.02.05 Dst........

1.1.4.03 Baglan Lancar Tagthan Penjuaian Angsuran

1.1.4.03.01 Bagian Lancar Tagthan Penjualan Angsuran Penjualan Rumsh
Dinas Daerah Golongan ITII

1.1.4.03.02 Bagian Lancar Tegihan Penjualzn Angsuran Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas

1.1.4.03.03 Dst....

1.1.4.04 Bagian lancar Tuntitan Ganti Kerugian Daerah

1.1.4.04.01 Baglan lancar Tuntutan Gant Keruglan Daerah Terhadap
Bendahara

1.1.4.04.02 Baglan lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negerl Bukan Bendahara

1.1.4.05 Uang Muka

1.1.4,05.01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

1.1.4.05.02 Dst..........

1.1.4.06 Panjar Keglatan

1.1.4.06.01 Panfar Keglatan

1.1.4.06.02 Dst......... .

1.1.5 Penylisihan Plutang K

1.1.5.01 Penyisthan Piutang Pendapatan

1.1,5.01.01 Penyisthan Plutang Pajek Daerah

1.1.5.01.02 Penyisthan Plutang Retribus|

1.1.5.01.03 Penyisthan Plutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Oipisahkan

1.1.5.01.04 Penyisthan Piutang Lain-latn PAD yang Sah

1.1.5.01.08 Penyisihan Piutang Transfer Pemerinteh Pusat-Dana Perimbangan

1.1.5.01.06 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Oaerah Lainnya

1.1.5.01.07 Penyisihan Piutong Pendapatan Lalnnya

1.1.5.01.08 Dst......... -

1.1.5.02 Penyisthan Piutang Lainnya

1.1.5.02.01 Penyisihan Baglan Lancar Tagihan Jangka Panjang

1.1.5.02,02 Penyisthan Bagian Loncar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
kepada Entitas Lainnya

1.1.5.02.03 Penyisihan Baglan Lancar Tagthan Penjualan Angsuran

1.1.5.02.04 Penyisthan Baglan lancar Tuntutan Ganti Kerugian

1.1.5.02.05 Penyisihan Uang Muka

1.1.5.02.06 Dst...........

1.1.6 Beban Dibayar Dimuka D

1.1.6.01 Beban Pegawal Dibayar Dimuka

1.1.6.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
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1.1.6.01.02 Beban Tambahan Penghastian PNS Dibayar Dimuka
1.1.6.01.03 Dst...........
1.1.6.02 Beban Barang Dibayar Dimuka
1.1.6.02.01 Beban Barang Dibayar Dimuka
1.1.6.02.02 Dst.........
1.1.6.03 Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1.6.03.01 Beban Jasa Dibayar Dimuka
1.1.6.03.02 Dst....
1.1.6.04 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1.1.6.04.01 Beban Pemneltharsan Dibayar Dimuka
1.1.6.04.02 Dst...........
1.1.6.05 Beban Lainnya
1.1.6.05.01 Beban Lainnya
1.1.6.05.02 Dst....

1.1.7 Persediaan [ 1]
1.1.7.01 Persediaan Bahan Pakai Habis

1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor

1.1.7.01.02 Persedizan Dokumen/Administras! Tender
1.1.7.01.03 Persediaan Alat Listrik dan elekirontk { lampu pijar, battery kering)
1.1.7.01.04 Persediaan Perangko, materal dan benda pos lainnya
1.1.7.01,05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.1.7.01.06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

1.1.7.01.,07 Persediaan Isi tabung pemadem kebakaran
1.1.7.01.08 Persedinan Isl tabung gas

1.1.7.01.09 Dst.......

1.1.7.02 Persediaan Bahan/Materiat

1.1.7.02.01 Persediaan Bahan baku bangunan

1.1.7.02.02 Persediazn Bahan/bibit tanaman

1.1.7.02.03 Persediaan Bibit temak

1.1.7.02.04 Persediaan Bahan obat-obatzn

1.1.7.02.05 Persediaan Bahan kimda

1.1.7.02.06 Persediaan Bahan Makanan Pokok

1.1.7.02.07 Dst......

1.1.7.03 Persediaan Barang Lainnya

1.1.7.03.01 Persediaan Barang Yang Akan Diberilan Kepada Pihak Ketiga
1.1.7.03.02 Dst....

1.1.8 Aset Untuk Dikonsclidasikan [ 1]
1.1.8.01 R/K SKPD

1.1.8.01.01 RfX SKFD

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen [+
1.2.1.01 Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1.2.1.01.01 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1.2.1.01.02 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1.2.1.01.03 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Swasta
1.2.1.01.04 Pinfaman kepada Pemerintah Pusat

1.2.1.01.05 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

1.2.1.01.06 Dst..........

1.2.1.02 Investasi dalam Obligasi

1.2,1.02.01 Investasi dalam Obligasi.....

1.2.1.02.02 Dst......

1.2.1.03 Inwestasi dalam Proyek Pembangunan

1.2.1.03.01 Investasi dalam Proyek Pemnbangunan

1.2.1.03.02 Dst.......

1.2.1.04 Dana Bergulir

1.2.1.04.01 Dana Bergulir

1.2.1.04.02 Dst...........

1.2.1.05 Deposito Jangka Panjang

1.2.1.05.01 Deposito Jangka Panjang

1.2.1.05.02 Dst..........

1.2.1.06 Investasi Non Permanen Lainnya

1.2.1.06.01 Investasi Non Permanen Lainnya
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1.2.1.06.02 Dst..........e
1.2.2 Investas! Jangka Panjang Permanen D
1.2.2.01 Penyertaan Modal Pemerintah Daersh
1.2.2.01.01 Penyestean Mods) Kepada BUMN
1.2.2.01.02 Penyertaan Modal Kepada BUMD
1.2.2.01,03 Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1.2.2.01.04 Dst........
1.2.2.02 Investasi Permanen Lainnya
1.2.2.02.01 Investasi Permanen Lainnya
1.2.2.02.02 Dst......
1.3 ASET TETAP
1.3.1 Tanah D
1.3.1.01 Tenah Perkamgungan
1.3.1.01.01 Tanah Kampung
1.3.1.01.02 Tanah Emplasmen
1.3.1.01.03 Tanah Kuburan
1.3.1.02 Tanah Pertanian
1.3.1.02.01 Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1.3.1.02.02 Tanah Tegalan
1.3.1.02.03 Tanah Ladang
1.3.1.03 Tanah Perkebunan
1,3.1.03.01 Tanah Perkebunan
1.3.1.04 Kebun Campursn
1,3.1.04.01 Bldang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengatran
1.3.1.04.02 Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1.3.1.05 Hutan
1.3.1.05.01 Hutan Lebat
1.3.1.05.02 Hutan Belukar
1.3.1.05.03 Hutan Tanaman Jenis
1.3.1.05.04 Hutan Alam SejenisfHutan Rawa
1.3.1.05.05 Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1.3.1.06 Kalam lkan
1.3.1.05.01 Kolam Tkan Tambak
1.3.1.06,02 Kolam Ikan Air Tavwar
1.3.1.07 OanaujRawa
1.3.1.07.01 Tansh Rawa
1.3.1.07.02 Tansh Danau
1.3.1.08 Tanah Tandus/Rusak
1.3.1.08.01 Tanah Tandus
1.3.1.08.02 Tenah Rusak
1.3.1.09 Alang-alang dan Padang Rumput
1.3.1.09.01 Tanah Alang-alang
1.3.1.09.02 Tanah Padang Rumput
1.3,1.10 Tanah Pengguna Lain
1.3,1.10.01 Tanah Penggallan
1.3.1.11 Tanah Untuk Bangunan Gedung
1.3.1.11.01 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1.3.1.11.02 Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1.3.1.11,03 Tanzh Untuk Bangunan Industri
1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/)asa
1.3.1.11.05 Taneh Kosong
1.3,1.11.06 Tanzh Petemnakan
1.3.1.11.07 Tansh Bangunan Pengairan
1.3.1.11.08 Tanzh Bangunan Jalan dan Jembatan
1.3.1.11.09 Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepefSetren dst
1.3.1.12 Tanah Pertambangan
1.3.1.12.,01 Tanah Pertambangan
1.3.1.13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1.3.1.13.01 Tanah Lapangan Olah Raga
1.3.1.13.02 Tenah Lapangan Parkir
1.3.1.13.03 Tanzh Lapangan Penimbun Barang
1.3.1.13.04 Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
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1.3.1.13.05 Tanah Lapangan Pengufian/Pengcishan
1.3.1.13.06 Tenah Lapangan Terbang
1.3.1.13.,07 Tanah Untuk Bangunan Jalan
1.3.1.13.08 Tanah Untuk Bargunan Alr
1.3.1.13.09 Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1.3.1.13.10 Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1.3.1.13.11 Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1.3.1.83.12 Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1.3.1.13.13 Tanah Untuk Bangunan Tempat lbadah
1.3.2 Peratatan dan Mesin D
1.3.2.01 Alat-Alat Besar Darat
1.3.2.01.01 Tractor
1.3.2.01.02 Grader
1.3.2.01.03 Excavator
1.3.2.01.04 Pite Driver
1.3.2.01.05 Hauler
1.3.2.01.06 Asphal Equipment
1.3.2.01.07 Compacting Equipment
1.3.2.01.08 Aggregate $ Concrete Equipment
1.3.2,01.09 Loader
1.3.2.01.10 Alat Pengangkat
1.3.2.01.11 Mesin Proses
1.3.2.02 Alat-Alat Besar Apung
1.3.2.02.01 Oredger
1.3.2.02.02 Roating Excavator
1.3.2.02.03 Amphib) Dredger
1.3.2,02.04 Kapal Tarik
1.3.2.02.05 Mesin Proses Agung
1.3.2.03 Alat-glat Bantu
1.3.2.03.01 Alat Penarik
1.3.2.03.02 Feeder
1.3.2.03.03 Compressor
1.3.2,03.04 Electric Generating Set
1.3.2.03.05 Pompa
1.3.2,03.06 Mesin Bor
1.3.2.03.07 tUnit Pemeliharaan Lapangan
1.3.2.03.08 Alat Pengolahan Alr Kotor
1.3.2.03.09 Pembangkit Uap Afr Panas/Sistem Generator
1.3.2.04 Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.2.04,01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.3.2.04.02 Kendaraan Bermotor Penumpang
1.3.2.04.03 Kendaraan Bermotor Anglatan Barang
1.3.2.04.04 Kendaraan Bermotor Khusus
1.3.2.04.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.3.2.04.06 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1.3.2.05 Alat Angiaitan Darot Tak Bermotor
1.3.2.05.01 Kendaraan Bermotor Anglatan Barang
1.3.2.05.02 Kendarasn Tek Bermotor Berpenumpang
1.3.2.05.03 Kendaraan Tak Bermotor Khusus
1.3.2.06 Alat Anglait Apung Bermotor
1.3.2.06.01 Alst Anglat Apung Bermotor Barang
1.3.2.06.02 Alat Anglat Apung Bermoter Penumpang
1.3.2.06.03 Alat Anglat Apung Bermotor Khusus
1.3.2.07 Alat Anglat Apung Tak Bermotor
1.3.2.07.01 Alat Anglat Apung Tek Bermotor Untuk Barang
1.3.2.07.02 Alat Anglut Apung Tak Bermotor Penumpang
1.3.2.07.03 Alat Anglat Apung Tak Bermotor Khusus
1.3.2.08 Alat Anglt Bermator Udara
1.3.2,08.01 Kapal Terbang
1.3.2.09 Alat Bengkel Barmesin
1.3.2.09.01 Perkakas Konstruks! Logam Terpasang pada Pondasi
1.3.2.09.02 Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1.3.2.09.03 Perkakas Bengke! Ustrik
1.3.2.09.04 Perkakas Bengkel Service
1.3.2.09.05 Perkakas Pengangkat Bermesin
1.3.2.09.06 Perkakas Bengkel Kayu
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1.3.2.09.07 Perkakas Bengkel Khusus
1.3.2.09.08 Peralatan Las
1.3.2.09.09 Perkakas Pabrik Es
1.3.2.10 Alat Bengkel Tak Bermesin
1.3.2.10.01 Periakas Bengkel Konstruksi Logam
1.3.2.10.02 Perkakas Bengkel Listrik
1.3.2.10.03 Perkakas Bengkel Service
1.3.2.10.04 Perlakas Pengangkat
1.3.2.10.05 Perikakas Standar (Standart Toof)
1.3.2.10.06 Perkakas Khusus (Spedal Tool)
1.3.2.10.07 Perkakas Bengkel Kesja
1.3.2.10.08 Peralatan Tukang-tukang Bes!
1.3.2.10.09 Peralatan Tukang Kayu
1.3.2.10.10 Peralatan Tukang Kulit
1.3.2.10.11 Peralatan Ukur, Gip & Feting
1.3.2.11 Alat Ulur
1.3.2.11.01 Alat Ulur universal
1.3.2,11.02 Alat Ulur/Test Intelegensia
1.3.2.11.,03 Alat Ukur/Test Alat Kepribed!an
1.3.2.11,04 Alat Ularr /Test Kiinis Lain
1.3.2.11.05 Alat Calibrasi
1.3.2.11.06 Oscilloscope
1.3.2.11.07 Universal Tester
1.3.2.11.08 Alat Ukur/Pembanding
1.3.2.11.09 Alat Ukur Lainnya
1.3.2.11.10 Alat Timbangan/Blora
1.3.2.11.11 Anak Timbangan/Biasa
1.3.2.11.12 Takaran Kering
1.3.2.11.13 Tekaran Bahan Bangunan 2 HL
1.3.2.11.14 Takaran Latex{Getah Susu
1.3.2.11.15 Gelas Takar Berbagai Capasitas
1.3.2.12 Alat Pengolahan
1.3.2.12.01 Alat Pengolahan Tenah dan Tanaman
1.3.2.12.02 Alat PanenfPengolahan
1.3.2.12.03 Alat-Alat Peternakan
1.3.2,12.04 Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1.3.2.12.05 Alat Laboratorium Pertanian
1.3.2.12.06 Alat Procesing
1.3.2.12.07 Alat Pasca Panen
1.3.2.12.08 Alst Produksi Perikanan
1.3.2.13 Alat Pemeliharaan TanamanjAlat Penylmpan
1.3.2,13.01 Alat Pemeliharaan Tanaman
1.3.2.13.02 Alat Panen
1.3.2.13.03 Alat Penyimpanan
1.3.2.13.04 Alat Laboratorium
1.3.2.13.05 Alat Penangkap lkan
1.3.2.14 Alat Kantor
1.3.2,14.01 Mesin Tik
1.3.2.14,02 Mesin Hitung/Jumiah
1.3.2.14.03 Alat Reproduksi (Pengganda)
1.3.2.14.04 Alat Penyimpanan Perfengkapan Kantor
1.3.2.14.05 Alat Kantor Lainnya
1.3.2.15 Alat Rumah Tangga
1.3.2.15.01 Meubelair
1.3.2.15,02 Alat Pengukur Waktu
1.3.2.15.03 Alat Pembersth
1.3.2,15.04 Alat Pendingin
1.3.2.15.05 Alat Dapur
1,3.2.15.06 Alat Rumah Tengga Lainnya (Home Use)
1.3.2.15.07 Alat Pemadam Kebakaran
1.3.2.16 Komputer
1.3.2,.16.01 Komputer Unit/Jaringan
1.3.2.16.02 Peralatan Komputer Mainframe
1.3.2.16.03 (0,1}
1.3.2.16.04 Peralatan Mini Komptiter
1.3.2.16.05 Perscnal Kemputes
1.3.2.16.06 UPS/Stabilizer
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1.3.2.16.07 Perlatan Jaringan
1.3.2.16.08 Peralatan Personal Komputer
1.3.2.16.09 Server Komputer
1.3.2.16.10 Komputer Note Bock
1.3.2.16.11 Printer
1.3.2.16.12 Manitor/Display
1.3.2.16.13 Scanner
1.3.2.16.14 Kelengkapan Komputer (Rash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk,

Speaker)
1.3.2.17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.3.2.17.01 Meja Kerja Pejabat
1.3.2.17.02 Meja Rapat Pejabat
1.3.2.17.03 Kurel Kerja Pejabat
1.3.2.17.04 Kursl Rapat Pejabat
1.3.2.17.08 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1.3.2.17.06 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1.3.2.17.07 Lemari dan Arslp Pejabat
1.3.2.18 Alat Studio
1.3.2.18.01 Perolatan Studio Visua!
1.3.2.18.02 Peralatan Studio Video dan Rim
1.3.2.18.03 Peralatan Studio Video dan Film A
1.3.2.18.04 Peralatan Cetak
1.3.2.18.05 Peralatan Computing
1.3.2.18.06 Peralatan Pemetaan Ulaur
1.3.2.19 Alat Komunikos
1.3.2,19.01 Alat Komunikasi Telephone
1.3.2.19.02 Alat Komunikasi Radio SS8
1.3.2.19,03 Alat Komunikasi Radio HF/FM
1.3.2.19.04 Alat Komunikasi Redio VHF
1.3.2.19.05 Alat Komunikasi Radio UHF
1.3.2.19.06 Alat Komunikasi Soslal
1.3.2.19.07 Alat-afat Sandi
1.3.2.2 Peralatan Pemancar
1.3.2.20.01 Perzlatan Pemancar MF/MW
1.3.2.20.02 Peralatan Pemancar HF/SW
1.3.2.20.03 Peralatan Pemancar VHF/FM
1.3.2,.20.04 Peralatan Pemancar UHF
1.3.2.20.05 Peralatan Pemancar SHF
1.3.2.20.06 Peralatan Antena MF/MW
1.3.2.20,0?7 Peralatan Antena HF/SW
1.3.2.20.08 Peralatan Antena VHF/FM
1.3.2.20.09 Peralatan Antena UHF
1.3.2.20.10 Peralatan Antena SHF/Parabola
1.3.2.20.11 Perelatan Translator VHF/VHF
1.3.2.20.12 Perslatzn Translator UHF/UHF
1.3.2,20.13 Peralatan Translator VHF/UHF
1.3,2,20.14 Peralatan Translator UHF{VHF
1.3.2.20.15 Peralatan Microvawe FPU
1.3.2.20.16 Peralatan Microvawe Terestria)
1.3.2.20.17 Perzlatan Microvawe TVRO
1.3.2.20.18 Peralatan Dummy Load
1.3.2.20.19 Switcher Antena
1.3.2.20.20 SwitcherfMenara Antena
1.3.2.20.21 Feeder
1.3.2.20.22 Humitity Control
1.3.2.20.23 Program Input Equipment
1.3.2.20.24 Peralatan Antena Penerima VHF
1.3.2.21 Alat Kedokteran
1.3.2.21.01 Alat Kedoiteran Umum
1.3.2,21.02 Alat Kedokteran Gigl
1.3.2.21.03 Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1.3.2.21.04 Alat Kedokteran Mata
1.3.2.21.08 Alat Kedolteran TH.T
1.3.2.21.06 Alat Rotgen
1.3.2.21.07 Alat Farmasl
1,3.2.21.08 Alat Kedokteran Bedah
1.3.2.21.09 Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.3.2.21.10 Alat Kedokteran Baglan penyakit Dalam
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Mortuary

Alat Kesehatan Anak

Polikiinik Set

Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
Alat Kedokteran Jantung

Alat Kedokteran Nuklir

Alat Kedokteran Radiclog|

Alat Kedokteran Kuilt dan Kelamin
Alat Kedckteran Gawat Darurat
Alat Kedokteran Jiwa

Alst Kedokteran Hewan

Alat Kedokteran Bedah

Alat Kesehatan

Alat Kesehztan Perswatan
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
Alat Kesehatan Matra Laut
Alat Kesehatan Matra Udara
Alat Kesehatan Kedolteran Kepolisizn
Alat Keschatan Olahraga
Unit-Unit Laboratorium
Alat Laboratorfum Kimia Alr
Alat Laboratorium Microbiclogi
Alat Laberatorium Hidro Kimia
Alat Laboratorium Model/Hidrolikn
Alat aboratorium Buatan/Geclogt
Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
Alat Laboratorium Cocok Tanam
Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
Alat Laboraterium Umum
Alat Leboraterium Umum A
Alat Laboraterium Kedolderan
Alat Laboratorlum Mieroblologi
Alat Laboratorium Kimia
Alat Laboratorium Microbiologl A
Alat Laboratorium Patologi
Alat Laboratorium Immunclog
Alat Laboratorium Hematologi
Alat Laboratorium Fim
Alat Laboratorium Makanan

Alat Laberatorium Standarisas!, Kalibrasi dan Instrumentasl

Alat Laboratorium Farmas!

Alat Laboratorium Fislka

Alat Leboratorium Hidrodinamika

Alat Laboratorium Klimatologi

Alat Laboratorium Proses Peleburan

Alat Leboratorium Pasir

Alat Laboratorium Proses Pemnbuatan Cetakan
Alat {aboratorium Proses Pernbuatan Pola
Alat Laboratorium Metalography

Alat Leboratorium Proses Pengelasan

Alat Laboratorium Ujl Proses Pengelasan
Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
Alat Laboratorium Matrologie

Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
Alat Laboratorium Proses Telnologi Textil
Alat Laboratorium Uji Tekstel

Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
Alat Laboratorfum Uji Kulit, Karet dan Plastik
Alat Leboratorium UJi Kerarnik

Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
Alat Laboratorium Pertanlan

Alat Laboratorfum Pertanlan A

Alat Laborstorium Pertanian B




KODE REKENING URAIAN NORMAL
1.3.2.23.49 Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1.3.2.23.9 Alat Laborztorium Energi Surya
1.3.2.23,51 Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1.3.2.23.52 Alat Laboratorium Oceznografi
1.3,2.23.53 Alat Laboratorium Lingkungan Peralran
1.3.2.83.54 Alat Laboratorium Blologl Peralatan
1.3.2.23.55 Alat Lsboraterium Biclogt
1.3.2.23.56 Alat Laboratorium Geofisika
1.3.2.23.57 Alat Laboratorium Tambang
1.3.2.23.58 Alat Laboratorium Proses/Telatik Kimia
1.3.2.23,59 Alat Laberatorium Preses Industri
1.3.2.23.60 Alat Laberatorfum Kesehatan Kerja
1.3.2.23.61 Laboratorium Kearsipan
1.3.2.23.62 Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1.3.2.23.63 Alat Laboratorium Lainnya
1.3.2.83.64 taboratorium Hematologi & Urinalisis A
1.3.2.24 Alat PeragafPraktek Sekolzh
1.3.2.249.01 Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1.3.2.24.02 Bidang Studi : Matematika
1.3.2.24.03 Bidang Stud) : IPA Dasar
1.3.2.24.04 Bidang Studi : 1PA Lanjutan
1.3.2.24.05 8idang Studi : IPA Menengah
1.3.2.24.06 Bidang Studi : IPA Atas
1.3.2,24.07 Bidang Studi : IPS
1.3.2.24.08 Bidang Studi : Agama Islam
1.3.2.24.09 Bidang Studi : Ketrampilan
1.3.2.24.10 Bldang Studi : Kesenlan
1.3.2.24. 1 Bideng Stud! : Glah Raga
1.3.2.24.12 Bidang Studi : PMP
1.3.2.24.3 Alst Peraga/Praktek Sekolah Bidang PendidikanfKetrampilan Lain-
lain

1.3.2.28 Unit Alat Laboratostum Kierda Nuklle

1.3.2.25.01 Analytical instrument

1.3.2.25.02 Instrument ProbefSensor

1.3.2.25.03 Genteral Laboratory Too!

1.3.2,25.04 Ingtrument Probe/Sensar A

1.3.2.25.05 Glassware Plastic/Utensils

1.3.2.25.06 Laboratory Safety Equipment

1.3.2.26 Alat Laboratorium Fisila Nuldlr / Eleltrenika

1.3.2.26.01 Radiation Detector

1.3,2.26.02 Modular Counting and Scentific

1.3,2.26.03 Assemblyf/Accounting System

1.3,2.26.04 Recorder Display

1,.3.2.26,05 Systern/Power Supply

1.3.2.26.06 Measuring / Testing Device

1.3.2.26.07 Opto Electronics

1.3.2.26.08 Accelator

1.3,2.26.09 Reactor Expermental System

1.3.2.27 Alat Proteksi Radiasi / Proteks! Uingkungan

1.3.2.27.01 Alat Proteksi Radias! / Proteksl Lingkungan Alat Ukur Fisika
Kesehatan

1.3.2.27.02 Alat Proteks! Radiasi / Proteks! Linglungan Alat Kesehatan Kerja

1.3.2.27.03 Proteksl Lingkungan

1.3.2.27.04 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Metecrological
Equipment

1.3.2.27.08 Alat Proteksi Radiasi / Proteks! Ungkungan Sumber Radias

1.3.2.28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory

{BATAM)

1.3.2.28.0 Radiation Appiication Equipment

1.3.2.28.02 Non Destructive Test (NDT) Device

1.3.2.28.03 Peralatan Umum Kedoteran /Kilnik Nukdir

1.3.2.28.04 Peralatan Hidrologi

1.3.2.2 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

1.3.2.29.01 Alat laboratorium Kualitas Alr dan Tanah

1.3.2.29.02 Alat Laboratorium Kualitas Udara

1.3.2.29.03 Alat Laboraterium Keblsingan dan Getaran

1.3.2.29.04 Laberatorium Lingkungan

1.3.2.29.05 Alat Laboratorium Linglamgan Hidup Penunjang




KODE REKENING URAIAN NORMAL

1.3.2.30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

1.3.2.30.01 Perzlatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage

1.3.2.30.02 Peralatan Laboratorium Hidrodinantka Wave Generator and
Absorber

1.3.2.30.03 Peralatan Laboratorlum Hidrodinamika Data Aqquistion and
Anslyzing System

1,3.2.30.04 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel

1.3.2.30.05 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes

1.3.2.30.06 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum

1.3.2.30.07 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship
Workshop

1.3.2.30.08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeiler
Model Workshop

1.3.2.30.09 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical
Workshop

1.3.2.30.10 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision
Mechanical Werkshop

1.3.2.30.11 Peratatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop

1.3.2.30.12 Peralatan Laboratorium Hidrodinamilka Pemesinan : Ship Model
Preparation Shop

1.3.2.30.13 Peralatan Laborztorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical
Workshop

1.3.2.30.14 Peralatan Laboratorium Hidrodinemike MO8

1.3.2.30.15 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and F!m Equipment

1.3.2.31 Senjata Apd

1.3.2.31.01 Senjata Genggam

1.3.2.31.02 Senjata Pinggang

1.3.2.31.03 Senjata BahufSenjata Laras Panjang

1.3.2.31.04 Senapan Mesin

1.3.2.31.05 Mortir

1.3.2.31.06 Anti Lapis Baja

1.3.2.31.07 Artilerl Medan (Armed)

1.3.2.31.08 Astileri Pertahanan Udara {Arhanud)

1.3.2.31.09 Peluru Kendali/Rudal

1.3.2.31. 10 Kavaleri

1.3.2.31.11 Senjata Lain-fain

1.3.2.32 Persenjataan Non Senjata Api

1.3.2.32.01 Alat Keamanan

1.3.2.32.02 Non Senfata Api

1.3.2.33 Senjata Sinar

1.3.2,33.01 Laser

1.3.2.%4 Alat Keamanan dan Perfindungan

1.3.2.34.01 Alat Bantu Kemanan

1.3.2.34.02 Alat Perlindungan

1.3.2.34.03 Alat Bantu Lafu Lintas Darat dan Air

1.3.3 Gedung dan Bongunan D

1.3.3.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja

1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor

1.3.3.01.02 Bangunan Gudang

1.3.3.01.03 Bangunan Gudang Urtuk Bengkel

1.3.3.01.04 Bangunan Gedung Instalasi

1.3.3.01.05 Bangunan Gedung Labotatorium

1.3,3.01.06 Bangunan Keschatan .

1.3.3.01.07 Bangunan QOceanarlumy/Opsesvatorium

1,3.3.01.08 Bangunan Gedung Tempat Ibadah

1.3.3.01.09 Bangunan Gedung Tempat Perternuan

1.3.3.01.10 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

1.3.3.00.11 Bangunan Gedung Tempat Olzh Raga

1.3.3.01.12 Bangunan Gedung Pertokoan/KeperasifPasar

1.3.3.01.13 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

1.3.3.01.14 Bangunan Gedung Garasi/Poo!

1.3.3.01.15 Bangunan Gedung Pemctongan Hewan

1.3.3.01.16 Bangunan Gedung Pabrik

1.3.3.01.17 Bangunan Stasiun Bus

1.3.3.01.18 Bangunan Kandang Hewan/Temak

1.3.3.01.19 Bangunan Gedung Perpustakaan

1.3.3.01.20 Bangunan Gedung Museum




KODE REKENING URAIAN NORMAL
1.3.3.01.21 Bangunan Gedung Termina!/Pelabuhan/Bandar
1.3.3.00.2 Bangunan Pengujian Kelaikzn
1.3.3.1.3 Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1.3.3.01.24 Bangunan Rumah Tahanan
1.3.3.01.35 Bangunan Gedung Kramatorium
1.3.3.01.26 Bangunan Pembakaran Bangkal Howan
1.3.3.01.27 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1.3.3.02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.3.02.01 Rumah Negara Golongan 1
1.3.3.02.02 Rumah Negara Golongan 11
1.3.3.02.03 Rumah Negara Golengan 111
1.3.3.02.04 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1.3.3.02.05 Asrama
1.3.3.02.06 Hotel
1.3.3.02.07 Mobel
1.3.3.02.08 Hat/Rumah Susun
1.3.3.03 Bangunan Menara
1,3.3.03.01 Bangunan Menara Perembuan Penerang Pantal
1.3.3.03.02 Bangunan Perambut Penerangan Pantal Tidak Bermenara
1,3.3.03.03 Bangunan Menara Telekomunikasi
1.3.3.04 Bangunan Bersejarah
1.3.3.04.01 Istana Peringatan
1.3.3.04.02 Rumah Adat
1.3.3.04.03 Rumah Peninggalan Sejarah
1.3.3.04.04 Makam Sejarzh
1.3.3.04.08 Bangunan Tempat Ibsdah Bersejarah
1.3.3.05 Tugu Peringatan
1.3.3.05.01 Tugu Kemerdekaan
1.3.3.05.02 Tugu Pembangunan
1,3.3.05.03 Tugu Peringatan Lainmya
1.3.3.06 Candi
1.3.3.06.01 Candi Hindhu
1.3.3.06.02 Candi Budha
1.3.3.06.03 Candi Lainnya
1.3.3.07 Menumen/Bangunan Bersejarah
1.3.3.07.01 Bangunan Bersejarah Lainnya
1.3.3.07.02 Bangunan Monumen
1.3.3.08 Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.3.3.08.01 Tugu/Tanda Batas
1.3.3.09 Rambu-Rambu
1.3.3.09.01 Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1.3.3.09.02 Ramby Tidak Bersuar
1.3.3.10 Rambu-Rambu Lafu Lintas Udara
1.3.3.10.01 Runway/Threshoid Light
1.3.3.10.02 Visual Approach Stope Indicator (VASI)
1.3.3.10.03 Approach Light
1.3.3.10.04 Runway Identification Light(Rells)
1.3.3.10.08 Signal
1.3.3.10.06 Rood Light
1.3.4 Jalan, Irigasl, dan Jaringan 0
1.3.4.01 Jalen
1.3.4.01.01 Jalan Negara/Nasienal
1.3.4,01.02 Jelan Propinsi
1.3.4.01.03 Jalan Kabupaten/Kota
1.3.4.01.04 Jalan Desa
1.3.4.01.05 Jalan Khusus
1.3.4.01.06 Jalan Tol
1.3.4.01.07 Jalan Kereta
1.3.4,01.08 Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.4.02 Jembatan
1.3.4.02.01 Jembatan NegarafNasional
1.3.4.02.02 Jembatan Propinsi
1.3.49.02.03 Jembatan Kabupaten/Kota
1.3.4.02.04 Jembatan Desa
1.3.4.02.05 Jembatan Khusus




KODE REKENING URAJAN NORMAL
1.3.4.02.06 Jembatan Pada Jalzn Tol
1.3.4.02.07 Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1.3.4.02.08 Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1.3.4.02.09 Jembatan Penyeberangan
1.3.4.03 Bangunan Alr Irigasi
1.3.4.03.01 Bangunan Waduk
1,.3.4.03.02 Bangunan Pengambilan Irigasi
1.3.4.03.03 Bangunan Pembawa Irigasi
1.3.4.03.04 Bangunan Permbuang Irigasi
1.3.4.03.05 Bangunan Pengaman Irigasi
1.3.4.03.06 Bangunan Pelengiap Irigasi
1.3.4.04 Bangunan Alr Pasang Surut
1.3.4.04.01 Bangunan Waduk
1.3.4.04.02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1.3.4.04.03 Bangunan Pembawa Pasang Surut
1.3.4.04.04 Bangunan Pembuang Pasang Surut
1.3.4.04.05 Bangunan Pengaman Pasang Surut
1.3.4.04.06 Bangunen Pefengkap Pasang Surut
1.3.4.04.07 Bangunan Sawah Pasang Sunut
1.3.4.05 Bangunan Air Rawa
1.3.4.05.01 Bangunan Alr Pengembang Rawa dan Poder
1.3.4.05.02 Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1.3.4.05.03 Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1.3.4.05.094 Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1.3.4.05.05 Bangunan Pengamanan Pasang Sunut
1.3.4.05.06 Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1.3.4.05.07 Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1.3.4.06 Bangunan Pengaman Sungal dan Penanggulangan Bencana Alam
1.3.4.06.01 Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1.3.4.06.02 Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungal
1.3.4.06.03 Bangunan Pembuang Pengaman
1.3.4.06.04 Bangunan Pembuang Pengaman Sungal
1.3.4.06.05 Bangunan Pengaman Pengamanan Sungal
1.3.4.06.06 Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1.3.4.07 Bangunan Pengembangan Sumber Alr dan Air Tansh
1.3.4.07.01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Alr
1.3.4.07.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Alr
1.3.4.07.03 Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Alr
1.3.4.07.04 Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Alr
1.3.4.07.05 Bangunan Pengamanan Pengembangen Sumber Alr
1.3.4.07.06 Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Alr
1.3.4.08 Bangunan Alr Bersth/Baku
1.3.4.08.01 Waduk Alr Bersih/Alr Baku
1.3.4.08.02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1.3.4,08.03 Bangunan Pembawa Air Bersih
1.3.4.08.04 Bangunan Pembuang Alr Bersih/Alr Baky
1.3.4.08.05 Bangunan Pelengkap Alr Bersih/Air Baku
1.3.4.09 Bangunan Alr Kotor
1.3.4.09.01 Bangunan Pembawa Air Kotor
1.3.4.09.02 Bangunan Waduk Air Kator
1.3.4.09.03 Bangunan Pembuangan Air Ketor
1.3.4.09.04 8angunan Pengaman Air Kotor
1.3.4,09.05 Bangunan Pelengkap Alr Kotor
1.3.4.10 Bangunan Alr
1.3.4.10.01 Bangunan Alr Laut
1.3.4.10.02 Bangunan Alr Tawar
1.3.4.11 Instalasi Alr MinumyAlr Bersih
1.3.4.11.01 Alr Muka Tangh
1.3.4.11.02 Alr Sumber fMata Air
1.3.4.11.03 Alr Tanah Dalam
1.3.4.11.04 Alr Tanah Dangkal
1.3.4.11.08 Alr Bersth/Air Baku Lainnya
1.3.4.12 Instalas) Alr Kotor
1.3.4.12.01 Instalasi Alr Kotor
1.3.4,12.02 Instalasi Alr Buangan Industri




KODE REKENING URAIAN NORMAL
1.3.4.12.03 Instalast Alr Buangan Pertanian
1.3.4.13 Instatasl Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1.3.4.13.01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1.3.4.13.02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1.3.4.14 Instalas| Pengolahan Bahan Bangunan
1.3.4.14.01 Instalasl Pengolehan Bahan Bangunan
1.3.4.15 Instalast Pembengkit Listrik
1.3.4.15.01 Pembangkit Listrik Tenaga Alr (PLTA)
1.3.4.15.02 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1.3.4.15.03 Pembangkit Liztrik Tenaga Mikro (Hidro)
1.3.4.15.04 Pembangiit Listik Tenaga Angin (PLTAN)
1.3.4.15.08 Pembangidt Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1.3.4.15.06 Pembangiit Listrik Tenaga Nuldlr (PLTN)
1.3.4.15.07 Pembangkit Listrik Tengga Gas (PLTG)
1.3.4.15.08 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1.3.4.15.09 Pembanrgkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1.3.4.15.10 Pembangkit Listrik Tenaga Blogas (PLTB)
1.3.4.15.11 Pembangkit Listrik Tenaga Samudrn/Gelombang Samudra

(PLTSm)
1.3.4.16 Instalasl Gardu Uistrik
1.3.4.16.01 Instalas Gardu Listrik Induk
1.3.4.16.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1.3.4.16.03 Instalasi Pusat Pengatur tistrik
1.3.4.17 Instalast Pertahanan
1.3.4.17.01 Instalasi Pertahanan Di Darat
1.3.4.18 Instalasi Gas
1.3.4.18.01 Instalasi Gardu Gas
1.3.4.18.02 Instalasi Jaringan Pipa Gas
1.3.4.19 Instalasi Pengaman
1.3.4.19.01 Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1.3.4.20 Jaringan Alr Minum
1.3.4.20.01 Jaringan Pembawa
1.3.4.20.02 Jaringan Induk Distribusi
1.3.4.20.03 Jaringan Cabang Distribusi
1.3.4.20.04 Jaringan Sambungan ke rumah
1.3.4.21 Jaringan Listrik
1.3.4.21.01 Jaringan Transmisi
1.3.4.21.02 Jaringan Distribusi
1.3.4.22 Jaringan Telepon
1.3.4.22.01 Jaringan Telepon Di atas Tanah
1.3.4.22.02 Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1.3.4.22.03 Jaringan Telepon Didalam Air
1.3.4.23 Jaringan Gas
1.3.4.23,01 Jaringan Pipa Gas Transmis!
1.3.4.23.02 Jaringan Pipa Distribusi
1.3.4.23.03 Jaringan Pipa Dinas
1.3.4.23.04 Jaringan BBM
1.3.5 Aset Tetap Lainnya D
1.3.5.01 Buku
1.3.5.01.01 Buku Iimu Pengetahuan Umum
1.3.5.01.02 Buku Filsafat
1.3.5.01.03 Buku Keagamaan
1.3.5.01.04 Buku Itmu Sosial
1.3.5.01.05 Bukku [limy Bahasa
1.3.5.01.06 Buku Matematika 8 Pengetahuan alam
1.3.5.01.07 Buku Iimu Pengetshuan Praktis
1.3.5.01.08 Bulas Arsiteldur, Kesenlan, Glah raga
1.3.5.01.09 Buku Geografi, Blografi, Sejarah
1.3.5.02 Terbitan
1.3.5.02.01 Terbltan Berkala
1.3.5.02.02 Buku Laporan
1.3.5.03 Barang-Barang Perpustakaan
1.3.5.03.01 Peta
1.3.5.03.02 Naskah (Manusigip)




KODE REKENING URAIAN NORMAL
1.3.5.03,03 Musik
1.3.5.03.04 Karya Grefika (Graphic Material)
1.3.5.03.05 Three Dimensional Artetacs and Realita
1.3.5.03.06 Bentuk Micro (Microform)
1.3.5.03.07 Rekaman Suara Sound Recerding
1.3.5.03.08 Berkas Komputer (Computer Files)
1.3.5.03.09 Alm Bergerak dan Rekaman Video
1.3.5.03.10 Tarscalt
1.3.5.04 Barang Bercorak Kebudayaan
1.3.5.04.01 Pahatan
1.3.5.04.02 Lukisan
1.3.5.04.03 Alat Kesenlan
1.3.5.04.04 Alat Olzh Raga
1.3,5.04,05 Tanda Penghargaan
1.3.5.04.06 Maket dan Foto Dokumen
1.3.5.04.07 Benda-benda Bersefarah
1.3.5.04.08 Barang Kerafinan
1.3.5.05 Alat Olah Raga Lainnya
1.3.5.05.01 Senam
1.3.5.05.02 Alat Oiah Raga Alr
1.3.5.05.03 Alat Olah Raga Udara
1.3.5.05.049 Alat Olah Raga Lainnys
1.3.5.06 Hewan
1.3.5.06.01 Binatang Temak
1.3.5.06.02 Binatang Unggas
1.3.5.06.03 Binatang Melata
1.3.5.06.04 Binatang Ikan
1.3.5.06.05 Hewan Kebun Binatang
1.3.5.06.06 Hewan Pengamanan
1.3.5.07 Tanaman
1.3.5.07.01 Tanaman Perkebunan
1.3.5.07.02 Tanaman Hoftikutura
1.3.5.07.03 Tanaman Kehutanan
1.3.5.07.04 Tanaman Hias
1.3.5.07.05 Tanaman Obat dan Kosmetika
1.3.5.08 Aset Tetap Renovasl
1.3.5.08.01 Aset Tetap Renovasi
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan D
1.3.6.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7 Akuntulasi Penyusutan D
1.3.7.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1.3.7.01.01 Akumutasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1.3.7.01.02 Akumulasi Penyusutzn Alat-Alat Besar Apung
1.3.7.01.03 Akumulast Penyusutan Alat-alat Bantu
1.3.7.01.04 Akumuiasl Penyusutan Alat Anglutan Darat Bermotor
1.3.7.01.05 Aaumutasi Penyusutan Alat Anglutan Darat Tok Bermotor
1.3.7.01.06 Akumnutasi Penyusutan Alat Anghut Apung Bermaotor
1.3.7.01.07 Akumulasi Penyusutan Alat Anglast Apung Tak Bermotor
1.3.7.01.08 Alaimutasi Penyusutan Alat Anglat Bermotor Udara
1.3.7.01.09 Alumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1.3.7.01.10 Akumulast Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1.3.7.01.11 Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1.3.7.01.12 Akumulas! Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1.3.7.01.13 Alumulasl Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

1.3.7.01. 14 Akumulasi Penyusutan Afat Kantor
1.3.7.01.15 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1.3.7.01.16 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1.3.7.01.17 Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursl Kerja/Rapat Pejabat
1.3.7.01.18 Akurrulasi Penyusutan Alat Studio
1.3.7.,01.19 Alumulasi Penyusutan Alat Komunikas
1.3.7.00. 20 Alunvsasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1.3.7.010. 2 Alumulasi Peniyusutan Alat Kedokteran
1.3.7.01. 22 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1.3.7.00.23 Akurmufasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1.3.7.01.29 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
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1.3.7.01.35 Alumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuldir
1.3.7.01.26 Aarmulasl Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuldir / Elektronika
1.3.7.01.27 Alumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Linglungan
1.3.7.01.28 Akumulasi Penyusutan Radiation Aptication and Non Destructive

Testing Labaratory (BATAM)
1.3.7.01.29 Alkumulas! Penyusutan Alat Laberatorium Unglungan Hidup
1.3.7.01.30 Alkumulasi Penyusutan Perzlatan Laboratorium Hidrodinamika
1.3.7.01.31 Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1.3.7.01.32 Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1.3.7.01.33 Akurmulasi Penyusutan Senjata Sinar
1.3.7.01.34 Akurmulasl Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.7.02.02 Alumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.7.02.03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1.3.7.02.04 Alurnulasl Penyusutan Bangunan Bersejarah
1.3.7.02.05 Alkumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1.3.7.02.06 Akurmulasi Penyusutan Candi
1.3.7.02.07 Alumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1.3.7.02.08 Akurmulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lain
1.3.7.02.09 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik KonbtrolfPasti
1.3.7.02.10 Akurulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1.3.7.02.11 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambuy Lalu Lintas Udara
1.3.7.03 Akurulasl Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1.3.7.03.01 Akumulasi Penyusutan Jalan
1,3.7.03.02 Akumulasl Penyusutan Jembatan
1.3.7.03.03 Akumulasi Penyusutan Bangunan Alr Irigasi
1.3.7.03.04 Alumulasl Penyusutan Bangunan Alr Pasang Sunut
1.3.7.03.05 Akumulasl Penyusutan Bangunan Air Rawa
1.3.7.03.06 Akumulas Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1.3.7.03.07 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Alr Tanah
1.3.7.03.08 Akumulasi Penyusutan Bangunen Air Bersih/Baku
1.3.7.03.09 Akumulasi Penyusutan Bangunen Air Kotor
1.3.7.03.10 Alumulasi Penyusutan Bangunan Alr
1.3.7.03.11 Akumulasl Penyusutan Instatasi Alr Minum/Air Bersih
1.3.7.03.12 Alkumulasi Penyusutan Instalasi Alr Kotor
1.3.7.03.13 Alumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1.3.7.03.14 Akurnulesi Penyusutan Instalas) Pengolzhan Bahan Bangunan
1.3.7.03.15 Alumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Uistrik
1.3.7.03.16 Alasmulasi Penyusutan Instatasi Gardu Listrik
1.3.7.03.17 Alumulas Penyusutan Instalasl Perstahanan
1.3.7.03.18 Alurnulasl Penyusutan {nstalasi Gas
1.3.7.03.19 Akumulas] Penyusutan Instalasi Pengaman
1.3.7.03.20 Akumulasi Penyusutan Jaringan Alr Minum
1.3.7.03.21 Alumulasi Penyusutan Jaringan Ustrik
1.3.7.03.22 Akumutasi Penyusutan Jaringan Telepon
1,3.7.03.23 Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1.3.7.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1.3.7.04.01 Akurmulast Pentyusutan Buka
1.3.7.04.02 Alumudasi Penyusutan Terbitan
1.3.7.04.03 Akumulasi Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
1.3.7.04.04 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
1.3.7.04.05 Akumulasl Penyusutan Alat Qlzh Raga Lainnya
1.3.7.04.06 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Renovasi
1.4 DANA CADANGAN
1.4.1 Dana Cadangan D
1.4.1.01 Dana Cadangan
1.4.1.01.01 Dana Cadangan
1.5 ASET LAINNYA
1.5.1 Taglhan Jangka Panjang 0
1.5.1.01 Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.1.01.01 Tagthan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Gelengan IIT




KODE REKENING URAIAN NORMAL
1.8.1.01.02 Taglhan Angsuran Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas
1.5.1.02 Tuntutan Ganti Kesugian Daerah
1.5.1.02.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhzdap Bendchara
1.5.1.02.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daersh Terhadap Pegawai Bukan

Bendshara
1.5.2 Kemitraan dengan Plhak Ketiga D
1.5.2.01 Sewa
1.5.2.01.01 Sewa
1.5.2.02 Kerjasama Pemanfaatan
1.5.2.02.01 Kerjasama Pemanfaatan
1.5.2.03 Bangun guna serah
1.5.2.03.01 Bangun guna serah
1.5.2.04 Bangun seroh quna
1.5.2.04.01 Bangun serah guna
1.5.3 Asct Tidak Berwujud D
1.5.3.01 Goodwill
1.5.3.01.01 Goodwill
1.5.3.01.02 [ 2 AP,
1.5.3.02 Lisenst dan frenchise
1.5.3.02.01 Usens} dan frenchise ,
1.5.3.02.02 [0~ SO
1.5.3.03 Hak Cipta
1.5.3.03.01 Hak Cipta ...
1.5.3.03,02 [, ; SRR
1.5.3.04 Paten
1.5.3.04,01 Paten ....
1.5.3.04.02 [0 SRR
1.5.3.05 Aset Tidat Berwujud Lainnya
1.5.3.05.01 Software
1.5.3.05.02 Kajlan
1.5.3.05.03 2. ———
1.5.3.06 Akumulasl Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.3.06.01 Akurmulasi Amortisasi Goodwill
1.5.3.06,02 Alumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1.5.3.06.03 Akumulasl Amortisasi Hak Cipta
1.5.3.06.04 Akumulasi Amortisasi Paten
1.5.3.06.05 Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
1.5.4 Aset Lain-tain ]
1.5.4.01 Aset Lain-lain
1.5.4.01.01 Aset Lain-ain
1.5.4.01.02 {2 S
2 KEWAJIBAN
201 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.1.1 Utang Perhitungan Plhak Ketiga (PFK) K
2.1.1.01 Utang Taspen
2.1.1.01.01 Utang Taspen
2.1.1.01.02 Dst....covverveinranee
2.1.1.02 Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2.1.1.02.01 Utang Iuran Jaminan Kesshatan
2.1.1.02.02 [0 1 AU -
2.1.1.03 Utang PPh Pusat
2.1.1.03.01 Utang PPh 21
2.1.1.03.02 Utang PPh 22
2.1.1.03.03 Utang PPh 23
2.1.1.03.04 Utang PPh 25
2.1.1.03.05 2> J
2.1.1.04 Utang PPN Pusat
2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat
2.1.1.04,02 - S
2,1.1.05 Utang Taperum
2,1,1,05.01 Utang Taperum
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2.1.1.05.02 Dst....cenniccneninee
2.1.1.06 Utang Iuran Wajib Pegawai
2.1.1.06.01 utang luran Wajib Pegawal
2.1.1.06.02 [ o S,
2.1.1.07 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2.1.1.07.01 Utzng Perhitungan Pihak Ketiga Lalnnya
2.1,1.07.02 [» >
2.1.1.08 Utang Jaminan
2.1.1.08.01 Utang Jamdnan
2.1.1.08.02 [ 3, SR
2.1.2 Utang Bunga K
2.1.2.01 Utang Bunga kepada Pemerintah
2.1.2.01.01 Utang Bunga kepada Pemerintah
2.1.2.01.02 [0 S—
2.1.2.02 Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2.1.2.02.01 Utsng Bunga kepeda Pemerinteh Daersh Lainnya
2.1.2.02.02 [ .= S
2.1.2.03 Utang Bunga Kepads BUMN/BUMD
2.1.2.03.01 Utarg Bunga Kepada BUMN
2.1.2.03.02 Utang Bunga Kepada BUMD
2.1.2.03.03 Dst..ecirecreane
2.1.2.04 Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.2.04.01 Utarg Bunga kepada Bank
2.1.2.04.02 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.2.04.03 .~ S
2.1.2.05 Utarg Bunga Obligasi
2.1.2.05.01 Utang Bunga Obligasi........
2.1.2.05.02 Dst....
2.1.2.06 Utang Bunga Dalam Negerl Lalnnya
2.1.,2.05.01 Utang Bunga Dalam Negerl Lainnya
2.1,2.06.02 2 S
2.1.2.07 Utang Bunga Luar Negeri
2.1.2.07.01 Utang Bunga Luar Negerl
2.1.2.07.02 [ S
2.1.3 Baglan Lancar Utang Jangka Panjang K
2.1.3.01 Baglan Lancar Utang Dalam Negest Sektor Pesbankan
2.1.3.01.01 Bagian Lancar Utang Dalam Negerl Sektor Perbankan
2.1.3.01.02 [ = S,
2.1.3.02 Baglan Lancar Utang darl Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.3.02.01 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.3.02.02 [ - S
2.1.3.03 Baglan Lancer Utang Pemerintah Pusat
2.1.3.03.01 Baglan Lancar Utang Pemerintah Pusat
2.1.3.03.02 2 SO
2.1.3.04 Baglan Lancar Utzng Pemerintah Provinsi Lainnya
2.1.,3.04.01 Bagizn Lancar Utang Pemerintah Provins! Lainnya
2.1.3.04.02 Dst........
2.1,3.05 Bagian Larcar Utang Pemerintah KabupatenfKota
2.1.3.05.01 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2.1.3.05.02 [ 1. HUUPURIRI
2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka K
2.1.4.01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak 11T
2.1.4.01.01 Setoran Kelebihan Permbayaran Dart Pihak ITT
2.1.4.01.02 Dst..oinirrninsens
2.1.4.02 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Darl Pihak 111
2.1.4.02.01 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Darl Pthak 111
2.1.4.02.02 [ 2. TR
2.1,4.03 Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2.1.4.03.01 Uang Muka Lelang Penjualen Aset Daergh
2.1.4.03.02 [
2.1,4.04 Pendapatan Diterima D!muka lainnya
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2.1.4,04.01 Pendapatan Diterima Dinuka lainnya

2.1.4.04.02 [ 5.~ JURO—

2.1.5 Utang Beban K

2.1.5.01 Utang Beban Pegawai

2.1.5.01.01 Utang Beban Pegawal

2.1.5.02 Uteng Beban Barang dan Jesa

2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa

2.1.5.03 Ut2ng Beban Bunga

2.1.5.03.01 Utang Beban Bunga

2.1.5.04 Utzng Beban Subsidt

2.1.5.04,01 Utang Beban Subaldi

2.1.5.05 Utang Beban Hibah

2.1.5.05.01 Utang Beban Hibah

2.1.5.06 Utang Beban Bantuan Sosial

2.1.5.06.01 Utang Beban Bantuan Sosial

2.1.5.07 Utang Beban Transfer

2.1.5.07.01 Utang Beban Transfer

2.1.5.08 Utang Beban Latn-lain

2.1.5.08.01 Utang Beban Lain-lain

2.1.6 Utang Jangko Pendek Lalnnya K

2.1.6.01 Utang Kelebihan Pembayaran PAD

2.1.6.01.01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajek

2.1.6.01.02 Utang Kelebthan Pembayaren Retribush

2.1.6.01.03 Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolean Kekayaan Daergh
yang Oipisahkan

2.1.6.01.04 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah

2.1.6.02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

2.1.6.02.01 Wtang Kelebthan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan

2.1.6,02,02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

2.1.6.02.03 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerzh Lainnya

2.1.6.02.04 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dar
Provinsi dan Pemerintah Daerzh Lainnya

2.1.6.03 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah

2.1.6.03.01 Utang Keleblhan Pembayaran Hibah

2.1.6,03.02 Utang Kelebthan Pembayeran Pendapatan Lainnya

2.1.6.04 Utang Jangka Pendek Lalnnya

2.1.6.04.01 Utang Jangka Pendek Lainnya

2.1.6.04.02 1. S,

2.1.6.05 Utang Pengadaan Aset Tetap

2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset Tetap

2.1.6.06 Utang Pemblayaan

2.1.6.06.01 Utang Pembloyaan

2.1 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan (4

2.1.7.01 R/X PPKD

2.1.7.01.01 R/K PPKD

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

2.2.1 Utang Datsm Negerd K

2.2.1.01 Utarg Dalam Negeri Sektor Pecbankan

2.2.1.01.01 Utang Dalam Negerl Sektor Perbankan

2.2.1.02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.2,1.02.01 Utang Darl Lembaga Keuangan Bukan Bank

2.2.1.03 Utang Dalam Negeri-Obligas]

2.2.1.03.01 Utang Oalam Negeri-Obtigasl

2.2.1.04 Utang Pemertntah Pusat

2.2.1.04.01 Utang Pemerintah Pusat

2.2.1.05 Utang Pemerintah Daersh Lainnya

2.2.1.05.01 Utang Pemerintah Daersh Lainnya

2.2.1.06 Utang Oalam Negeri Lainnys
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2.2.1.06.01 Utang Dalam Negeri Lainnya

2.2.2 Utang Jangka Panjang Latnnys K
2.2,2.01 Utang Jangka Panjang Lainnya

2.2.2.01.01 Utang Jangka Panjeng Lainnya

3 EKUITAS

3.1 EKUITAS

3.1.1 Ekultas K
3.1.1.01 Ekuitas

3.1.1.01.01 Ekutas

3.1.1.02 Kareks| Ekuitas

3.1.1.,02,01 Koreksi Nlia! Persediaan

3.1.1.02.02 Selisih Revaluasi Aset Tetap

3.1.1.02.03 Lain-lain

3.1.2 Surplus/Defisit LO K
3.1.2.01 Surplus{Defisit LO

3.1.2.01.01 Surplus/Defisit LO

L] PENDAPATAN - LRA

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA K
4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA

4.1.1.01.01 PKB - Mobi) Penumpang - Sedan - LRA

4.1.1,01.02 PXB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA

4.1.1.01.03 PXB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA

4.1.1.01.04 PXB - Mobil Bus - Microbus - LRA

4.1.1.01.05 PKB - Mobl Bus - Bus - LRA

4.1.1.01.06 PKB - Mcbil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4.1.1.01.07 PXB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1.1.01.08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1.01.09 PKEB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.1.01.10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Moter Roda 3 - LRA
4.1,1.01.11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan dl Alr - LRA
4.1,1.02 Bea Ballk Nama Kendzraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4.1.1.02.01 BENKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4.1.1.02.02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA

4.1.1.02.03 BENKB -Mob!l Penumpang - Minibus - LRA
4.1.1.02.04 BBNKB -Mobil Bus « Microbus « LRA

4.1.1.02,05 BBNKB -Mabll Bus - Bus - LRA

4.1.1.02.06 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4.1.1.02.07 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1.1.02.08 BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1.02.09 EBNXB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.1.02.10 BBNKB -Sepeda Mator - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1,1.02.11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dicperastkan di Air - LRA
4.1.1.03 Pajok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4.1.1.03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA

4.1.1.03.02 Pajak Bahan Baker Pertamax - LRA

4.1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA

4.1.1.03.04 Pajak Bahan Bakar Sciar - LRA

4.1.1.03.05 Pajak Bahan Bakar Gas - LRA

4.1.1.03.06 Dst .....

4.1.1.04 Pajak Air Permukaan - LRA

4.1.1.04.01 Pajak Alr Permukaan - LRA

4.1.1.05 Pajak Rokok - LRA

4.1.1.05.01 Pajak Rekok - LRA

4.1.1.06 Pajak Hotel - LRA

4.1.1.06.01 Hatel - LRA

4.1.1.06.02 Motel - LRA

4.1.1.06.03 Losmen - LRA

4.1.1.06.04 Gubuk Pariwisata - LRA

4.1.1.06.05 Wisma Pariwisata - LRA

4.1.1.06.06 Pesanggrahan - LRA

4.1.1.06.07 Rumazh Penginapan dan Sejenisnya - LRA
4.1.1.06.08 Rumnah Kos dengan Jumizh Kamar Lebth darl 10 (Sepuluh) - LRA
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4.1.1.07 Pajak Restoran - LRA

4.1.1.07.01 Restoran - LRA

4,1.1.07.02 Rumzh Malkan - LRA

4,1.1.07.03 Kafetaria - LRA

4,1.1.07.04 Kantin - LRA

4.,1.1.07.05 Warung - LRA

4.1,1.07.06 Bar - LRA

4.1.1.07.07 Jasa Bogaf Katering - LRA

4.1.1.08 Pajak Hiburan - LRA

4,1.1.08.01 Tontonan Rim/Bloskop - LRA

4,1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/MusikfTarifBusana - LRA

4.1.1.08.03 Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sefenisnya - LRA

4.1.1.08.04 Pameran - LRA

4.1.1.08.05 Diskotik, Karacke, Kiab Malam dan Sejenisnya - LRA

4.1.1.08.06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA

4.1.1.08.07 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA

4.1.1.08.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permalnan Ketangkasan - LRA

4.1,1.08.09 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes
Center) - LRA

4.1.1.08.10 Pertandingan Olahraga - LRA

4.1.1.09 Pajak Rekdame - LRA

4.1.1.09.01 Reldame Papan/Billboard/Videctren/Megatron - LRA

4.1.1.09.02 Reldame Kain - LRA

4.1,1.09.03 Reldame Melekat/Stker - LRA

4,1.1.09.04 Reldame Selebaran - LRA

4.1,1.09.05 Reldame Berfalan - LRA

4.1.1.09.06 Reklame Udara « LRA

4.1.1.09.07 Reidame Apung - LRA

4.1.1.09.08 Reldame Suara - LRA

4.1.1.09.09 Reldame FilmySlide - LRA

4.1.1.09.10 Reklame Peragaan - LRA

4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA

4.1.1.10,01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendirl - LRA

4.1.1.10.02 Pajzk Penerangan 3alan Sumber Lain - LRA

4.1.1.11 Pajak Parkir - LRA

4.1.1.11.01 Pajak Paridr - LRA

4.1.1.12 Pajak Alr Tanah - LRA

4.1.1.12.01 Pajak Alr Tanah - LRA

4.1.1.13 Pajak Sarang Busung Walet - LRA

4.1.1.13.01 Pajak Sareng Burung Walet - LRA

4,1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

4.1.1.14.01 Asbes - LRA

4.1.1.14.02 Batu Tulis - LRA

4.1.1.14.03 Batu Setengah Permata - LRA

4.1.1.14.04 Batus Kapur - LRA

4.1.1.14.05 Batu Apung - LRA

4.1.1.14.06 Bstu Permata - LRA

4.1.1.14,07 Bentonit - LRA

4.1.1.14.08 Dolomit - LRA

4.1.1.14.09 Feldspar - LRA

4.1.1.14.10 Garam Batu (Halite) - LRA

4.1.1.14.11 Grafit - LRA

4.1.1.14.12 Granit/Andesit - LRA

4,1.1.14.13 Gips - LRA

4.1.1.14.14 Kalsit - LRA

4.1.1.14.15 Kaolin - LRA

4.1,1.14.16 Leusit - LRA

4.1.1.14.17 Magnesit - LRA

4.1.1.14.18 Mia - LRA

4.1.1.14.19 Marmer - LRA

4.1.1.14.20 Nitrat - LRA

9.1.1.14.21 Opslidien - LRA

4.1.1.14.22 Oker - LRA

4.1.1.14.23 Pasir dan kerikil - LRA

4.1.1.14.24 Pasir Kuarsa - LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.1.24.25 Perfit - LRA
4.1.1.14.26 Phospat - LRA
4.1.1.14.27 Talk - LRA
4.1.1.14.28 Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4.1.1.14.9 Tansh Diatome - LRA
4.1.1.14.30 Tansh Uat - LRA
4.1.1.14.31 Tawas (Alum) - LRA
4.,1.1.14.32 Tras - LRA
4.1.1.14.33 Yarosif - LRA
4,1.1.14.34 Zeolit - LRA
4.1.1.14.35 Basal - LRA
4,1.1.14.36 Trakit - LRA
4.1.1.14.37 Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA
4.1.1.15 Pajak Bumni dan Bangunan Pedesaan dan Perkotnan - LRA
4.1.1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4.1.1.16 Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4.1.1.16.01 BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4.1.1.16.02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA K
4.1.2.01 Retribusl Pelayanan Kesehatan - LRA
4.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4.1.2.01.02 Puskesmas kelifing - LRA
4.1.2.01.03 Puskesmas pembantu - LRA
4.1.2.01.04 Balal Pengobatan - LRA
4,1.2.01.05 Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4.1.2.01.06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lalnnya yang Sejenis yang Dimiliki
danfatau Dikelola oleh Pernda - LRA
4.1.2.02 Retribusl Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4.1.2.02.01 Penigambilan/Pengumputan Sampah darl Sumbernya ke Lokasi
Pembuanrgan Sementara - LRA
4.1,2.02.02 Pengangiatan Sampah darsi Sumbemya danfatau Lokasi
Pembuangan Sernentara ke Lokasi Perbuangan/Pembuangan
Akhir Sampah - LRA
4.1,2.02.03 Penryediazn Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4.1.2.03 Retribusi Penggantian Bisya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil - LRA
4.1,2.03.01 Kartu Tanda Penduduk - LRA
4,1.2.03.02 Kastu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4.1.2.03.03 Kartu Identitas Kerja - LRA
4.1.2.03.04 Kartu Penduduk Sementara - LRA
4.1.2.03.05 Kartu Identites Penduduk Musiman - LRA
4.1.2.03.06 Kartu Keluarga - LRA
4.1.2.03.07 Alta Catatan Sipil - LRA
4.1.2.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4.1.2.04.01 Pelayanan Penguburan/Pernakaman - LRA
4.1.2.04,.02 Sewn Tempat Pemakaman atau PernbakaranfPengabuan Mayat -
LRA
4.1.2.05 Retribusl Pelayanan Paridr di Tepi Jalan Umum - LRA
4,1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Paridr di Tepl Jalan Umum - LRA
4.1.2.06 Retribusl Pelayanan Pasar - LRA
4.1.2.06.01 Retribusi Pelayanan Paser - Pefataran - LRA
4.1.2.06.02 Retribusi Pelsyanan Pasar - Los - LRA
4.1.2.06.03 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
4.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4.1.2.07.01 Retribusi PKB - Mobid Penumpang - Sedan - LRA
4.1.2.07.02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jesp - LRA
4.1.2.07.03 Retyibusi PXB - Mobl Penumpang - Minibus - LRA
4.1.2.07.04 Retribus] PKB - Mobi Bus - Microbus - LRA
4.1,2.07.05 Retribusl PKB - Mobil Bus - Bus - tRA
4.1.2.07.06 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4.1.2.07.07 Retribusi PK8 - Mobll Barangf Beban - Light Truck « LRA
4.1.2.07.08 Retribus) PKB - Mobl) Barang/ Beban - Truck « LRA
4.1.2.07.09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.2.07.10 Retribusi PXB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1,2.07.11 Retribusli PKB - Kendaraan Bermaotor yang Dicperasikan di Alr -

LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.2.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4.1.2.08.01 Pelayanan Pemeriksaan danfatau Pengufian Alat Pemadam
Kebakaran - LRA

4.1.2.08.02 Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA

4.1.2.08.03 Alst Penyelematan Jwa - LRA

4.1.2.09 Retribusi Penggantian Biaya Cetok Peta - LRA

4.1.2.09.01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

4.1.2.09.02 Penyediaan Peta Foto - LRA

4.1.2.09.03 Penyediaan Peta Digital - LRA

4.1.2.09.04 Penyediaan Peta Tematik - LRA

4.1.2.09.05 Penyedisan Peta Tedmnis (Struktur) - LRA

4.1.2.10 Retribusi Penyediaan denfatau Penyedotan Kakus - LRA

4.1.2.10.01 Penyediaan danfatau Penyedotan Kakus - LRA

4.1.2.11 Retribusi Pengelahan Limbah Cair - LRA

4.1,2,11.01 Rumzh Tangga - LRA

4,1.2.11.02 Perkantoran - LRA

4.1.2.11.03 Industri - LRA

4.1.2.12 Retribusi Pelayanan Tera/Tern Ulang - LRA

4.1.2.12.01 P;;g\dldﬂ Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pertenglapannya -

4.1.2.12.02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA

4.1.2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

4.1.2.13.01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA

4.1.2.13.02 Pelatthan Teknis - LRA

4.1.2.4 Retribus! Pengendatian Menara Telekomunikas! - LRA

4.1.2.14.01 Pemanfoatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA

4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

4.1.2.15.01 Penyewaan Tanzh dan Bangunan - LRA

4.1.2.15,02 Laboratorium - LRA

4.1.2.15.03 Ruangan -LRA

4.1.2,15.04 Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.2.16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atay Pertokoan - LRA

4.1.2.16.01 Penyediaan Fasllitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA

4.1.2.16.02 Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA

4.1.2.16.03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang DisediakanfDiselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah - LRA

4.1.2.17 Retribusi Tempat Pelelangan - LRA

4.1.2.17.01 Pelelangan Tkan - LRA

4.1.2.17.02 pelelangan Ternak - LRA

4.1.2.17.03 Pelelangan Hasil Bumi - LRA

4.1.2.17. 04 Pelelangan Hasll Hutan - LRA

4.1.2.17.05 Jasa Pelelangan serta Fasllitas Leinnya yang Disediakan di Tempat
Pelelangan - LRA

4.1.2,.18 Retribusi Tesminal - LRA

4.1.2.18.01 Pelayanan Penyedisan Tempat Parkdr untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum - LRA

4.1.2.18.02 Tempat Keglatan Usaha - LRA

4.1.2.18.03 Fasilitas Lainnya di Ungkungan Terminal - LRA

4.1.2.19 Retribusl Tempat Khusus Parkir - LRA

4.1.2.19.02 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA

4.1.2.2 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

4.1.2.2.01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA

4.1.2.2 Retribusi Rumah Poteng Hewan - LRA

4.1.2.21.01 mymwmnxwamnmwmoim-

4.1.2.21.02 mnmmnmmnmmmwim-

4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA

4.1.2.22.01 Pelsyanan Jasa ke Pelabuhan - LRA

4.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah roga- LRA

4.1.2.23.01 Pelayanzn Tempat Rekreasi - LRA

4.1.2.23.02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA

4.1.2.23.03 Pelayanan Tempat Olahraga - (RA

4.1.2.24 Retribusi Penyebrangan Alr - LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.2.24.01 Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA
4.1.2.24.02 Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA
4.1.2.25 Retribusi Penjualan Produks! Usaha Daerch - LRA
4.1.2.25.01 Penjuatan Hasil Produksi Usaha - LRA
4.1.2.26 Retribus! Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4.1.2.26.01 Pemberian 1zin Untuk Mendirilkan Suatu Bangunan - LRA
4.1.2.27 Retribust [zin Tempat Penjuslan Minuman Bersikohol - LRA
4.1.2.27.01 Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minumen Beralkoho! -
LRA
4.1.2.28 Retribust 1zin Gangguan - LRA
4.1.2.28.01 Pemberian Izin Gangguan ternpat Usaha/Kegiatan kepada Orang
Pribadi - LRA
4.1.2.28.02 mmmmeammwmamegmmmm-
4.1.2.8 Retribust 1zin Trayek - LRA
4.1.2.29.01 Pemberian 12in Trayek kepada Grang Pribadl - LRA
4.1.2.29.02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4.1.2.30 Retribusi Izin Perikanan - LRA
4.1.2.30.01 Pemberian I2in usaha Perikanan kepada Orang Pribad! - LRA
4.1.2,30.02 Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4.1.2.31 Retribusi Pengendatian Lalu Lintas - LRA
4.1.2.31.01 Penggunaan Ruas Jalan Tertertu - LRA
4.1.2.31.02 Penggunaan Koridor Tertentu -LRA
4.1.2.31.03 Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh
Kendaraan Bermator Py ngan dan Barang - LRA
4.1.2.32 Retribusi Perpanjzngan 1zin Mempekerizkan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) - LRA
4.1.2.32.01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing - LRA
4,1.3 Pendapatan Hasll Pengelolaan Kekaysan Daerah yang K
Dipisabkan - LRA
4.1.3.01 Baglan Laba atas Penyertzan Modal pada Perusahaan Milik
Doerah/BUMD - LRA
4.1.3.01.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
DaerahyBUMD - LRA
4.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ... .. -LRA
4.1.3.01.03 [» - SR,
4.1.3.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Negara/BUMN - LRA
4.1.3.02.01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN .............. - LRA
4.1.3.02.02 [+, ST
4,1.,3.03 E:ilan Laba atas Penyertazn Modal pada Perusahagn Milik Swasta -
4.1,3.03.01 gglan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan -
4.1.3.03.02 [ .- S
4.1.4 Lain-laln PAD Yang Sah - LRA K
4.1.4.01 Masil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4.1.4.01.01 Hasll Penjuatan Tanah - LRA
4.1.4.01.02 Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA
4.1.4.01.03 Hasll Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4,1.4.01.04 Hasli Penjualan Jalan, Irigasl dan Jaringan - LRA
4,1.4.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4.1.4.02 Hasil Penfualan Aset Lainnya - LRA
4.1.4.02.01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LRA
4.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4.1.4.03.02 Jasa Giro Bendahara - LRA
4.1.4.03.03 Jass Glro Dana Cadangan - LRA
4.1.4.03.04 Dst..........
4.1.4.04 Pendapatan Bunga - LRA
4.1.4.04.01 Pendapatan Bunga Deposito ...... - LRA
4.1.4.04.02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir ............. - LRA
4.1.4.04.03 2. TN
4.1.4.05 Tuntutan Gantl Kerugian Daerah - LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.4.05.01 Tunbutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendzharawan - LRA
4.1.4.05.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendsharawan - LRA

4.1.4,06 Komis!, Potongan dan Selisth Nilai Tukar Rupizh - LRA

4.1.4.08.01 Penesimaan Komisi dari Penempatan Kas Daeroh - LRA

4.1.4.06,02 Penerimaan Potongan da ......... sene = LRA

4.1.4.06.03 Penerimaan Keuntungan Selisth Nilal Tukar Ruplah dard .. =
LRA

4.1.4.06.04 2~ Q-

4.1.4.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjean - LRA

4.1.4.07.01 Pendapatan Denda atos Keterlambatan Pelaksznaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan - LRA

4.1.4.07.02 Pendapatan Denda atns Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesehatan - LRA

4.1.4.07.03 Pendapatan Denda atas Xeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LRA

4,1.4.07.04 Pendapatan Denda atas Xeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perumahan Rakyst - LRA

4.1.4.07.05 Pendapatan Dends atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjoan
Bidang Penataan Ruang - LRA

4.1.4.07.06 Pendapatan Dends atas Keterfambatzn Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA

4.1.4.07.07 Pendapatzn Dends atas Keterfambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perhubungan - LRA

4.1.4.07.08 Pendapatzn Denda atas Keterfambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Lingkungan Hidup - LRA

4.1.4.07.09 Pendspatan Denda atas Keterflambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bldang Pertangzhan - LRA

4,1.4.07.10 Pendapeatan Denda atas Keterlambatan Peleksanaan Pekerjaan
Bidang Kependudukan dan Catatan Sip} - LRA

4.1.4.07.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pesfindungan Anak - LRA

4.1.4.07.12 Pendapatan Denda atas Keterfambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Keluarga Berencans don Keluargo Sejahtera - LRA

4.1.4.07.13 Dst...

4.1.4.08 Pendapatzn Denda Pajak - LRA

4.1.4.08.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.4.08.02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.4.08.03 Pendapatan Denda Pajak Bzhan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Alr Permukaan - LRA

4.1.4.08.05 Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA

4.1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA

4.1.4.08.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA

4.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA

4.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA

4.1.4.08,10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA

4.1.4.08.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA

4.1.4.08.12 Pendapatan Denda Pajak Alr Tanah - LRA

4.1.4.08.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - {RA

4.1.4.08.14 Pendapatan Denda Pajok Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

4.1.4.08.15 Pendapatan Denda Pajek Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan - LRA

4.1.4.08.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tansh dan Bangunan -
LRA

4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribus! - LRA

4.1.4.09.01 Pendapatan Denda Retribus! Pelayanan Kesehatan - LRA

4.1.4.09.02 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 4
LRA

4.1.4.09.03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetok Karty Tando
Penduduk dan Akta Catatan Sipi) - LRA

4.1.4.09.04 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat - LRA

4.1.4.09.05 Pendapatan Denda Retribus Pelayanan Parkir di Tegi Jalan Umum
LRA

4.1.4.09.06 Pendapatan Denda Retribusl Pelayanan Pasar - LRA

4.1.4.09.07 Pendapatan Denda Retribust Pengujian Kendaraan Bermoter - LRA

4.1.4.09.08 Pendapatan Denda Retribusl Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran - LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.4.09.09 Pendapatan Denda Retribusl Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4.1.4.09.10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus - LRA

4.1.4.09.11 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA

4.1.4.09.12 Pendapaten Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tern Ulang - LRA

4.1.49.09.13 Pendapaten Denda Retribusi Pelayznan Pendidikan - LRA

4.1.4.09.14 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekemunikasi
-LRA

4.1.4.09.15 Pendapatan Denda Retribusl Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

4.1.4.09.16 Pendapatan Denda Retribus! Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan -
LRA

4.1.4.09.17 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA

4.1.4.09.18 Pendapatan Denda Retribusi Terminat - LRA

4.1.4.09.19 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA

4.1.4.09.20 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa - LRA

4.1.4.09.21 Pendapatan Denda Retribusl Rumah Petong Hewan - LRA

4.1.4.09.22 Pendapatan Denda Retribusi Pelsyanan Kepelebuhan - LRA

4.1.4.09.23 Pendapatan Denda Retribusl Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

4.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - ERA

4.1.4.09.25 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -
LRA

4.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retribusi [2in Mendirikan Bangunan - LRA

4.1.4.09.27 Pendapatan Denda Retribusi 12in Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol - LRA

4.1.4.09.28 Pendapatan Denda Retribus! Jzin Gangguan - LRA

4.1.4.09.29 Pendapatan Denda Retribusi [zin Trayek - LRA

4.1.4.09.30 Pendapatan Denda Retribust 1zin Perikanan - (RA

4.1.4.09.31 Pendapaten Denda Retribusi Pengendatian Lalu Lintas - LRA

4.1.4.09.32 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

4.1.4.10 Pendapatan Denda Pemanfastan Aset Daerah - LRA

4.1.4.10.01 Pendapatan Denda Sewn Aset Daerah - LRA

4.1.4.10.02 Pendzpatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA

4.1.4.10.03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA

4.1.4.10.04 Pendapatan Denda Bangun Sersh Guna - LRA

4.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

4.1.4.11.01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA

4.1.4.11.02 Dst ........

4.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekus! atas Jaminan - LRA

4.1.4.12.01 Hasl! Eselusi Atas Jaminan atas Pengadaen Barang/3asa - LRA

4.1.4.12.02 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reldame - LRA

4.1.4.12.03 Hasil Eksekusi Atas Jaminan stas KTP Musiman - LRA

4.1.4.12.04 Ost ...ccncenas

4.1.4.13 Pendapatan dani Pengembatian

4.1.4.13.01 Pendzpatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA

4.1.4.13,02 Pendapatan Dari Pengemballan Kelebihan Pembayaran Asurans
Kesehatan - LRA

4.1.4.13.03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan - LRA

4.1.4.13.04 Pendapatan Darl Pengembatian Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas - LRA

4.1.4.13.08 [, O

4.1.4.14 Fasilitas Scsial dan Fasilitas Umum - LRA

4.1.4.14.01 Fasilitas Soslal - LRA

4.1.4.14.02 Fasilitas Umum - LRA

4.1.4.14.03 (> J—

4.1.4.15 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA

4.1.4.15.01 Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA

4.1.4.15.02 Pendapatan Penyelenggaraan Dikdat - LRA

4.1.4.15.03 [+ S

4.1.4.16 Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA

4.1.4.16.01 Uang Pendaftaran/Ufian Masuk - LRA

4.1.4.16.02 Uang Sekalzh/Pendidian dan Pelatihan - LRA

4.1.4.16.03 Uang Ujian Kenakan Tingkat/Xelas - LRA

4.1.4.16.04 Dst.......




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.1.4.17 Pendapatan dari Angsuran/Clcilan Penjualan - LRA
4.1.4.17.01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan I1I -
LRA

4.1.4.17.02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Percrangan Dinas - LRA

4.1.4.18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerzh - LRA

4.1.4.18.01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA

4.1.4.18.02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-
LRA

4.1.4.18.03 Hasil dari Pemanfaatan Kelayaan Deerah Bangun Guna Sersh -
LRA

4.1.4.18.04 Hasil dari Pemanfaatan Kekayazn Daerah Bangun Serah Guna -
LRA

4.1.4.15 Pendopaton Zakat - LRA

4.1.4.19.01 Pendapatan Zakat - LRA

4.1.4.19.02 Dst .ciecrine

4.1.4.20 Pendapatan BLUD - LRA

4.1.4.20.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum 8LUD - LRA

4.1.4.20.02 Pendapatan Hibeh BLUD - LRA

4.1.4,20.03 Pendapatan Hasil Kerjaszma BLUD - LRA

4,1.4.20.04 Pendapatan Lain-lain BUUD - LRA

4.1.4.21 Hasil darl pengelolaan dana bergulir

4.1.4,21,01 Hasi) darl pengelclaan dana bergulir dari Ketompok
Masyarakat............. - LRA

4.1.4.21,02 D8t ccvrrcnrvane

4.1.4.2 Lain-lain PAD yang Sah Loinnya - LRA

4.1.4,.22.01 Lain-atn PAD yang Sah Lainnya - LRA

4,2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA K

4.2.1.01 Bagl Hasil Pajak - LRA

4.2.1,01.01 Bagi Hasil darl Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan -
LRA

4,2.1.01.02 Bagi Hasil dari Pajak Burn! dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA

4.2.1.01.03 Bagi Hasil darl Pajak Burni dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA

4.2.1.01.08 Bagt Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam]
Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA

4.2.1.01.05 B2gi Hasif Cukai Hasil Tembakau - LRA

4.2.1.01.06 [ 2.~ AU

4.2.1.02 Bagi Hasll Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

4.2.1.02.01 Bagl Hasil dari Turan Hak Pengusahaan Hutan - LRA

4.2,1.02.02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA

4.2.1.02.03 Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA

4.2.1.02.04 Bsgi Hasil dani Turan Tetap (Land-Rent) - LRA

4.2.1.02.05 Bag! Hasil darl Turan Eksplorasi dan Iuran Eksplcitasi (Royalti) -
LRA

4.2.1,02.08 Bagl Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perlkanan - LRA

4.2.1.02,07 Bagl Hasil darl Pungutan Hasil Perikanan - LRA

4.2,1.02.08 Bagl Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

4.2.1.02.09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA

4.2.1.02.10 Bagi Hasil darl Pertambangan Panas Bumi - LRA

4.,2.1.02.11 [0 SR .

4.2.1.03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

4.2.1,03.01 Dana Alokas! Umum - LRA

4.2.1.04 Dana Alokas! Khusus (DAK) - LRA

4.2.1.04.01 DAK Bidang Infrastruktur Jalen - LRA

4.2.1.04.02 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA

4.2.1.04.03 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA

4.2.1.04.04 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA

4.2.1.04.05 DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA

4.2.1.04.06 DAK Bidang Kehutanan - LRA

4.2.1.04.07 DAK Bidang Perumahen dan Kawasan Pemukiman - LRA

4.2,1.04.08 DAX Bidang Kesehatan - LRA

4.2.1.04.09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA

4.2.1.04.10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA

4.2.1.04.11 DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA

4.2.1.04.12 DAK Bidang Perdagangan - LRA

4.2.1.04.13 DAK Bidang Ungkungan Hidup - LRA




KODE REKENING URAIAN NORMAL
4.2.1.04.14 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4.2.1.04.15 DAK Bidang Pestanian - LRA
4.2.1.04.16 DAX Bidang Energi Pedesaan - LRA
4.2.1.04.17 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4.2.1.04.18 DAK Bidang Pendidikan - LRA
4.2.1.04.19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4.2.2 Pendapatan Transfcr Pemerintah Pusat - Lalnnya - LRA K
4.2.2.01 Dana Otonomi Khusus - LRA
4.2.2.01.01 Oana Otonomd Khusus - LRA
4.2.2.01.02 Dana Tambahan Infrastruktur - LRA
4.2.2,02 Dana Keisternewaan - LRA
4.2.2.02.01 Dana Keistemewasan - LRA
4.2.2.03 Dana Penyesualan - LRA
4.2.2.03.01 Tunjangan Profest Guru PNSD - LRA
4.2.2.03.02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4.2.2.03.03 Dana Insentif Daerah - LRA
4.2.2.03.04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisas Provinsl - LRA
4.2.2.03.05 Bantuan Operasional Sekolah - LRA
4.2.2.03.06 Ost..coennne
4.2.3 Pendopatan Transfer Pemesintah Daerah Lainnya - LRA K
4.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4.2.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasl) Pajak - LRA
4.2.3.01.02 1~ SRR
4.2.3.02 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4.2.3.02.01 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4.2.3.02.02 5.2 SR
4.2.3.03 Pendapatan Dana Otonom Khusus - LRA
4.2.3.03.01 Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA K
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsl Lainnya - LRA
4.2.4.01.01 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerzh Provinsi ...... - LRA
4.2.4.01.02 [ 2.2 S
4.2.4.02 Bantuan Keuangan darl Pemerintoh Dzerah Kabupaten - LRA
4.2.4.02.01 Bamankmnw;AMPunutmh Oaerah Kabupaten
4.2.4.02.02 [ >~ JRUU—
4.2.4.03 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Kota - LRA
4.2.4.03.01 BamanKamnganngu‘lmh Daerah Kota
4.2.4.03.02 [, SN
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA K
4.3.1.01 Pendapatan Hibeh darl Pemerintah - LRA
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah darl Pemerintah
4.3.1.01.02 [ USRI
4.3.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.3.1.02,01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.3.1.02.02 [, % R
4.3.1.03 Pendapatan Hibah darl Bedan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

Negeri - LRA
4.3.1.03.01 Pendapatan Hibah dari Bsdan/Lembaga/Organisasl Swasta dalam
Negeri - LRA
4.3.1.03.02 [~ SR
4.3.1.04 Pendapatan Hibah darl kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4.3.1.04.01 Pendapatan Hibzh dari kelcmpok masyarakat - LRA
4.3.1.04.02 Pendapatan Hibah darl percrangan - LRA
4.3.2 Dana Darurat - LRA K
4.3.2.01 Dana Darurat - LRA
4.3.2.01.01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4.3.2.01.02 |2 J—
4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA K
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4.3.3.01 Pendapatzn Lainnya - LRA
4.3.3.01.01 Pendapatan Sumbangen Pihak Ketiga - LRA
9.3.3.01.02 [+, - S
S BELANJA
5.1 BELANIA OPERASI
5.1.1 Belanja Pegawal D
5.1.1.01 Belanja Gafl dan Tunjangan
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluargo
5.1,1.01.03 Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Urmum
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras
5§.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjengan Khusus
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji
§.1.1.01.09 luran Jaminan Kesehatan
5.1,1.01.10 Uang Paket
§.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarsh
5.1.1.01.12 Tunjangan Kemisi
5.1,1.01.13 Tunfangan Badan Anggaran
5.1.1.01.14 Tunjsngan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15 Tunjangan Alst Kelengkapan Lainmya
§.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17 Uzng Duko Wafat/Tewas
$.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdlan
$.1.1.01.19 Belanja Penunfeng Operasional Pimpinan DPRD
$.1.1.01.2 Tunjangan Kesehatan DPRD
$.1.1.01.21 Dst........ .
§$.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1,1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkzn Kondlsl Kerja
5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasiizn Berdasarkan Prestasl Kerja
5$.1.1,03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.03.01 Tunjangan Kemunikasi Intens!f Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02 Belanja Penunjeng Operasional KDH/WKGH
5.1.1.04 Blaya Pemungutan Pajok Bumi dan Bangunan
§.1.1.04.01 Blaya Pemungutan Pajsk Bumd dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.02 Blaya Pemungutan Pajak Burd den Bangunan Perkebunan
5.1.1.04.03 Blaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5.1.1.04,04 Blaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan
5.1.,1.04.05 Blaya Pemungutan PEB
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daeroh
5.1.1.,05.01 l!;l;ﬂﬂf Pemungiitan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor -
§.1.1.05.02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor - LRA
5,1.1.05.03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar
Kendzrazn Bermetor - LRA
§5.1.1.05.04 Insentif Pemungutan Pajak Daereh - Pajak Afr Permuknan - LRA
§.1.1.05.05 Insentif Pemungutan Pajak Oaerah - Pajak Rokok - LRA
§.1.1.,05.06 Insentif Pemunguton Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5.1.1.05,07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5.1.1.05.08 Insentif Pemungutan Pajak Daereh - Pajak Hiburan - LRA
5.1.1.05.09 Insentif Pernungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5§.1,1.05.10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan -
LRA
$.1.1.,05.11 Insentif Pemungutan Pajak Daersh - Pajak Parkir - LRA
5.1.1.05.12 Insentlf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Alr Tangh - LRA
§.1.1.05.13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet -
LRA
$.1.1.05.14 Insentif Peungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan - LRA
5.1.1.05.15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Burnl dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5.1.1.05.16

Insentif Permungutan Pajak Dacrah - Bea Perolehan Hak Abas
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1anah dan sangunan - LKA

5.1.1.05.17 Insentif Pemungutan Pajak Daergh

5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

§5.1.1,06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan -
LRA

5.1.1,06.02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanon Persampzhan/
Kebersihan - LRA

5.1.1.06,03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Blaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA

$.1.1.06.04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat - LRA

§$.1.1.06.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum - LRA

$.1.1.06.06 Insentf Pemungutan Retribusl Daerah - Pelayanan Pasar - LRA

$.1.1.06.07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan
Bermotor - LRA

5.1.1.06.08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran - LRA

5.1.1.06.09 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Penggantian Blaya Cetak
Peta - LRA

5.1.1.06.10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan danfatau
Penyedotan Kakus - LRA

5§5.1.1.06.11 Insentlf Pemungutan Retibusi Daerah - Pengolahan Limbah Coir -
LRA

5.1.1.06.12 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan TerafTera
Ulang - LRA

5.1.1.06.13 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan -
LRA

5.1.1.06.14 Insentif Pemungutan Retribusl Oaerah - Pengendalian Menara
Telekomunikasl - LRA

5.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribus! Daerah - Pemakalan Kekayaan
Daerah - LRA

5.1.1.06.16 Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah - Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan - LRA

§.1.1.06.17 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA

5.1.1.06.18 Insentif Permungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA

$.1.1.06.19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir -
LRA

5.1.1.06.20 Insentif Pesmaungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa - LRA

$.1.1.06.21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan -
LRA

5.1.1.06.22 Insentif Pemungutan Retribus! Daerah - Pefayanan Kepelabuhan -
LRA

$.1.1.06.23 Insentif Pemunguton Retribusi Daerah - Tempat Rekreas) dan Clah
rzga- LRA

5.1.1.06.24 Insentlf Pemmungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Alr - LRA

$.1.1.06.25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha
Daerah - LRA

5.1.1.06.26 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Izin Mendirikan Bangunan
<LRA

5.1,1.06.27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - [zin Tempat Penjualan
Minumean Beralkchol - LRA

5.1.1.06.28 Insentif Pemunguten Retribusi Daerzh - Izin Gongguan - LRA

5.1.1.06.29 Insentif Pemungutan Retribusi Daereh - 1zin Trayek - LRA

5.1,1.06.30 Insentif Permungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA

5.1.1.06.31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Latu Lintas -
LRA

5.1.1.06.32 Insentif Pemungutan Retribus! Daerah - Perpanjangen Izin
Mempekerjakan Tenzga Kerja Asing (IMTA) - LRA

5.1.1.07 Vang Lembur

5§.1.1.07.01 Uang Lembur PNS

5.1.1.07.02 Uang Lembur Non PNS

5.1.,2 Betanja Barnng dan Jasa D

$.1.2.01 Belanja Bahan Pakal Habis

$.1.2.01.01 Belanja Alat Tulls Kantor




KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.1.2,01.02 Belanja Dokumen/Administrasl Tender
5.1.2.01.03 Belanjo Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.1.2,01.04 Belanja Perangko, Materal dan Benda Pos Lalnnya
5.1,2.01.08 Belanjs Peralatan Kebarslhan dan Bahan Pembersih
5.1,2,01.08 Belanjo Bahan Bakar Minyak/Gas
5.1.,2,01.07 8efanja Penglsian Tabung Pemadam Kebakaran
5.1,2.01.08 Belanja Pengislan Tabung Gas
5.1.2.01.09 Ost
5.1.2.02 Belanja Bahan/Material
§.1.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5.1.2,02.02 Belanja BahanyBibit Tanaman
5.1.,2.02.03 Belanja Bibit Temak
5.1,2.02.049 Belanjs Bahan obat-cbatan
5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
5.1.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
5.1.2.02.07 Dst
§.1.2.03 Belanja Jasa Kantor
§.1.2.03.01 Belanja Telepon
5.1.2.03.02 Belanja Alr
§.1.2.03.03 Belanja Listrik
5.1.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/P ng Lelang
5.1.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah
5.1.2.03.06 Belanja Kawat/FaksimilifInternet
5.1,2.03.07 Belanjs Paket/Pengiriman
5.1.2.03.08 Belanja Sertifikasi
5.1.2.03.09 Belanja Jasa Transakst Keuangan
5.1.2.03.10 Belanja Jasa Administrasl Pungutan Pajak Penerangan Jalan

Umum
§.1.2.03.11 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Baker Kendaraan
Bermator
$.1.2.03,12 Dst
5.1.2.04 Belanja Premi Asuransl
5.1.2.04.01 Belanja Premi Asurans! Kesehatan
5.1.2.04.02 Belanja Premi Asuranst Barang Milik Oaerah
5.1.2.04.,03 Ost.
5.1.2.05 Belanja Perawatan Kendarazn Besmotor
5.1.2.05.01 Belanja Jasa Service
5.1.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
§.1.2.05.03 Befanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.1.2.05.04 Belanja Jasa KIR
5.1,2.05.05 Belanja Pajak Kendaroan Bermotor
5.1.2,05.06 Belana Bea Bafik Nama Kendaraan Bermotor
5.1.2.05.07 Befanja Surat Tanda Nomer Kendaraan
5.1.2.05.08 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.1.2.06.01 Belanja Cetak
$.1.2.06.02 Belanja Penggandaan
5.1.2.06.03 Dst.
5.1,2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.1.2.07.01 Belanja Sewa Rumah labatanfRumah Dinas
5.1.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5.1.2.07.03 Befanfa Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.1.2,07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana
Mobiltas
5.1.2.07.05 [ . O
5.1.2.08 Belanja Sewa Sarana Mcbilitas
5.1,2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.1.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Afr
5.1.2.08.03 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udaro
§.1.2.08.04 Dst ...
5.1.2.09 Belanja Sewa Alat Berat
5.1.,2.09.01 Belanja Sewa Eslavator
5.1.2.09.02 Belanja Sewa Buldoser
5.1.2.09.03 Dst ...
5.1.2.10 Belanfa Sewa Perfengkapan dzan Peralatan Kantor
5.1.2.10.01 Belanfa Sewa Meja Kursi
5.1.2.10.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
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§.1.2.10.03 Belania Sewa Proyektor
§.1.2.10.04 Belanja Sewa Generator
5.1.2.10.05 Belanja Sewa Tenda
5.1.2.10.06 Belanja Sewa Pakalan Adat/Tradisicnal
5.1.2.10.07 Dst
§.1.2.11 Beiznja Makanan dan Minuman
§.1.2.11.01 Belanfa Makanzn dan Minuman Harlan Pegawal
5.1.2,11.02 Befanja Makanan dan Minuman Rapat
§.1.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
§.1.2.11.04 Befanja Makanan dan Minuman Pelatihan
§.1.2.11.08 Dst.
§.1.2.12 Belanfa Pakaian Dinas dan Atributnya
5§5.1.2.12,01 Belanja pakalzn Dinas KDH dan WKDH
5.1.2,12,02 Belanja Pakalan Sipil Harlan (PSH)
§.1,2.12.03 Belanja Pakalan Sipll Lengkap (PSL)
§.1.2.12.04 Belanfa Pakalan Dinas Harlan (PDH)
$.1.2.12.05 Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)
5.1.2.12.06 Dst
5.1.2.3 Belanjo Pakalan Kerja
5.1.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
§.1.2.13.02 DL arramissssisessnsisins
§.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
§.1.2.14.01 Belanfa Pakaian KORPRI
5.1.2.14.02 Belanja Pakaian adat daerah
§.1.2.14.03 Belanja Pakzian Batik Tradisional
§.1.2.14.04 Belanja Palkaian Olahraga
§.1.2.14.05 [+ S
§.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
§.1.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
§.1,2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
§.1.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
§.1.2.16 Belanja Perjalanan Pindeh Tugas
$.1.2.16.01 Belanja Perjalanan Findeh Tugas Dalam Daerah
$.1.2.16.02 Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
§.1.2.17 Belanja Pemulangan Pegawal
5.1,2.17.01 Belanja Pemulangan Pegawai yang Penslun Dalam Daerah
5.1,2.17.02 Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
§.1.2.17.03 Belanja Pemulangan Pegawal Yang Tewas Dalam Melaksznakan

Tugas

5.1.2.18 Beianjs Pemeliharaan
§.1.2.18.01 Belanja Pemeliharan Tanah
§.1.2.18,02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.1.2.18.03 Belanfa Pemeliharan Gedung dan 8angunan
5.1.2.18.04 Belanja Pemeltharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.1.2.18.05 Belznja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
5.1.2.18.06 Dst
§.1.2.19 Belanja Jasa KonsuRans!
5.1.2.19.01 Belanja Jasa Konsultans! Penelitian
§.1.2.19.02 Belanja Jasa Konsultans! Perencanaan
§.1.2,19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
§.1.2.19.04 Dst
§.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihok Ketiga
§.1.2.20.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
§.1.2.20.02 Belanfa Barang Yanp Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
$.1.2.21 Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketigo
§5.1.2.21.01 Belznja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
§.1.2.21.02 Belanja Barang Yang Akan Dljual Kepada Pihak Ketiga
§.1.2.21.03 Dst.
§.1.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
§.1.2.22.01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
$.1.2.22.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
$.1,2.22.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 52
§.1.2.22.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
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$.1.2.22.05 (2= S

5.1.2.3 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
§.1.2.23.01 Belanfa Kursus-kursus Singkat/ Pefatihan

5.1.2.23.02 Belanja Sosiafisasi

§.1.2.23.03 Belanfa Bimbingan Teknis

§.1.2.23.04 [ 12 TR

§.1.2.24 Belanja Honerarlum Non Pegawai

5.1.2.24.01 Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
$.1.2.24.02 Moderator

§.1.2.24.03 [2; R,

§5.1.2.25 Honcrarium PNS

§.1.2.25.01 Honorariurn Panitia Pelaksana Keglatan

§.1.2.25.02 Honorariumn Tim Pengadaan Barang dan Josa
§.1.2.25.03 Honorarium Tenagd AhlifInstruitur/Narasumber
5.1.2.25.04 Honorarium PNS Lainnya

5.1.2.25.05 Dst.....cuee

$.1.2.26 Honorarium Non PNS

5§.1.2.25,01 Honorarlum Tenaga AhlifInstruktur/Narasumber
5.1.2.26.02 Honorarlum Pegawal Honorer/Tidak Tetap

§.1.2.26.03 Dst........... v

§.1.2.27 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.1.2.27.01 Uzang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
§.1.2.27.02 Uang untuk Diberikan kepada Masyzrakat

5.1.2.27.03 Dst....iens

5.1.3 Befanja Bunga [ 4]
5.1.3.01 Bunga Utang Pinjaman

5.1.3.01.01 Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
§.1.3.01.02 Bunga Utang Pinfjaman kepada Pemerintah Oaerah lainnya
§.1.3.01.03 Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
§.1.3.01.04 Bunga Utang Pinfaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
§.1.3.01.05 Bunga Utang Pinfaman kepada BUMD

§.1.3.01.06 Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN

5.1.3.01.07 Bunga Utang Pinjaman Lalnnya

$.1.3.01.08 Dst.

5.1.3.02 Bunga Utang Otligasi

5.1.3.02.01 Bunga Utang Obligasi .........

5.1.3.02.02 Dst

5.1.4 Belanja Subsidi ]
§.1.4.01 Belanja Subsidi

5.1.4.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.4.01.02 Belanfa Subsldi kepada BUMD

5.1.4.01.03 Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya

5.1.5 Belanja Hibah D
§.1.5.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah

$.1.5.01.01 Belanja Hibzh kepeda Pemerintah

5.1.5.02 Belsnja Hibah kepada Pemerintah Daerzh lainnya
5.1.5.02.01 Hibah kepada Pemerintah Provinsi

§.1.5.02.02 Hibah kepada Pemerintah Kabupaten

5.1.5.02.03 Hibah kepada Pemerintzh Kcta

5.1.5.03 Belanja Hibzh kepeda Perusahaan Deerah/BUMD
§.1.5.03.01 Belana Hibeh kepada Perusahaan Daerah/BUMD
§.1.5.03.02 Dst.....cnvee

5.1.5.04 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

5.1.5.04.01 Belanfa Hibah kepada Kefompok Masyarakat

5.1.5.05 Belanja Hibsh kepada Organisasi Kemasyarakatan
§.1.5.05.01 Betanja Hibah kepada Organisas! Kemasyarakatan
$.1.5.05.02 Dst ...

5.1.5.06 Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
§.1.5.06.01 Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di

KabupatenfXota....
5.1.5.06.02 Dst.
5.1.6 Belanjo Bantuan Soslal D
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§.1.6.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatzn
§.1.6.01.01 Befanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.6.01.02 Dst......coe
§.1,6.02 Belsnja Bantuan Scsial kepada Masyarakat
§.1.6.02.01 Belanja Bantuan Soslal kepada ..........ccnceerenn
5.1.6.02,02 Dst
5.2 BELANJA MODAL
5.2.1 Belanja Modal Tanah D
5§.2.1.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5.2.1.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanzh Kampung
§.2.1.01,02 Belanja Modal Pengadaan Tansh Emplasmen
§.2.1.01,03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan
5.2.1.02 Belanja Modal Pengadaan Tanzh Pertanian
5.2.1.02.01 Belanja Modal Pengadaan Tanzh Sawah Satu Tahun Ditanami
5.2.1.02.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan
5.2.1.02.03 Belanjs Modal Pengadaan Taneh Ladang
5.2,1.03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
§.2.1.03,01 Belanja Modal Pengadean Tangh Perkebunan
$.2.1.04 Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran
5.2.1.,04.01 Belanfa Modal Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada

Jaringan Pengairan
§.2.1,04,02 mnja Modal Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis
$.2.1,05 Belanja Modal Pengedaan Hutan
5.2.1.05.01 Belanja Modal Pengadaan Hutan Lebat
5.2.1.05.02 Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar
5.2.1.05.03 Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.1.05.04 Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5.2.1.05.05 Belanja Modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5.2.1.06 Belanja Modal Pengadaan Kolam lian
§.2.1.06.01 Belanja Modal Pengadaan Kolam lkan Tembak
5.2.1.06.02 Belanja Moda! Pengadaan Kolam Ikan Alr Tawar
5.2.1.07 Belanja Modal Pengadaan Tanah DanaufRawa
5.2.1.07.01 Belanja Modal Pengadaan Tanzh Rawa
$.2.1.07.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Danay
5.2.1.08 Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
§.2.1.08.01 Belanja Modal Pengadaan Tansh Tandus
§.2.1.08.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak
5.2.1.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5.2.1.09.01 Belanja Modal Pengadazn Tanah Alarg-alang
5.2.1.09.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput
$.2.1.10 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.1.10.01 Belanja Mods! Pengadean Tanzh Penggalian
§.2.1.11 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5.2,1,11.01

5.2.1.11.02

5.2.1.11.6

5.2.1.12
§.2.1.12.01
5.2.1.13
5.2.1.13.01

§.2.1.13.02
5.2.1.13.03

Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat

Tinggal

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
Perdagangan/Perusahaan

Befanja Modal Pengadean Tanah Untuk Bangunan Industr
Belanja Modal Pengadaan Tanzh Untuk Bangunan Tempat
Kerja/Jasa

Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong

Belanja Modal Pengadaan Tanzh Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Pengadaan Tansh Lembiranf/Bantaran/Lepe-
lepe/Setren dst

Belanja Modal Pengadaan Pertambangan
Belanja Modal Pengzdaan Pestambangan

Belznja Moda! Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
Belanja Modal Pengadaan Tansh Lapangan Penimbun Barang
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§.2.1.13.04 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio
Alam
5.2.1.13.05 Belanja Modal Pengadaan Tensh Lapangan Pengujian/Pengolahan
5.2.1.13,06 Betanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2,1.13.07 Betanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
§.2.1.13.08 Belanjs Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Alr
5.2.1.13.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.1.13.10 Belanja Modal Pengadaan Tanzh Untuk Bangunan Jaringan
5.2.1.13.11 Belanjs Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.2.1.13.12 Belanja Modal Pengadaan Tenah Untuk Bargunan Gedung Olah
Raga
§.2.1.13.13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
.2, Belanja Modal Pernlatan dan Mesin D
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5.2,2.06

5.2.2.06.01
§.2.2.06.02

$.2.2.06.03
$.2.2.07
$.2,2.07.01

5.2.2.07.02

§.2.2.07.03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

Belanja Modal Pengadaan Tractor
Belanja Modal Pengadaan Grader
Belanja Modal Pengadaan Excavalor
Befanja Modal Pengadaan Pits Oriver
Belanja Modal Pengadaan Hauler
Belanja Modal Pengadaan Asphal Equipment
Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment
Belanja Modal Pengadaan Aggregate $ Concrete Equipment
Befanja Modal Pengadaan Loader
Belanfa Modal Pengadaan Alat Pengangkat
Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
Befanja Modal Pengadaan Dredger
Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator
Belanja Modal Pengadaan Amphibl Dredger
Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik
Belanfs Modal Pengadaan Masin Proses Agung

Belanja Modal Pengadasn Alat-alat Bantu

Belanfa Modal Pengadaan Alat Penarik

Belanja Modal Pengadaan Feeder

Belanja Modal Pengadaan Compressor

Belanjs Modal Pengadaan Electric Generating Set

Belanja Modal Pengadaan Pompa

Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor

Belanja Modal Pengadazn Unit Pemeliharaan Lapangan
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Alr Kotor

Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Alr Panas/Sistem
Generator

Eelanja Moda) Pengadaan Alat Anglatan Darat Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Kendsraan Dinas Bermotor Perorangan

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Belanjo Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
Belanfa Modal Pengadaan Kendarsan Bermotor Beroda Dua
Belanja Modal Pengadaan Kendoraan Bermotor Beroda Tiga

Befanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Belanja Modat Pengadaon Xendaraan Tak Bermotor
Berpenumpang
Belanja Modal Pengadazan Alat Angkut Apung Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat Anglat Apung Bermotor Barang
Belanja Modal Pengadaan Alat Anglast Apung Bermotor
Penumpang
Belanjo Modatl Pengadaan Alat Angkut Apung Bermator Khusus
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk
Barang
Belanja Moda! Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Penumparg
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
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Khusus

5.2.2.08 Belanja Moda! Pengadaan Alat Anghkut Bermotor Udara

$.2.2.08.01 Befanja Modal Pengadaan Kapal Terbang

$.2.2.09 Belanja Modal Pengadazn Alat Bengkel Bermesin

§.2.2.09.01 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang
pada Pondasi

$.2.2.09.02 Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang
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5.2.2.14.05

Berpindzh

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengked Listrik
Belanja Modal Perlakas Bengkel Service

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

Belanja Modal Pengadaan Perkekas Bengkel! Khusus
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las

Belanja Modal Pengadean Perkakas Pabrik €3

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengke! Service

Belanja Moda! Pengadaan Perkakas Pengangkat

Belanja Moda! Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)

Belanja Modal Pengadaan Perlakas Bengkei Kerja

Belanfa Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi

Belanfa Modal Pengadazn Peralatan Tukang Koyu

Belanja Modal Pengadaan Peralaton Tukang Kulit

Befanja Modal PenigadaanPeralatan Ulur, Gip & Feting
Belanja Modal Pengadzan Alat Ukur

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intefegensia

Belanja Modat Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian

Befanfa Modal Pengadaan Alat Ukur fTest Kiinis Lain

Selanjs Modal Pengadaan Alat Kalibras!

Belanja Modal Pengadaan Oscifloscope

Belanja Modal Pengadaan Universal Tester

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanja Modz2l Pengadaan Alat Timbangan/Blora

Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Blasa

Belanja Moda! Pengadann Takaran Kering

Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL

Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu

Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Berbagal Kapasitas
Belanja Modal Pengadazan Alat Pengolahan

Belanja Modal Pengadazan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan
Pertanlan

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Laboratorium Pertantan

Belanja Modal Pengadaan Alat Procesing

Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen

Belanfja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
Belanja Modal Pengedaan Alat Pemellharaan Taneman/Alat
Penryimpan

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

Belanfa Modal Pengadaan Alat Panen

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratortum

Belanjo Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Pengedaan Mesin Ketik

Belanja Modz2l Pengadaan Mesin Hitung/Jumiah

Belanja Moda! Pengadaan Alat Reproduks! (Pengganda)

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengiapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
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5.2.2.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Targga
5.2.2.15.01 Belanja Modz! Pengadaan Meubedair
§.2.2.15.02 Belanja Moda! Pengadaan Alat Pengular Walktu
$.2.2.15.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
$.2.2.15.04 Belanja Modal Pengadoan Alat Pendingin
$.2.2.15.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur
§.2.2.15.06 Beh;}aModaIngadunAla:Ruthpmauinnya(Hm

Use!
§.2.2.15.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5.2.2.16 Belanja Modal Pengadaan Komputer
§.2.2.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kemputer Unit Jaringan
§.2.2.16.02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5.2.2.16.03 Befanja Modal Pengadaan CPU
§.2.2.16.04 Belanja Modal Penigadaan Peralatan Mint Komputer
5.2.2.16.05 Befanja Modal Pengzdaan Peralatan Personal Komputer
5.2.2.16.06 Belanjo Moda! Perigadaan UPS/Stabilizer
5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.2.16.08 Peralatan Personal Komputer
$.2.2.16.09 Belanja Modal Pengadaan Server Komputer
§.2.2.16.10 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Bock
5.2.2.16.11 Belanja Modal Pengadaan Printer
$.2.2.16.12 Belanja Modal Pengadaan Menitor/Display
§.2.2.16.13 Befanja Modal Pengadaan Scanner
5.2.2.16.14 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,

Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
5.2.2.17 Belanja Modal Pengadaan Meja Oan Kursi Kerja/Rapat Pefabat
5.2.2.17.01 Belanja Modal Pengadzan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.02 Belanja Moda! Penigadaan Meja Rapat Pejabat
§5.2.2.17.03 Belanja Modal Pengadaan Xursi Kerja Pejabat
5.2.2.17.04 Befanja Modal Pengadaan Kursl Rapat Pejabat
5.2.2.17.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5.2.2.17.06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamw di Ruangan Pejabat
5.2.2.17.07 Belanja Moda! Pengadaan Lemari dan Arsip Pefabat
§.2.2.18 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
5.2.2.18.01 Belanja Modal Penigadaan Peralatan Studio Visual
§.2.2.18.02 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Rim
5.2.2.18.03 Belanjs Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5.2.2.18.04 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak
$.2.2.18,05 Belanja Modat Pengadaan Peralatan Computing
5.2.2.18.06 Belanja Modat Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
§.2.2.19 Befanja Modal Pengadaan Alat Xomunikasl
§.2.2.19.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Kemunikasi Telephone
$.2.2.19.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio S58
§.2.2.19.03 Belanja Moda! Pengadaan Alat Komunikasi Radio HFfFM
5.2.2.19.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5.2.2.19.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5.2.2.19.06 Belanja Modal Pengadasn Alat Komunikasi Sostal
5.2.2.19.07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5.2.2.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.2.20.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
§$.2.2.20.02 Belznja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HE/SW
5.2.2.20.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.2.2.20.04 Belanja Modal Pergadaan Peralatan Pemancar UHF
5.2.2,20.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.2.2.20.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.2.2.20.07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
$.2.2.20.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
$.2.2.20.09 Belanja Moda) Pengadaan Peralatan Antena UMF
$.2.2.20.10 Belanja Moda! Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.2.2.20.11 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Transiator VHF/VHF
5.2.2.20.12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
$.2.2.20.13 Belanjs Modal Pengadaan Peralatan Transiator VHFfUHF
$.2.2.20.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Transtator UHF/VHF
5.2.2.20.15 Belanja Moda! Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
$.2.2.20.16 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial
5.2.2.20.17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5.2.2.20.18 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load




KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.2.2.20.19 Befanja Modal Pengadaan Switcher Antena
5.2.2.20.20 Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
§.2.2.20.21 Beianja Modal Pengadaan Feeder
5.2.2.20.22 Belanja Modal Pengadaan Humitity Control
§5.2.2.20.23 Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment
5.2.2.20.24 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5.2.2.21 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.2.21.01 Belanja Moda) Pengadaan Alat Kedokteran Umum
$.2.2.21.02 Belanja Modal Pengadaen Alat Kedokteran Gigl
5.2.2.21.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5.2.2.21.04 Belanja Modal Perigadaan Alat Kedokteran Moata
5.2.2.21.08 Belanja Moda) Pengadaan Alat Kedokteran TH.T
5.2.2.21.06 Betanja Modal Pengadean Alat Rotgen
5.2.2.21.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasi
5.2,2.21,08 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
Kandungan
5.2.2.21.09 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
§.2.2.21.10 Belanja Modal Pengadaan Mortuary
§.2.2.21.11 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5.2.2.21.12 Belanja Modal Pengadaan Polikiinik Set
§.2,2.21.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Pendesita Cacat Tubuh
§.2.2.21. 14 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5.2.2.21.15 Belanja Modal Pengzdaan Alat Kedokteran Jantung
§.2.2.21.16 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuldir
§5.2.2.21.17 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Redictogi
§.2,2.21.18 Belznja Modal Pengadaan Alst Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2,2.21.19 Belanja Modal Pengadaan Alot Kedokteran Gawat Darurat
§.2.2.21.20 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5.2.2.212. 28 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
§5.2.2.21.22 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5.2.2.22 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2,2.22.01 Belanfa Modat Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5.2.2.22.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
$.2,2.22.03 Belznja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5§.2.2.22.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Keschatan Matra Udara
§.2,2,22.05 Belanja Modal Pengadazn Alst Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5.2.2.22.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
§.2.2.23 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboraterium
§.2,2.23.01 Beiznja Modal Pengadaan Alst Laboratorium Kimia Air
§.2.2.23.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
§.2.2.3.03 Belanja Modat Pengadaan Alat Leboratordum Ridro Kimia
§.2.2.23.04 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5.2.2.23.05 Belanja Modal Pengadaan Alat laboraterium Buatan/Geologi
5.2.2.23.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratoriurm Bahan Bangunan
Konstruksi
5.2,2.23.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat 8 Kimia
5.,2.2.23.08 Belznja Modai Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanzh dan
Batuan
5.2.2.23.09 Belznja Modal Pengadaan Alat Laboraterium Cocok Tanam
§.2.2.83.10 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
§5.2.2.3.11 Belanja Modal-Pengodaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik
A
§.2.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratostum Umum
5.2.2.23.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
$§.2.2.3.14 Belznja Modal Pengadsan Alat Laboratorium Kedokteran
§.2.2.23.15 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Micrebiclogi
§.2.2.23.16 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratartum Kimia
5.2.2.23.17 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5.2.2.23.18 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraterium Patologi
§5.2.2.23.19 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunclogi
§.2.2. 3.2 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratarium Hematologi
s.2.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fim
§.2.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
§.2.2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi
dan Instumentasi
5§5.2.2.23.24 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5.2,2.23.25 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
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Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatotogi
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
Belanja Modal Pengadsan Alat Laboratorium Pasir

Besanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Cetalan

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Pola

Belanja Modat Pengadaan Alat Laboraterium Metalography
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
Belanja Modal Pengadaan Alxt Laboratorium Uji Proses Pengelasan)

Belanja Moda! Pengadaan Alat Laboratortum Proses Pembuatan
Logam

Beianja Moda! Pengadaan Alat Leboratcrium Matrelogie

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorfum Proses Pelapisen
Logam

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan
Panas

Belanja Moda) Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi
Textit

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel

Belanja Modal Pengadaan Alat Leboratorium Proses Teknclogi
Keramik

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknclogi
Kulit Karet

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Ufi Kulit, Karet dan
Plastik

Belanja Modal Pengadaan Alat Laberatorium Ujl Keramik

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologl
Selulosa

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Konvers Batubara
dan Biomas

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

Belanjs Modal Pengadaan Alat Laboraterium Biologi Peralatan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika

Befanja Modal Pengzdaan Alat Laboratorium Tembang

Belanja Modal Pengadasn Alat Laboratorium Proses/Telnik Kimia

Belanfa Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
Belanja Modal Pengadaon Alat taboratorium Kesehatan Kerja
Belanja Modal Pengadagn Laboratorium Kearsipan

Belanja Modal Pengedazan Laboratorium Hematologi & Urinallsis
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lalnnya

Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologl & Urinalisis A

Belanja Modal Pengedaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Belanja Modz! Pengedasan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi ;: Matematika
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
Belanja Modat Pengadaan Bidang Stud) : IPA Lanjutan
Belanja Modal Pengadaan Bldang Studi : IPA Menengah
Belanja Modal Pengadaan Bidang Shudi : IPA Atas
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPS

Belanjo Modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi ; Kesenian
8elanjs Modal Pengadaan Bidang Studi : Olzh Raga
Belanja Modal Pengadazn Bidang Studl : PMP

Belanja Modal Pengadaan Bldang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboraterium Kimia Nuldir
Belanfa Modal Pengadaan Anafytical insbument
Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor




KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.2.2.25.03 Beisnja Modal Pengadaan General Laboratery Tool
5.2.2.25.04 Belanjs Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5.2.2.25.05 Belanja Modal Pengadasn Glassware Plastic/Utensils
§.2,.2.25.06 Belania Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5.2.2.26 Beianja Modal Pengadaan Alot Laboratorium Fisika Nuldir /

Elektronika
§.2.2.26.01 Belanja Modal Pengadaan Radiaticn Detector
5.2.2.26.02 Belanja Modal Pengadaan Madular Counting and Scentific
§.2.2.26.03 Belanja Modal Pengadaan AssemblyfAccounting System
5.2.2.26.04 Belanja Modal Pengadaan Recorder Display
5§.2.2.26.05 Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply
§.2.2.26.06 Befanfa Modal Pengadaan Measuring / Testing Oevice
5.2.2.26.07 Belanja Modal Pengadaan Opto Electronics
§.2.2.26.08 Befanja Modal Pengadaan Accelator
5.2.2.26.09 Belanja Modal Pengadaan Reactor Expermenta) System
§.2.,2.27 Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Ungkungan
5.2.2.27.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5.2.2.27.02 Befanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerfa
5.2.2.27.03 Belanja Modal Pengadaan Protelsl Lingkungan
5.2.2.27.04 Belanja Modal Pengadaan Metecrological Equipment
5.2.2.27.05 Belanja Modal Pengadaan Sumber Radiasi
5.2.2.28 Befanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive
Testing Laboratery (BATAM)
$.2.2.28.01 Belanfa Modal Pengadaan Radiation Application Equipment
§,2.2.28.02 Belanja Modal Pengadsan Non Destructive Test (NDT) Device
§.2.2.28,03 Bel;rlija Modal Pengadaan Peralatan Umum Kedaoteran /Kiinik
Nukdlr
5.2.2.28.04 Befanja Modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5.2.2.9 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorfum tingkungan Hidup
5.2.2.29.01 Belanja Modal Pengadaan Alat taboratorium Kualitas Air dan tanth
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Belanfa Moda! Pengadaan Alat Laboratortum Kualitas Udara
Belanja Moda! Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan
Getaran
Belanjs Modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

Belznja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboraterium Hidrodinamika
Towing Carriage
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Wave Generator and Absorber

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Data Accquistion and Analyzing System

Belanja Modal Pengadaan Cavitation Tunne)

Belanja Modzal Pengadaan Overhead Cranes

Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum

Eelanja Modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
Belanja Moda Pengadaan Pemesinan : Propeiier Model Workshop

Belanja Modal Pengzdaan Pemesinan ; Mechanical Workshop
Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical
Workshop

Belanja Modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop

Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Ship Mode! Preparation
Shop

Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop

Belanja Modal Penigadean MOB

Belanja Modal Pengadaan Photo and Fitm Equipment
Belanfa Modal Pengadaan Senjata Api

Belanja Modat Pengadaan Senjata Genggam

Belanja Modal Senjata Pinggang

Belanja Modal Senjata Bahu/Senjatn Laras Panjeng

Belanja Modal Sentapan Mesin

Belanjs Modal Martir

Belanja Modal Anti Lapis Baja

Bel2nja Modal Artileri Medan (Armed)

Belanja Modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)

Belanja Modal Peluru KendatifRudal

Belanjo Moda! Kavateri

Belanja Modal Senjata Lain-lain




SALDO

KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.2.2.32 Belanfa Modal Pengadaan Persenfataan Non Senjata Api
5.2.2.32.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan
5.2.2.32.02 Belanfa Modal Pengadaan Non Senjata Api
$.2.2.33 Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar
5.2.2.33.01 Belanja Model Pengadaan Laser
5.2.2.34 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5.2.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5.2.2,34.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan
§.2.3 Betanja Modal Gedung dan Bangunan D
5.2.3.01 Befanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.3.01.01 Beianfa Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.3.01.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudzng Untuk Bengkel
5.2.3.01.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedunrg Instatasi
5.2.3.01.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Leboratorium
5.2.3.01.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5.2.3.01.07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan OceanariumyCpservatorium
5.2.3.01.08 Belanja Modal Pengadazn Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5.2.3.01,09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.2,3.01.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.2.,3.01.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tentpat Olah Raga
5.2.3.01.12 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Gedunrg
Pertokoan/Xoperasl/Pasar

5.2.,3.01.13 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

5.2.3.01.14 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garas!fPool

5.2.3.01.15 Belanja Modal Pengadaan Bargunan Gedung Pematongan Hewan

5.2.3.01.16 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik

§.2.3.01.17 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

5.2.3.01.18 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Temak

5.2.3.01.19 Belanja Modal Pengadean Bangunan Gedung Perpustakaan

5.2.3.01.20 Belanja Modal Pengadean Bargunan Gedung Museum

5.2.3.01.2 Belanja Modat Pengadaan Bargunan Gedung
Terminal/Pelabuhanf/Bandar

5.2.3.01.22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelatkan

5.2.3.01.23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

5.2.3.00.29 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan

5.2.3.01.25 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium

5.2.3.01.26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkal Hewan

5.2.3.01.27 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya

$.2,3.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5.2,.3.02.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan [

5.2.3.02,02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan IT

5.2.3.02.03 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan I

$.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

5.2.3.02.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama

5.2.3.02.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel

§.2.3.02.07 Belanja Moda! Pengadaan Bangunan Mote!

5.2.3.02.08 Belanja Modal Pergadaan Bangunan FAat/Rumah Susun

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara

5.2.3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang
Pantai

£.2.3,03,02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantal
Tidak Bermenara

5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi

§.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah

§.2.3,04.01 Befanja Moda! Pengadaan Bangunan Istana Peringatan

§.2.3.04.02 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Rumah Adat

5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah

5.2.3.04.04 Belanfa Modal Pergadaan Bangunan Makam Sejarah




SALDO

KODE REKENING URAIAN NORMAL
5.2.3.04.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5,.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3,05.01 Belanja Moda) Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan
5.2.3.05.02 Belanfo Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5§.2.3.05.03 Bclanjz Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
§.2.3.06 Belanja Moda! Pengadaan Bangunan Cand|
§.2.3.06.01 Belanja Moda! Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
5.2.3.06.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Budha
5§.2.3.06.03 Belanja Moda! Pengadaan Bangunan Candi Lainnya
5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarzh

lainnya
§.2.3.07.01 Befanja Modat Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.2.3.07.02 Belanjs Modat Pengadaan Konstruksi/Pembetlan Bangunan
Monumen
5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
§.2.3.08.01 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3.09 Bedanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5.2.3.09.01 Belanjo Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
§.2.3.10.01 Befanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas
Darat
5.2.3.10.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5§5.2.3.11 Belanjo Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Udara
§.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Runway/Threshold Ught
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Visual Approach Stope Indicatar (VAST)
5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Approach Light
§.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan Runway Identification Light(Rells)
§.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Signal
5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengadaan Flood Light
$.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
5.2,4.01 Belanja Modal Pengadaan Jalan
5.2.4.01.01 Belanja Modal Pengadaan Jalan Negara/Nesicnal
5.2.4.01.02 Belanja Moda! Pengadaan Jalan Propinsi
5.2.4.01.03 Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5.2.4.01.04 Belznja Modal Pengadaan Jaian Desa
§.2.4.01.05 Belanjo Modal Pengadaan Jatan Khusus
§.2.4,01.06 Belanja Modal Pengedaan Jatan Tol
5.2.4.01.07 Belanja Moda) Pengadaan Jalan Kereta
§.2.4.01.08 Befanjz Moda! Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.4.02 Belanja Modal Pengadaan Jembatan
§.2.4.02.01 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.4.02.02 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propins|
§.2.4.02.03 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.4,02.04 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5.2.4.02.05 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus
§$.2.4.02,06 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
§.2.4.02.07 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Apl
$.2.4.02.08 Belanja Modal Pengadaan Jembaten Pada Landasan Pacu Pesawat
Terbang
5.2.4.02.09 Befanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
§.2.4.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Irigasi
5.2.4.03.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
5.2.4.03,02 Betanjo Modal Pengadaan Bangunan Pengambitan Irigasi
5.2.4.03.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
£.2.4.03.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang rigas
5§.2.4.03.08 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5.2.4.03.06 Befanja Modal Pengzdaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.2.4.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Pasang Surut
$.2.4.04.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
$.2.4.04.02 Befanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Sunut
5.2.4.04.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.4.04.04 Befanjo Modal Pengsdaan Bangunan Pembusng Pasang Surut
§.2.4.04.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5§.2.4.04.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
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§.2.4.04,07 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.4.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
§.2.4.05.01 Belanja Modal Pengadaan Bargunan Air Pengembang Rawa dan

Poder
5.2.4.05.02 Befanfa Modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.4.05.03 Befanfa Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.4.05.04 Belanfa Modal Pengadazn Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.4.05.05 Belania Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Sunut
5.2.4.05.06 Belanjs Modal Pengadazn Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.4.05.07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
§.2.4.06 Belanfa Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungal dan
Penanggulangan Bencana Alam
§.2.4.06.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan
Sungai
5.2.4.06.02 Befanja Modal Pengadaan Bargunan Pengambilan Pengamanan
Sungat
5.2.4.06.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
$.2.4.06.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungal

5$.2.4.06.05

5.2.4.06.06

5.2.4.07

§.2.4.07.01

§.2.4.07.02

5.2.4.07.03

5.2.4.07.04

5.2.4.07.05

§.2.4.07.06

§.2.4.13.01

Belenja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan
Sungai

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan
Sungai
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Alr dan
Alr Tangh

Belanjo Modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan
Sumber Alr

Belanja Modal Pengedaan Bangunan Pengambilan Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pergembangan
Sumber Air

Belanja Modsl Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan
Sumber Alr

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan
Sumber Alr

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Bersih/Baku
Belanja Modal Pengadaan Waduk Alr Bersih/Air Baku
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Alr Bersih/Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Alr Bersih

Belanja Modzl Pengadaan Bangunan Pembuang Alr Bersih/Alr
Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Alr BersihfAir Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
Belanja Modal Pengadaen Bangunan Pembawa Alr Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Alr Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Alr Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Alr Kotor
Belanjo Modal Pengadaan Bangunan Air
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Laut
BeJanja Moda! Pengadaan Bangunan Alr Tawar
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Alr Minumy/Air Bersth
Belanja Modal Pengadaan Alr Muka Tanah
Belanja Moda! Pengadaan Air Sumber /Mata Alr
Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dalam
Bedanja Modal Pengzdaan Air Tanah Dangkal
Belanja Modal Pengadaan Alr Bersth/Alr Baku Lainnya
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Xotor
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Alr Kobor
Belanjs Modal Pengadaan Instalasi Alr Buangan [ndustri
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Alr Buangan Pertanian
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
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5.2.4.13.02 Belanja Modal Pengadaan [nstalasi Pengelahan Sempah Non
Organik

5.2.4.14 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5.2.4.14.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

5.2.4.15 Belanja Modal Pengadaan Instalasl Pembangkit Listrik

5.2.4.15.01 Belanja Modal Penigadaan Pembangidt Listrik Tenaga Alr

5.2.4.15.02 Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

5.2.4.15.03 Belanja Modal Pengadazan Pembangkit Uatrik Tenaga Mikro (Hidro)

5.2.4.15.04 Befanjo Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
(PLTAN)

5.2.49.15.05 Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

5.2.4.15.086 Belanja Modal Pengadaan Pembanghkit Listrik Tenaga Nukiir (PLTN)

$.2.4.15.07 Belanfa Modal Pengadaan Pembangldt Listrik Tenaga Gas (PLTG)

5.2.49,15.08 (B:laTl;j)aMaleonduantangldtmekquaPamBuwﬂ

5.2.4.15.09 Belanja Modal Pengadacn Pembangkit Uistrik Tencga Tenaga
Surya (PLTS)

5.2.49.15.10 m;;mdqugadaaanantMTmamnqas

5.2.4.15.11 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tensga
Samudera/Gelombang Sasmudera (PLTSm)

5.2.4.16 Belanja Moda) Pengadaan Instalasl Gardu Listrik

5.2.4.16.01 Belanfa Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk

§.2.4.16.02 Belanja Modal Pengadaaninstalasi Gardu Ustrik Distribusi

5.2.4.16.03 Belanja Modal Pengadaan Instelasi Pusat Pengatur Listrik

5.2.4.17 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan

5.2.4.17.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Radar

5.2.4.18 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas

§.2.49.18.01 Belanja Modal Pengadaan Instalas) Gardu Gas

5.2.4.18.02 Belanja Modal Pengeadaan Instslast Jaringan Pipa Gas

5.2.49.19 Belanja Modal Pengadaan Instalast Pengaman

5.2.4.19.01 Belanja Moda! Pengadazn Instalasi Pengaman Penangkal Petir

5.2.4.20 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Alr Minum

5.2.4.20.01 Befanja Modal Pengadaan Jaringan Pembawa

5.2,4.20.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Induk Distribus

5.2.4.20.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi

§.2.4.20.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Alr Minum Jaringan
Sambungan Kerumah

5.2.4.2 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik

§.2.4.21.01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transmisi

5.2.4.21.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi

5.2.4.22 Belanja Moda! Pengadatn Jaringan Telepon

5.2.4.22.01 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

5.2.4.22.02 Belanja Modal Pengadazn Jaringan Telepon Di bawah Tanah

5.2.4.22.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Alr

§.2.4.3 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas

5.2.4.23.01 Belanfa Modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi

5.2.4.23.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi

5.2.4.23.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Oinas

$.2.4.23.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan BBM

§.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya D

§.2.5.01 Belanja Modal Pengadaan Buku

§.2.5.01.01 Belanja Modal Pengadaan Bulas Iimu Pengetahuan Umum

§.2.5.01.02 Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat

5.2.5.01.03 Belanfa Modal Pengadoan Buku Keagamaan

5.2.5.01.04 Belanja Modal Pengadaan Buku Jimu Soslal

$.2.5.01.05 Beianja Modal Pengadaan Buku limu Bahasa

5.2.5.01.06 Befanja Modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam

5.2.5.01.07 Belanja Modal Pengadaan Bulas limu Pengetahuan Praktis

5.2.5.01.08 Belanja Modal Pengadaan Buku Arsiteltur, Kesenlan, Olsh rage

§.2.5.01.09 Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Blografi, Sejarah
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5.2.5.02 Beianja Modal Pengadaan Terbitan

§.2.5.02.01 Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala

§.2.5.02.02 Belanfa Modal Pengadaan Buku Laporan

5.2.5.03 Belanja Model Pengadaan Barang-Barang Perpustekaan

5.2.5.03.01 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustaknan Peta

5.2.5.03.02 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah
(Manuskrip)

5.2.5.03.03 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik

5.2,5.03.04 Belanja Modal Pengadazan Barang-Barang Perpustakaan Karya
Grafika (Graphic Material)

§.2.5.03.05 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three
Dimensional Artetacs and Realita

5.2.5.03.08 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk
Micro (Microferm)

§.2.5.03.07 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman
Suara

§.2.5.03.08 Belanja Modal Pengadazn Barang-Barang Perpustakaan Berkas
Komputer (Computer Files)

5.2,5.03.09 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakean Film
Bergerak dan Rekaman Video

5.2.5.03.10 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt

5.2.5.04 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5.2.5.04.01 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan

5.2.5.04.02 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan

5.2.5.04.03 Belonja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat
Kesenian

5.2.5.04.04 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah
Raga

5.2.5.04.05 Belanja Modal Pengadazn Barang Bercorak Kebudayasgn Tanda
Penghargaan

5.2,5.04.06 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan
Foto Dokumen

5.2.5.04.07 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-
benda Bersejarah

5.2.5.04.08 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang
Kerajinan

5.2.5.08 Belanja Modal Pengadaan Alat Otsh Raga Lainnya

5.2.5.05.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam

5.2.5.05.02 Bejanja Modal Pengadaan Alat Clah Raga Air

5.2.5.05.03 Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udera

5.2.5.05.04 Belanjn Moda! Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

5.2.5.06 Belanja Modal Pengadaan Hewan

5.2.5.06.01 Belanja Modal Pengadaan Binatang Temak

5.2.5.06.02 Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas

§.2.5.06.03 Belanja Modal Pengadazan Binatang Melata

5.2.5.06.04 Belanja Modal Pengadaan Binstang Ikan

5.2.5.06.08 Belanja Modal Pengadean Hewan Kebun Binatang

5.2,5.06.06 Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan

$.2.5.07 Belanja Madal Pengadaan Tanaman

§.2.5.07.01 Belanja Modal Pengadaan Tanamen Perkebunan

5.2.5.07.02 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hoftikultura

§.2.5.07.03 Befanja Modal Pengadaan Tanaman Kehutanan

5.2.5.07.04 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias

§$.2.5.07.05 Belanja Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika

5.2.5.08 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasl

§.2.5.08.01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovas)

5.3 BSELANJA TAK TERDUGA

5.3.1 Belanjo Tak Terdugs

5.3.1.01 Belanja Tak Terduga

5§.3.1,01.01 Belanja Tak Terduga

5.3.1.01.02 Belanja Tak Terduga Bencana Alam

5.3.1.01.03 Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya

6 TRANSFER

6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

6.1.1 Transfer Bagl Hasll Pajak Dacrah

6.1.1.01

Transfer Bagi Hasil Pajok Daersh Kepada Pemerintahan
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Kabupaten; Kol .
6.1.1.01.01 Transfer Bagi Hasil Pajak Dzerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Xctn
6.1.1.01.02 Transfer Bagl Hasil Pajek Daerah Kepada Pemerintahan Provins
6.1.1.01.03 Trensfer Bagi Hasll Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
6.1.2 Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lalnnya ]
6.1.2.01 Transfer Bagl Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa
6.1.2.01.01 Transfer Bagl Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa
6.1.2.01.02 [ 2.2 ARSI
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1 Teansfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Dacrah Latnnya D
6.2.1.01 Bantuan Keuangan ke Propinsi
6.2.1.01.01 Bantuan Keusngan ke Propinsi
6.2.1.02 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kata
6.2.1.02.01 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Xota
6.2,2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa D
6.2.2.01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.2.01.01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.2.01.02 [0 S ot
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Latnnyn D
6.2.3.01 Bantuan Keuangan kepada Partal potitik
6.2.3.01.01 Bantuan Keuangan kepada Partal pofitik
6.2.3.01.02 [+ S
6.2.4 Transfer Dana Otonomnil Khusus D
6.2.4.01 Transfer Dana Otcnomd Khusus Kabuzapten Kota
6.2.4.01.01 Transfer Oana Otonomi Khusus Kabuapten Kota
6.2.4.01.02 Dst....
7 PEMBIAYAAN
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7.1.1 Peniggunaan SILPA K
7.1.1.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumaiya
7.1.1.01.01 Penggunaan SILPA tehun sebelumnya
7.1.1.02 Koreks! SiLPA
7.1,1.02.01 Koreksi Kesalahan Pambukuan Tahun Sebelumnya
7.1.1.02.02 Lain-lain
7.1.2 Pencolran Dana Cadangan K
7.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan
7.1.2.01.01 Pencairan Dana Cadangan
7.1.3 Hasll Penjualan Kekaysan Daerah yang Diptsahkan K
7.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerzh yang Dipisahkan
7.1.3.01.01 Hasil penjualan kekayaan daergh yang dipisahkan pada
perusahaan milik Pemerintahf BUMN
7.1.3.01.02 Hasil penjuslan kekayaan daerah yang dipisashkan pada
perusahaan milik daerahf BUMD
7.1.3.01.03 Hasil penjualan kekayaan daerzh yang dipisahian pada
perusahaan milik swasta
7.1.4 Pinjaman Dalam Negerl K
7.1.4.01 Pinjaman Dafam Negeri dari Bank
7.1.4.01.01 Pinjaman Dalam Negerl dari Bank
7.1.4.02 Pinjaman Dalam Negerl dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.1.4.02.01 Pinjaman Dalem Negert darl Lembaga Keuangan 8ukan Bank
7.1.49.03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.03.01 Penerimaan Hasll Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.04 Pinjaman Dalam Negerl darl Pemerintah Pusat
7.1.49.04.01 Pinjaman Dalam Negerl darl Pemerintah Pusat
7.1.4.05 Pinjaman Dalam Negerl dari Pemerintah Provinsl Lainnya
7.1.4.05.01 Pinfaman Dalam Negerl darl Pemerintah Provinst Lainnya
7.1.4.06 Pinjaman Dalam Negerl dari Pemerintah Kabupaten/Kota
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7.1.4.06.01 Pinjaman Dalam Negerl dari Pemerintah Kabupaten/Xota
7.1.5 Penerimaan Kemball Piutang K
7.1.5.01 Penerimazan Kembali Piutang kepada Peruszhaan Negara
7.1.5.01,01 Penerimazn Kembali Piutang kepada Perusahaan Negera
7.1,5,02 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahean Daerah
7.1.5.02.01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7.1.5.03 Penerimaan Kernbell Piutang kepada Pemertntah Pusat
7.1.5.03.01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7.1.5.04 Penerimaan Kembal) Piutang kepada Pemerintzh Daerah Lalnnys
7.1.5.04.01 Penerimaan Kemball Piutang kepada Pemerintah Daerah Leinnya
7.1.5.0% Penerimaan Kemball Piutang Lainnya
7.1.5.05.01 Penerimaan Kembali Piutang tainnya
7.1.6 Penerimaan Kembatl Investasi Non Permanen Lalnnya K
7.1.6.01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.1.6.01.01 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.1.6.02 Penarikzn Dana Bergulir
7.1.6.02.01 Penarikan Dana Bergullr
7.1.6.03 Pencairan Deposito Jangka Panfang
7.1.6.03.01 Pencairan Deposlto Jangka Panjang
7.1.6.04 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7.1.6.04.01 Penerimaan Kemball Investasi Non Permanen Loinsya
7.1.7 Pinjaman Luar Negert K
7.1.7.01 Finjaman Luar Negeri
7.1.7.01.01 Pinjaman Luar Negert
7.1.8 Penerimaan Utang Jangka Panfang Lalnnya K
7.1.8.01 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.1.8.01,01 Penerimaan Utang Jangka Panfang Lainnya
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan [}
7.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan
7.2.1.01.01 Pembentulan Dana Cadangan
7.2.2 Penycrtaan Modal/Investas! Pemerintah Dacrah D
7.2.2.01 Penyertaan Modal pada BUMN
7.2.2.01.01 Penyertaon Modai pada BUMN
7.2.2.02 Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.03 Penyertazn Modal pada Perusahaan Swasts
7.2.2.03.01 Penyertaan Modai pada Perusahaan Swasta
7.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerd o
7.2.3.0 Pemnbayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7,2.3.01.01 Pembayaran Pekok Pinfaman kepads Bank
7.2.3.02 ::'r::ayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan
n
7.2.3,02.01 mmmnwmmnmmmmnmm
7.2.3.03 Pelunasan Cbligasi Daerah
7.2.3,03.01 Pejunasan Obilgas) Daergh
7.2.3.04 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.04.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7.2.3.05 Pernbayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.05.01 Pembayaran Pokok Pinfaman kepada Pemerintah Provinsi Lalnnya
7.2.3.06 Pembayaran Pokok Pinjasman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.3.06.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Xcta
7.2.4 Pemberinn Pinjaman Daerah ]
7.2.49.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
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7.2,4.01.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2.4.02 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusshaan Dzerah
7.2.4,02.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Dagrah
7.2.4.03 Pemberian Pinjaman Dserah kepada Pemesintah Pusat
7.2.4.03.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.2.4.04 Pembertan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daersh Lainnya
7.2.4.04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7.2.5 Pengeluaran Investasl Non Permanen Lalnnya D
7.2.5.01 Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.01.01 Pembentukan Investas) dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.02 Pembentukan Dana Bergulir
7.2.5.02.01 Pembentukan Dana Bergutir
7.2.5.03 Pembentulzn Deposito Jangka Panjang
7,2,5.03.01 Pembentukzn Deposito Jangka Panjang
7.2.5.04 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnys
7.2,5.04.01 Pembentukan Investnsl Non Permanen Lalnnya
7.2.6 Pembayaran Pokek Pinfaman Luar Negeri D
7.2.6.01 Pembayaran Polok Pinjaman Luar Negeri
7.2.6.01.01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya D
7.2.7.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lalnnya
7.2.7.01.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Latnnya
7.3 SALDO ANGGARAN LEBIH
7.3.1 Surplus/Defisit LRA K
7.3.1.01 SurplusfDefisit LRA
7.3.1.01,01 SurplusfDefisit LRA
7.3.2 Pemblayaan Netto K
7.3.2.01 Pembiayaan Netto
7.3.2.01.01 Pembiayaan Netto
7.3.3 SILPA/SINPA K
7.3.3.01 SILPA/SIKPA
7.3.3.01.01 SILPA/SIKPA
7.3.4 Perubahan SAL 4
7.3.4.01 Perubahan SAL
7.3.4.01.01 Perubahan SAL
8 PENDAPATAN - LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
. Pendspatan Pajak Daerah - LO K
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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
PXB - Mabil Penumpang - Sedan - LO
PXB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
PKB - Mobll Bus - Bus - LO
PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
PXB - Mobil Barang/ Beban - Ught Truck - LO
PKB - Mobil Barang/ Bebaen - Truck - LO
PXB - Sepeda Mator - Sepada Motor Roda 2 - LO
PKB - Sepeda Mator - Sepeda Motor Roda 3 - LO
PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Alr - LO

Bea Balik Nama Kendaraan Bermator (BBNKB) - LO
BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
BBNKB -Mcbil Bus - Microbus - LO
BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
BBNKB -Mobi! Barang/ Beban - Pick Up - LO
BBNXB -Mobil Barang/ Beban - Ught Truck - LO
BEBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
BBNXB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL
8.1.1.02.10 BBNKB -Sepeda Mator - Sepeda Mator Roda 3 - LO
8.1.1.02.11 BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dicperasikan di Air - LO
8.1.1.03 Pajak Bahan Bakar Kendaragn Bermotor - LO
8.1.1.03.01 Pajek Bahan Bakar Premium - LO
8.1.1.03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO
8.1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Pius - LO
8.1.1.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8.1.1.03.05 Pajok Bahan Bakar Gas - LO
8.1.1.03.06 [2> ZUSHRU
8.1.1.04 Pojak Alr Perrnukaan - LO
8.1.1.04.01 Pajak Alr Permukaan - LO
8.1.1.05 Pajak Rokok - LO
8.1.1.05.01 Pajak Rokok - LO
8.1.1.06 Pajak Hotel - LO

.05, Hotel - LO
.1 Motel - LO
1.1, Losmen - LO

.
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8.1.1.10.01
8.1.1.10.02

8.1.1.11
8.1.1.11.01
8.1.1.12
8.1.1.12.01
8.1.1.13
8.1.1.13.01
8.1.1.14
8.1.1.14.01

Gubuk Pariwisata - LO

Wisma Periwisata - LO

Pesanggrahan - LO

Rumah Penginapan dan Sefenisnya - LO

Rumah Kos dengan Jumiah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO
Pajak Restoran - LO

Restoran - LO

Rumah Makan - LO

Kafetaria - LO

Kantin - LO

Warung - LO

Bar-LO

Jasa Bogaf Katering - LO
Pajak Hiburan - LO

Tentonan Rim/Bloskop - LO

Pagelaran KesenlanfMusik/Tari/Busana - LO

Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO

Pameran - LO

Diskatik, Karaoke, Kiab Malam dan Sejenisnya - LO

Sirikus/Alaobat/Sulap - LO

Permalnan Bilyar, Golf, Bowling - LO

Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO

Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran {fitnes
center) - LO

Pertandingan Olahraga - LO
Pajak Reklame - LO
Pajak Reklame Papan/Blliboard/VideotronfMegatron - LO
Pajak Reldame Kain - LO
Pajok Rekdame Meleknt/Stiker - LO
Pajak Reldame Selebaran - LO
Pajak Reidame Berjslan - LO
Pajak Reldame Udara - LO
Pajak Reldame Apung - LO
Pajek Reklame Suara - LO
Pajak Reklame FilmfSlide - LO
Pajak Reldame Peragaon - LO
Pajak Fenerangan Jalan - LO
Pajak Penerangzan Jalan Dihasilkan Sendir - LO
Pajak Penerangan J2lan Sumber Lain - LO
Pajsk Parkir - LO
Pajak Parkr - LO
Pajak Alr Tangh - LO
Pajuk Alr Tanah - LO
Pajak Sarang Burung Walet - LO
Pajak Sararg Burung Walet - LO
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
Asbes - LO




NODE REKENING URAIAN NORMAL
8.1.1.14.02 Batu Tulis - LO
8.1.1.14.03 Batu setengah permata - LO
8.1.1.14.04 Batu Kapur - LO
8.1.1.14.05 Batu Apung - LO
8.1.1.14.08 Batu Permata - LO
8.1.1.14,07 Bentonit - LO
8.1.1.14.08 Dotomit - LO
8.1.1.14.09 Feldspar - LO
8.1.1.14.10 Garam Batu (Halte) - LO
8.1.1.149.11 Grefit - LO
8.1.1.14,.12 Granit/Andesit - LO
8.1.1.14.13 Gips - LO
8.1.1.14. 14 Kalsit - LO
8.1.1.14.15 Kaalln - LO
8.1.1.14.16 Leusit - LO
8.1.1.14.17 Magnesit - LO
8.1.1.14.18 Mika - LO
8.1.1.14,19 Marmer - LO
8.1.1.14.20 Nitrat - LO
8.1.1.14. 2 Opsidien - LO
8.1.1.14.22 Oker - LO
8.1.1.14.8 Pasir dan kerlkd - LO
8.1.1.14.24 Pasir Kuarsa - LO
8.1.1.14.28 Perit - LO
8.1.1.14.26 Phospat - LO
8.1.1.14.27 Tok - LO
8.1.1.14.28 Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8.1.1.14.29 Tanah Diatome - LO
8.1.1.14.30 Tanah Liat - LO
8.1.1.14.31 Tawas (Alum) - LO
8.1.1.14.32 Tras - LO
8.1,1.14.33 Yerosif - LO
8.1.1.14.34 Zeolit - LO
8.1.1.14.35 Basal - LO
8.1.1.14.36 Trokit - LO
8.1.1.14.37 Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO
8.1.1.15 Pajsk Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8.1.1.15.01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotazn - LO
8.1.1.16 Bea Peroiehan Hak Atas Tanah don Bangunan (BPHTB) - LO
8.1.1.16.01 BPHTB - Pemindzhan Hak - LO
8.1.1.16.02 BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8.1.2 Pendapatan Retribusl Daerah - LO K
8.1.2.01 Retribusi Pelsyanan Kesehatan - LO
8.1.2.01.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8.1.2.01.02 Puskesmas keliling - LO
8.1,2.01.03 Puskesmas pembantu - LO
8.1.2.01.04 Balal Pengobatan - LO
8.1.2.01.08 Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8.1.2.01.06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki
dan/atau Dikelols cleh Pemda - LO
8.1.2.02 Retribusi Pefayanan Persampahen/ Kebersihan - LO
8.1,2.02.01 Pengambilan/Penrgumpulan Sampah dari Sumbemya ke Lokasi
Pembuangan Sementara - LO
8.1.2,02.02 Penganglattan Sampah dart Sumbernya danfatau Lokast
Pembuangan Sementara ke Lokasi Pernbuangan/Pembuangan
Akhlr Sampah - LO
8.1.2.02.03 Penyediaan Lokas! Pembuangan/Pemusnahan Alkhtr Sampah - LO
8.1.2.03 Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartuy Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipll - LD
8.1.2.03.01 Kartu Tanda Penduduk - LO
8.1,2.03,02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggel - LO
8.1.2.03.03 Kartu ldentitas Keria - LO
8.1,2.03.04 Kartu Penduduk Sementara - LO
8.1.2.03.05 Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8.1.2.03.06 Kartu Kefuarga - LO
8.1.2.03.07 Alka Catatan Sipil - LO
8.1.2.04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

8.1.2.04.01

Pelayanan Penguburan/Permakaman - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL

8.1.2.04.02 Sawa Tempat Pemakaman atau Pembalaran/Pengabuan Mayat -
Lo

8.1.2.05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepl Jalan Umum - LO

8.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Paridr di Tepi Jalan Umum - LO

8.1.2.06 Retribusi Pelsyanan Pasar - LO

8.1.2.06.01 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO

8.1.2.06.02 Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO

8.1.2.06.03 Retribusi Pelayanan Pasaer - Klos - LO

8.1,2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO

8.1.2.07.01 Retribusi PXB - Mobd Penumpang - Sedan - LO

8.1.2.07.02 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO

8.1.2.07.03 Retribusi PKB - Mobll Penumpang - Minibus - LO

8.1.2.07.04 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO

8.1.,2.07.05 Retribusl PKB - Mobil Bus - Bus - LO

8.1.2.07.06 Retribusl PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO

8.1.2.07.07 Rearibusi PKB - Mobd Barangf Beban - Light Truck - LO

8.1.2.07.08 Retribust PKB - Mahil Barang/ Beban - Truck - LO

8.1.2.07.09 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO

8.1.2.07.10 Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Mator Rode 3 - LO

8.1.2.07.11 Retribusl PKB - Kendaraan Sermotor yang Dicperasikan di Alr - LO

8.1.2.08 Retribusl Pemeriksaan Alat Pernadam Kebakaran - LO

8.1.2.08.01 Pelayanan Pemeriksaan danjatau Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran - LO

8.1.2.08.02 Alat Penanggulangan Kebakzran - LO

8.1.2.08.03 Alat Penyelamatan Jiwa - LO

8.1.2.09 Retribus! Penggantian Blaya Cetnk Peta - LO

8.1.2.09.01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO

8.1.2.09.02 Penyediaan Peta Foto - LO

8,1.2.09.03 Penyediaan Peta Digital - LO

8.1.2.09.04 Penyediaan Peta Tematik - LO

8.1.2.09.05 Penyediasan Peta Teknls (Strultur) - LO

8.1.2.10 Retribusi Penyediazn dan/atau Penyedotan Kakus - LO

8.1.2.10.01 Penyedizan dan/atau Penyedcten Kakus - LO

8.1.2.11 Retribusi Pengoizhan Limbah Cair - LO

8.1.2.11.01 Rumah Tengga - LO

8.1.2.11.02 Perkantoran - LO

8.1.2.11.03 Industri - LO

8.1.2.12 Retribus) Pelayanan TerafTera Ulang - LO

8.1.2.12.01 Pengufian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya -
Lo

8.1.2.12.02 Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO

8.1.2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

8.1.2.13.01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO

8.1.2.13.02 Pelatihan Teknis - LO

8.1.2.14 Retribusi Pengendalian Menara Tetekomunikasi - LO

8.1.2.14.01 Pemanfaatan Rueng untuk Menara Telekomunikasi - LO

8.1.2.15 Retribus! Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

8.1.2.15.01 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO

8.1.2.15.02 Laberatorfum - LO

8.1.2.15.03 Ruangan -LO

8.1.2.15.04 Kendaraan Bermatar - LO

8.1.2.16 Retribus! Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO

8.1.2.16.01 Penyediaan Fasliitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO

8.1.2.16.02 Fasilltas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO

8.1.2.16.03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah - LO

8.1.2.17 Retribusl Tempat Pelelangan - LO

8.1.2.17.01 Pelelangan Ikan - LO

8.1.2.17.02 pelelangan Temak - LO

8.1.2.17.03 Pelelangan Hasll Bumi - LO

8.1.2.17.04 Pelelangan Hasil Hutan - LO

8.1.2.17.05 Jasa Pelelangan serta Fasiltas Lainnya yang Disediakan di Tempat
Pelelangan - LO

8.1.2.18 Retribusl Terminal - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL
8.1.2.18.00 Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum - LO
8.1.2.18.02 Tempat Kegiatan Usaha - LO
8.1.2.18.03 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Temnina! - LO
8.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Paridr - LO
8.1.2.19.01 Pefayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8.1.2.20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8.1.2.20.01 Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8.1.2.21 Retribusl Rumah Potong Hewan - LO
8.1.2.21.01 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO
8.1.2.21.02 Pelsyanen Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipstong - LO
8.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8.1.2.22.01 Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Qlzh rzga- LO
8.1.2.23.01 Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8.1.2.23.02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8.1.2.23.03 Pelayanen Tempat Olahraga - LO
8.1.2.24 Retribusi Penyebrangan Alr - LO
8.1.2.24.01 Pelayanan Penyebrangan Grang - LO
8.1.2,24.02 Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8.1.2.25 Retribus! Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8.1.2.25.01 Penjualan Hasil Produks! Usaha Daerah - LO
8.1.2.28 Retribusi I2in Mendirikan Bangunan - LO
8.1.2.26.01 Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO
8.1.2.27 Retribusi 1zin Tempat Penfualan Minuman Beralkoho! - LO
8.1.2.27.01 PLzmbuianlzinunNK melakukan Penjualan Minuman Beralkoha! -
8.1.2.28 Retribusi 1zin Ganrgguan - LO
8.1.2.28.01 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Xeg!atan kepada Orang
Pribadi - LO
8.1.2.28.02 anammwwmm-
8.1.2.29 Retribusi 1zin Trayek - LO
8.1.2.29.01 Pemberian Izin Trayek kepada Crang Pribadi - LO
8.1.2,29.02 Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8.1.2.30 Retribus! 1zin Perikanan - LO
8.1.2.30.01 Pemberian [zin Usaha Perikanan kepsda Orang Pribadi - LO
8.1.2.30.02 Pemberian 12in Usaha Perikanan kepada Badan - LO
8.1.2.31 Retribusi Pengendalian Laju Lintas - LO
8.1.2.31.01 Penggunazn Ruas Jalan Tertentu - LO
8.1.2.31.02 Penggunsan Koridor Tertentu -LO
8.1.2.31.03 Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh
Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
8.1.2.32 Retribusi Perpanjangan 1zin Memnpekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) - LO
8.1.2.32.01 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing - LO
8.1.3 Pendapatan Hasl) Pengelolasn Kekayaan Dacrah yang K
Diptsahkan - LO
8.1.3.01 Bagian Loba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mitik
DaerahfBUMD - LO
8.1.3.01.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modz) pada Perusahaan Daerah - LO
8.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD ............ . -0
8.1.3.01,03 [2~ SN
8.1.3.02 Bagfan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN - LO
8.1.3.02.01 B2gian Laba atas Penyertaan Modal pads BUMN - LO
8.1.3,02.02 Dst.....cveeneee
8.1.3.03 gghnLabaaﬂstmModalpadaPMmMﬂlksm-
8.1.3.03.01 BatgianubaatasPerwammmdalpadaPemﬂhaanMﬂikSm
8.1.3.03.02 [, O




KODE REKENING URAIAN NORMAL
8.1.4 Latn-fala PAD Yang Soh -LO X
8.1.4.01 Hasil Penfuslan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8.1.4.01.01 Hasil Penjualan Tanah - LO
8.1.4.01.02 Hasi) Penjusian Peralatan/Mesin - LO
8.1.4.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8.1.4.01.04 Hasil Penjualan Jalan, Irigasl dan Jaringan - LO
8.1.4.01.05 Hasil Penjuatan Aset Tetap Lainnya - LO
8.1.4.02 Hasll Penjuatan Aset Lainaya - LO
8.1.4.02.01 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8.1.4.03 Penerimean Jasa Giro - LO
8.1.4.,03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LO
8.1.4.03.02 Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8.1.4.03.03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8.1.4.03.04 [+, = S
8.1.49.04 Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.04.01 Pendapstan Bunga Deposito - LO
8.1.4.04.02 Pendapatan Bunga Dana Berguflr - LO
8.1.4.04.03 [, 1 S
8.1.4,05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8.1.4.05.01 Tuntutan Gant Kerugian Dzerzh Terhadap Bendahara - LO
8.1.4.05.02 Tunhtan Ganti Kesugian Daergh Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendshara - LO

8.1.4.06 Kormisi, Potongan dan Sefisih Nilal Tukar Rupish - LO

8.1.4,06.01 Penerimaan Korrdsl dari Penempatan Kas Daerah - LO

8.1.4.06.02 Penerimaan Potongan darl ... -0

8.1.4,06.03 Penerimaan Keuntungan Selisih Nital Tukar Ruplah darl ....civeeee =
10

8.1.4.06,.04 [0 Z

8.1.4.07 Pendapatzn Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekesjaan - LO

8.1.4.07.01 Pendapaton Denda atas Keterlambatan Pelsksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan - LO

8.1.4.07.02 Pendapatzn Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bldang Kesehatan - LO

8.1.4.07.03 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LO

8.1.4.07.04 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perumahan Rakyat - LO

8.1.4.07.05 Pendapatan Denda atas Keteriambaten Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Penataan Ruang - 10

8.1.4.07.06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perencanaan Pembangunan - LO

8.1.4.07,.07 Pendapatan Derda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perhubungan - LO

8.1.4,.07.08 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Lingkungan Hidup - LO

8.1.4.07,09 Pendapatan Denda atss Keterlambatan Pejaksanaan Pekerjaan
Bidang Pertanahan - LO

8.1.4.07.10 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO

8.1.4,.07.11 Pendapatan Denda atas Keterfambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO

8.1.4.07.12 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sefahtera - LO

8.1.4,07.13 Dst..

8.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak - LO

8.1.4.08.01 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO

8.1.4.08,02 Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO

8.1.4.08.03 Pendapatan Denda Pajak Bzhan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

8.1.4.08.04 Pendapatan Denda Pajak Alr Permukaan - LO

8.1.4.08.05 Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO

8.1.4.08.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO

8.1.4.08.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO

8.1.4.08.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO

8.1.4.08.09 Pendapatan Denda Pajak Reldame - LO

8.1.4.08.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO

8.1,4.08.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO

8.1.4.08.12 Pendapatan Denda Pajak Alr Taneh - LO

8.1.49.08.13 Pendopatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO

8.1.4.08.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL

8.1.4.08.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan - LO

8.1.4.08.16 Pendapatan Denda Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
w

8.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi - LO

8.1.4.09.01 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Keschatan - LO

8.1.4.09.02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampehan/ Kebersihan
Lo

8.1.4.09.03 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO

8.1.4.09.04 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat - LO

8.1,4.09.05 Pendapatan Denda Retribus) Pelayanan Parkir di Tep) Jalan Umum
Lo

8.1.4.09.06 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO

8.1.4.09.07 Pendapatan Denda Retribusi Pengufian Kendaraan Bermoter - LO

8.1.4.09.08 Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebskaren - LO

8.1.4.09.09 Pendapstan Denda Retribus) Penggantisn Blaya Cetak Peta - LO

8.1.4.09.10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus - LO

8.1.4.09.11 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Umbah Cair - LO

8.1.4.09.12 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan TerafTerz Ulang - LO

8.1.4.09.13 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO

8.1.4.09.14 Pendapatan Denda Retribusi Pengendafian Menara Telakomunikasi
-0

8.1.4.09.15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LO

8.1.4.09.16 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan -
Lo

8.1.4.09.17 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO

8.1.4.09.18 Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO

8.1.4.09.19 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

8.1.4.09.20 Pendapatan Denda Retribus) Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa - LO

8.1.4.09.2 Pendapatan Denda Retribust Rumsh Potong Hewan - LO

8.1.4,00.22 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelebuhen - LO

8.1.4.09.23 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreas) dan Olah raga- LO

8.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Alr - LO

8.1.4.09.25 Pendapatan Denda Retribust Penjualan Produksi Usaha Daerah -
o

8.1.4.09.26 Pendapatan Denda Retribusl 1zin Mendirikan Bangunan - LO

8.1.4.09,.27 Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol - LO

8.1.4.09.28 Pendapaten Dends Retribusi Izin Gangguan - LO

8.1.4.09.29 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO

8.1.4.09.30 Pendapatan Dendo Retribusi 12in Perikanan - LO

8.1.4.09.31 Pendapatan Denda Retribusi Pengendatian Lalu Uintas - LO

8.1.4.09.32 Pendapatan Denda Retribusl Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

8.1.4.10 Pendapatan Denda Pemanfastan Aset Qaerah - LO

8.1.4.10.01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

8.1.4.10.02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO

8.1.4.10.03 Pendapatan Denda Bangun Guna Sereh - LO

8.1.4.10.04 Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO

8.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO

8.1.4.11.01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO

8.1.4.11.02 [ > S

8.1.4.12 Pendapatan Hasil Ekselassi atas Jaminan - LO

8.1.4.12.01 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaon
Barang/Jasa - LO

8.1.4.12.02 Hasll Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO

8.1.,4.12.03 [, S

8.1.4.13 Pendapatan darl Pengembalian -LO

8.1.4.13.01 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO

8.1.4.13.02 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebthan Pembayaran Asurans)
Kesehatan - LO

8.1.4.13.03 Pendapatan Dari Pengembafian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tunjangan - LO

8.1.4.13.04

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pemmbayaran Perjalanan
-0

Dinas




KODE REKENING

URAIAN NORMAL
8.1.4.13.08 Pendapatan Darl Pengembalian Uang Muka - LO
8.1.4.13,06 [ 2. SR '
8.1.4.14 Fasilitas Sosiat dan Fasiiitas Umum - LO
8.1.4.14.01 Fasititas Soslal - LO
8.1.4.14,02 Fasllitas Umum - LO
8.1.4.14.03 D8t ..ovcvnneee
8.1.4.15 Pendapstan Penyelenggaraan Sekotah dan Dikiat - LO
8.1.4,.15.01 Pendapetan Penyelenggaraan Sekalah - LO
8.1.4,15.02 Pendapatan Penyelenggaraan Dikiat - LO
8.1.4.15.03 [2. J—
8.1.4.16 Pendapatan darl Penyelenggaraan Pend!dikan dan Pelatihan - LO
8.1.4.16.01 Uang Pendaftaranjujian Masuk - LO
8.1.4.16.02 Uzang SekelahfPendidikan dan Pelathan - LO
8.1.4,.16.03 Vang Ujian Kenatkan Tingkay/Kelas - LO
8.1.4.16.04 Dst.ernnns
8.1.4.17 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8.1.4.17.01 Angsuran/Cldlian Penjualan Rumah Dinas Daerah Gelongan 111 -
o]

8.1.4.17.02 Angsuran/Cicilan Penjualan Kenderaan Perosangan Dinas - LO

8.1.4.18 Hasil darf Pemanfastan Kekayaan Daerzh - LO

8.1.49.18.01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO

8.1.4.18.02 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daereh Kerjasama Pemanfaatan-
[Te]

8.1.4.18.03 Hasil dari Pemanfostan Kekoyaan Daersh Bangun Guna Sersh - LO,

8.1.4.18.04 Hasil deri Pemanfaatan Kekoyaan Daerah Bangun Serah Guna - LO|

8.1.4.19 Pendapatan Zakat - LO

8.1.4.19.01 Pendapatan Zakat - LO

8.1.4.19.02 L2 - SO

8.1.4.20 Pendapatzn 8LUD - LO

8.1.4.20.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO

8.1.4.20.02 Pendapatan Hibah BLUD - LO

8.1.4.20.03 Pendapatan Hasll Kerjasema BLUD - LO

8.1.4.20.04 Pendapatan Lain-laln BLUD - LO

8.1.4.2 Hasil dar] pengelolaan dana bergulir

8.1.4.21.01 Hast| dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok
Masyaralat............. - LO

8.1.4,21.02 [+ SRR

8.1.4.22 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO

8.1.4.2.01 Laindain PAD Yang Sah Lainnya - LO

8.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

8.2.1 Pendapaton Transfer Pemerintah Pusat -LO K

8.2.1.01 Bagl Hastl Pajak - LO

8.2.1.01.01 Bagi Hastl darl Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pestambangan -
Lo

8.2.1.01.02 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Seidor Perkebunan - LO

8.2.1.01.03 Bagi Hasll dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO

8.2.1.01.04 BagirmﬂdariMPasalzsdanPasal”WPOrangPﬂbadiDalam
Negerl dan Pph Pasal 21 - LO

8.2.1.01,05 Bagi Hasil Cukal Hasll tembakau - LO

8.2.1.01.06 Dst cvcrenan

8.2,1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

8.2.1.02.01 Bag} Hasil dari Turan Hak Pengusahazn Hutan - (O

8.2.1.02.02 Bagi Hasi dari Provis) Sumber Daya Hutan - LO

8.2.1.02.03 Bag! Hasil dari Dana Reboisasi - LO

8.2.1.02.04 Bagi Hasil dari luran Tetap (Land-Rent) - LO

8.2.1.02.08 Bagh Hasil darl Juran Eksplorest dan furan Exsploitast (Royelt) - LO

8.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO

8.2.1.02,07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO

8.2.1.02.08 Bagj Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO

8.2.1.02.09 Bagl Hasll dari Pertambangan Gas Bumi - LO

8.2.1.02.10 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO

8.2.1.02.11 DSt ovvenneen o

8.2.1.03 Dana Alokasi Urum (DAU) - LO




SALDO

KODE REKENING URAIAN NORMAL
8.2.1.03.01 Dana Alokast Umum - LO

8.2.1.04 Dana Alokast Khusus (DAX) - LO

8.2.1.04.01 DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO

8.2,1.04.02 0AK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO

8.2.1.04.03 DAK Bidang Infrastruktu Alr Minum - LO

8.2.1.04.04 DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO

8.2.1,04.05 DAK Bidang Keluarga Berencana - LO

8.2.1.04.06 DAX Bidang Kehutanan - LO

8.2.1.04.07 DAK Bidang Perumshan dan Kawasan Pemukiman - LO
8.2.1.04.08 DAK Bidang Kesehatan - LO

8.2.1.04.09 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO

8.2.1.04.10 DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO

8.2.1.04.11 DAK Bldang Transportasi Perdesaan - LO

8.2.1.04.12 DAX Bidang Perdagangan - LO

8.2.1.04.13 DAX Bidang Ungkungan Hidup - LO

8.2.1.04.14 DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8.2.1.04.15 DAX Bidang Pestanian - LO

8.2.1.04.16 DAK Bidang Energl Pedesaan - LO

8.2.1.04.17 DAK Bidang Sarara dan Prasarena Kawasan Perbatasan - LO
8.2.1.04.18 DAX Bidang Pendidian - LO

8.2.1.04.19 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darst - LO

8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lalnnya - LO K
8.2.2.01 Dana Ctenomi Khusus - LO

8.2.2.01.01 Dana Otonomd Khusus - LO

8.2.2.01.02 Dana Tambahan Infrastruktur - LO

8.2.2.02 Dana Keistimewaan - LO

8.2.2.02.01 Dana Keistimewaan - LO

8.2.2.03 Dana Penyesuzian - LO

8.2.2.03.01 Tunjangan Prefest Gueu PNSD - LO

8.2.2.03.02 Oana Tambzahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8.2.2.03.03 Dana Insentif Daerah - LO

8.2.2.03.04 Dana Proyek Pemerintah Oaerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8.2.2.03.05 Bantuan Operasional Sekolah - LO

8.2.2.03.06 - SO .

8.2.3 Pendapatan Transfer Pemesintah Daerah Lainnya - LO K
8.2.3.01 Pendapatan Bag! Hasll Pajak - LO

8.2.3.01.01 Pendapatan Bag) Hasil Pajak - LO

8.2.3.01.02 Dst ..o

8.2.3.02 Pendapatan 8agi Hasil Lainnya - LO

8.2.3.02.01 Pendapatan Bagi Has!! Lainnya - LO

8.2.3.02.02

8.2.3.03 Pendapatan Dana Gtonomd Khusus - LO

8.2.3.03.01 Pendapatan Dana Ctonomi Khusus - LO

8.2.4 Bantuan Keuangan - L0 K
8.2.4.01 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Provinsi Lairnya - LO
8.2.4.01.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ...... -L0
8.2.4,01.02 .2 O

8.2.4.02 Bantuan Keuangan darl Pemerintzh Daerah Ksbupaten - LO
8.2.4.02.01 Bantuan Kauanchdarl Pemerintah Daerah Kabupaten
8.2.49.02.02 Dst ...

8.2.4.03 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerch Kota - LO
8.2.4.03.01 Bantuan Keuangan :arl Pemerintah Daerah Kota
8.2.4.03.02 [ 2 SRR

8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

8.3.1 Pendapatan Hibah - LO K
8.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemertntah - LO

8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah darl Pemerintah - LO

8.3.1.01.02 (2.2 JOT, :

8.3.1.02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerzah Lainnya - LO
8.3.1.02.01 Pendupatan Hibah dari Pemesintah Daerah Lalnnys - LO
8.3.1.02.02 [ >, - SUC

8.3.1.03

Pendapatan Hibth dari BadanfLembaga/Organisas! Swasta dalam




SALDO

KODE REKENING URAIAN NORMAL
Negen - LU
8.3.1.03.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Neger - LO
8.3.1.03.02 [0, S
8.3.1.04 Pendapatan Hibah dan kelempok masyarakat/perorangan - LO
8.3.1.04.01 Pendapatan Hibah darl kelompok masyarakat - LO
8.3.1.04.02 Pendapatan Hibah darl kelompok perorangan - LO
8.3.2 Dana Darurat - LO «
8.3.2.01 Dana Darurat - LO
8.3.2.01.01 KorbanfKerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8.3.2.01.02 Dst ......
8.3.3 Pendapatan Lalnnya -LO K
8.3.3.01 Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01.01 Pendapatan Lainnya - LO
8.3.3.01,02 [ ZS—
8.4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8.4.1 Surp{us Penjualan Aset Non Lancor - LO K
8.4.1.01 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4,1.01.01 Surplus Penjuaian Aset Tanah - LO
8.4.1.01,02 Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8.4.1,01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bargunan - LO
8.4.1.01.04 Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8.4.1.01.05 Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8.4.1.01.086 Surplus Pelepasan Investasl Jangka Panfang - LO
8.4.1.01.07 (2, SRR
8.4.2 Surplus Penyelesalan Kewajiban Jangko Panjang - LO K
8.4.2.01 Surplus Penyelesalan Kewafiban Jangka Panjang - LO
8.4.2.01.01 Surplus Penyelesaian Utang Dalam Neger Sektor Perbankan - LO
8.4.2.01.02 S!Bmlus Penyelesaian Utang Darl Lembaga Keuangan Sukan Bank -
8.4,2.01.03 Surplus Penyelesalan Utang Dalam Negerl- Gbligas! « LO
8.4.2.01.04 Surplus Penyelesalan Utang Pemerintzh Pusat - LO
8.4.2.01.05 Surpius Penyelesaian Utang Pemerintah Provins! - LO
8.4.2.01.06 Surplus Penyelesaian Utang Pemerintzh Kabupaten/Kota - LO
8.4.2.01.07 Surplus Penyelesaian Premium {Diskonto) Obligasi - LO
9.4.2,01.08 Dst ..o
8.4.3 Surplus darl Keglotan Non Operasional Latanya - LO K
8.4.3.01 Surplus darl Kegiatan Non Operaslonal Lainnya - LO
8.4.3.01.01 Surplus darl Keglatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01.02 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8.5 PENDAPATAN LUAR BIASA -LO
8.5.1 Pendapatan Luar Blasa - LO K
8.5.1.01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8.5.1.01.01 Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
9 BEBAN
9.1 BEBAN OPERASI
9.1.1 Beban Pegawal - LO ]
9.1.1.01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9.1.1.01.01 Gafi Pokok PNS / Uang Representas! - LO
9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga - LO
9.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan - LO
9.1.1.01.04 Tunfangzn Fungstonal - LO
9.1.1,01.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO
9.1.1.01.06 Tunjangan Beras - LO
9.1.1.01.07 Tunjangan PPhfTunjangan Khusus - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL

9.1.1.01.08 Pembitatan Gaji - LO

9.1.1.01.09 luran Jaminan Kesehatan - LO

9.1.1.01.10 Uang Paket - LO

9.1.1.01.11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO

9.1.,1.01.12 Tunjangan Komisi - LO

9.1.1,01.13 Tunjangan Bzdan Anggaran - LO

9.1.1.01.14 Tunfangan Badan Kehormatan - LO

9.1.1.01.135 Tunfangan Alat Kelergkapan Lainnya - LD

9.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan - LO

9.1.1.01.17 Uang Duks Wafat/Tewas - LO

9.1.1.01.18 Uang Jesa Pengabdian - LO

9.1,1.01.19 Befanja Penunjang Operasional Pimgpinan OPRD - LO

9.1.1.01.20 Tunfangan Kesehatan OPRD - LO

9.1.1,02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

9.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO

9.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Temmpat Bertizgas - LO

9.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO

9.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangiaan Profesi - LD

9.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarksn Prestasi Kerja - LO

9.1,1.03 Beban Penerimaan Leinnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WXDH - LO

9.1.1,03.01 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD - LO

9.1.1.03.02 Beban Penunjang Operasicnal KDH/WXDH - LO

9.1.1.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO

9.1.1.04.01 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

9.1.1.04.02 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO

9.1.1.04.03 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutznan - LO

9.1.1.04.04 Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan - LO

9.1.1.04,08 Beban Pemungutan PBB - LO

9.1.1.,05 Insentif Pemungutan Pajek Daerah

9.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor -
Lo

9.1.1.05.02 Insentif Pemungutan Pajek Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan
Benmator - LO

9.1.1.,05.03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar
Kendarzan Bermotor - LO

9.1.1.05.04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajek Air Permukaan - LO

9.1.1,05.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokek - LO

9.1.1.05.06 Insentif Pemungutan Pajak Daersh - Pajak Hotel - LO

9.1.1.05.07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO

9.1.1.05.08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO

9.1.1.05.09 Insentlf Permungutan Pajak Daerah - Pajak Reklamne - LO

9.1.1.05.10 Insentif Pernungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO

9.1.1.05.11 Insentif Permungutan Pajak Daerah - Pajak Parkdr - LO

9.1.1.05.12 Insentif Permungutan Pajak Daerah - Pajak Alr Tanah - LO

9.1.1,05.13 Insentif Permungutan Pajak Daerah - Pafak Sarang Burung Walet -
Lo

9.1.1.05.14 Insentf Penungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan - LO

9.1.1.05.15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan - LO

9.1,1.05.16 Insentif Pemmungutan Pajak Daerah - Bea Peroiehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan - LO

9.1.1.05.17 Insentif Pernungutan Pojak Daerah - LO

9.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

9.1.1.06.01 Insentif Permingutan Retribusl Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO

9.1.1.06.02 Insentif Pemungutan Retribusi Daersh - Pefayanan Persampahan/
Kebersihan - LO

9.1.1.06.03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Blaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO

9.1.1.06,04 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat - LO

9.1.1.,06.05 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum - LO

9.1.1.06.06 Insentif Pemungutan Retribusi Oaerah - Pelayanan Pasar - LO

9.1.1,06.07 Ingsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan

Bermator - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL

9.1.1.06.08 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat
Pemnadam Kebakaran - LO

9.1.1.06.09 Insentif Pemungutan Retribusi Caerzh - Penggantian Blaya Cetzk
Peta - LO

9.1.1.056.10 Insentif Pemungutzn Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus - LO

9.1.1.06.1 Insentif Pemungutan Retribusl Oaerah - Pengolahan Limbah Cair -
L

9.1.1.06.12 Insentif Pemungutan Retribusl Oaerah - Pelayanan TerafTera
Ularng - LO

9.1.1.06.13 Insentif Pemungutan Retribusi Ozerah - Pelayanan Pendidikan -
L

9.1.1.06.14 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Pengendalian Menara
Telekomunikagl - LO

9.1.1.06.15 Insentif Pemungutan Retribus! Daerah - Pemakalan Kekayaan
Daersh - LO

9.1.1.06.16 Insentif Pemungutan Retribus! Daersh - Pasar Grosir danf atau
Pertokoan - LO

9.1.1.06.17 Insentif Pemungutan Retribust Daerah - Tempat Pelelangan - LO

9.1.1.06.18 Insentif Pemungutan Retribust Daerch - Terminal - LO

9.1.1.06.19 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Tempat Khusus Parkir -
L

9.1.1.06.20 Insentif Permungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa - LO

9.1.1.066.21 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan -
L

9.1.1.06.22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan -
Lo

9.1.1.06.23 Insentif Pemungutan Retribusi Daergh - Tempat Rekreasi dan Olah
rega- LO

9.1.1.06.24 Insentif Pemungutan Retribus) Daerzh - Penyebrangan Alr - LO

9.1.1.06.25 Insentif Pemungutan Retribusi Daerzh - Penjualan Produksi Ussha
Daerah - LO

9.1.1.06.26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Mendirikan Bangunan
-

9,1.1.06.27 Insentif Pemungutan Retribusl Daerah - Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkchol - LO

9.1.1.06.28 Insentif Pemungutan Retribus! Daerah - Izin Gangguan - LO

9.1.1.06.29 Insentif Pemungutan Retribust Daerah - Izin Trayek - LO

9.1.1.06.30 Insentif Pemunguton Retribusl Daerah - Izin Perikangn - LO

9.1.1.06.31 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas -
Lo

9.1.1.06.32 Insentif Pemunguten Retribust Daerah - Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tensga Kerja Asing (IMTA) - LO

9.1.1.07 Uang Lembur - LO

9.1.1.07.01 Uang Lembur PNS - LO

9.1.1.07.02 Uang Ltembur Non PNS - LO

9.1.2 Beban Barang dan Jasa D

9.1.2.01 Beban 8ahan Pakal Habis

9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tufis Kantor

9.1.2.01.02 Beban Persediaan ODckumen/Administrasi Tender

9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering}

9,1,2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materal dan Benda Pos Lainnya

9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersth

9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

9.1.2.01.07 Beban Persediaan Penglsian Tabung Pemadam Kebakaran

9.1,2,01.08 Beban Persediaan Pengisian Isf Tabung Gas

9.1.2.01.09 Dst ...

9.1.2.02 Beban Persediaan Bahan/ Material

9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan

9.1.2.02.02 Beban Persedliaan Bahan/Bibit Tanaman

9.1.2.02.03 Beban Persedisan Bibit Temak

9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bzhan Obat-obatan

9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimla

9.1.2.02.06 Beban Persediaan Makanan Pekok

9.1.2.02.07 -~ S

9.1.2.03 Beban Jasa Kantor

9.1.2.03.01 Beban Jasa telepon

9.1.2.03.02 Beban Jasa air

9.1.2.03.0 Beban Jasa [istrik

9.1.2.03.04 Beben Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang




SALDO
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9.1.2.03.05 Beban Jasa Surat Kabar/Majalash
9.1.2.03.06 Beban Jasa Kawat/Faksimilifinternet
9.1.,2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman
9.1.2.03.08 Beban Jasa Sertifikasi
9.1,2.03.09 Beban Jasa Transaks! Keuangan
9.1,2.03.10 Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9.1.2.03.11 Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor
9.1.2.03.12 Dst .....
9.1.2.04 Beban Prems Asuransi
9.1.2.04.01 Beban Jasa Premi Asurans| Kesehatan
9.1.2.04.02 Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milk Daerah
9.1.2.04.03 Dst
9.1.2.05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.01 Beban Jasa Service
9.1.2.05.02 Beban Penggantian Suku Cadang
9.1.2.05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.1.2.05.04 Beban Jasa KIR
9.1.2.05,08 Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9.1.2.05.06 Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermaotor
9.1.2.05,07 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9.1.2.05.08 Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9.1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan
9.1.2.06.01 Beban Cetak
9.1.2,06.02 Beban Penggandsan
9.1.,2.06.03 Ost ...
9.1.2.,07 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.1.2.07.01 Beban Sewa Rumah JabatanfRurmah Dinas
9.1.2.07,.02 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9.1.2.07.03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertesnuan
9.1.2.07.04 Beban Sewa Tempat ParkirfUang Tambat/Hanggar Sarana
Mobilitas
9.1.2.07.05 Dst ...
9.1.2.08 Beban Sewa Sarzna Moblilitas
9.1.2.08.01 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.1.2.08.02 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9.1.,2.08.03 Beban Sewa Sarana Mobifitas Udara
9.1.2.08.04 Dst ...
9.1.2.09 Beban Sewa Alat Berat
9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator
9.1.2.09.02 Behan Sewa Buldoser
9.1,2.09.03 Dst ...
9.1.2.10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.1.2.10.01 Beban Sewa Meja Kursi
9.1.2.10.02 Beban Sewa Komputer dan Printer
9.1.2.10.03 8eban Sewa Proyektor
9.1.2.10.04 Beban Sewa Generator
9.1.2.10.05 Beban Sewa Tenda
9.1.2.10.06 Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9.1.2.10.07 Dst ...
9.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman
9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawal
9.1.2.11.02 Beban Makanan dzn Minuman Rapat
9.1.2.11.03 Beban Makanan dzn Minuman Tamu
9.1.2.11.04 Beban Maianan dan Minuman Pelatihan
9.1.2.11.05 Dst ...
9.1.2.12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9.1.2.12.01 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9.1.2.12.02 Beban Palalan Sipil Harlan (PSH)
9.1.2.12.03 BebanPakalan Sipil Lengkap (PSL)
9.1.2.12.04 Beban Pakalan Ginas Harian (POH)
9.1.2.12.05 8eban Pakalan Dinas Upacara (PDU)
9.1.2.12.06 Dst ...
9.1.2.13 Beban Pakalan Kerja
9.1.2.13.01 Beban Pakaizn kerja lapangan




KODE REKENING URAIAN NORMAL

9.1.2,13.02 Dst ...

9.1.2.14 Beban Pakaian khusus dan hari-harl tertenty

9.1.2.14.01 Beban Pakaian KORPRI

9.1.2.14.02 Beban Pekalan Adat Ozerah

9.1.2.14.03 Beban Pakajan Batik Tradlsional

9.1.2.14.04 Beban Pakalan Olahraga

9.1.2.14.05 Dst ...

9.1.2.15 Beban Perjalanan Dinas

9.1.2.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalem Daerah

9.1.2.15,02 Beban Perjalanon Dinas Luar Daerah

9.1.2.15,03 Beban Perjalanan Dinas Luar Negerl

9.1.2.16 Beban Perjalanan Pindah Tugas

9.1.2.16.01 Beban Perjalanan Pindah Tugas Datam Daergh

9.1.2.16.02 Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah

9.1.2.17 Beban Pemulangan Pegawai

9.1.2.17.01 Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah

9.1.2,17.02 Beban Permulangan Pegawai yang Pensiun Lusr Dacroh

9.1.2.17.03 Beban Pemulangan Pegawat Yang Tewas Dalam Melaksanakan
Tugas

9.1.2.18 Beban Pemeliharaan

9.1.2.18.01 Beban Pemeliheran Tanah

9.1.2.18.02 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin

9.1.2.18.03 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

9.1.2.10.04 Beban Pemeliharan Jalan, Irigas, dzn Jaringan

9.1.2.18.05 Beban Pemeliharan Aset Tetop Lainnya

9.1.2.18.06 [+ SO

9.1.2.19 Beban Jasa Konsultasi

9.1.2.19.01 Beban Jasa Konsultansi Penelitian

9.1.2.19.02 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

9.1.2.19.03 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan

9.1.2.19.04 Dst ...

9.1.2.20 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pthak Ketiga

9.1.2.20.01 Beban Barang Yang Alknn Diserahkan Kepada Masyarakat

9.1.2.20.02 Beban Barang Yang Akan Diserzhkan Kepada Pihak Ketigs

9.1.2.20.03 [+~ SO

9.1.2.21 Beban Barang Untuk Dijua! kepada Masyarakat/Pihek Ketiga

9.1.2.21.01 Beban Barang Yang Akan Dijusl Kepada Masyarakst

9.1.2.21.02 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga

9.1.2.21.03 Dst ...

9.1.2.2 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

9.1.2.2.01 Beban Beasiswa Tugas Belajar D3

9.1.2.22.02 Beban Beasiswa Tugas Belajar 51

9.1.2.22.03 Beban Beasiswa Tugas Belajar 52

9.1.2.2.04 Beban Beasiswa Tugas Belajar S3

9.1.2.22.05 [ 2 SR

9.1.2.3 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatthan

9.1.2.23.02 Beban Sosialisasi

9.1.2.3.03 Beban Bimbingan Teknis

9.1.2.23.04 Dst ..

9.1.2.24 Beban Honorarlum Non Pegawai

9.1,2.24.01 Henorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

9.1.2.24.02 Moderator

9.1,.2.24.03 Ost.........ccn.

9.1.2.28 Honorarium PNS - LO

9.1.2.25.01 Honorsrium Panitia Pelzksana Kegiatan - LO

9.1.2.25.02 Honorarium Tim Pengadaan Bareng dan Jasa - LO

9.1,2.25.03 Honorarfum Tenage AhlifInstruldur/Narasumber - LO

9.1.2.25.04 Honorarfum PNS Lainnya - LO

9.1.2.26 Honorarlum Non PNS - LO

9.1.2.26.01 Honorarium Tenaga AhlifInstruktur/Narasumber - LO

9.1.2.26.02 Honorarium Pegawai Honorerftidak tetap - LO

9.1.2.27 Uang untuk diberikan kepzda Pihak Ketiga/Masyarakat

9.1.2.27.01 Uzng untuk diberikan kepada Pthak Ketigo
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5.1.2,27.02 Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat

9.1.3 B8eban Bunga D

9.1.3.01 Beban Bunga Utang Pinjaman

9.1.3.01.01 Beban Bunga Utang Pinjeman kepada Pemerintah

9.1.3.01.02 Beban Bunga Utarng Pinjaman kepada Pemerintah Daergh Lainnya

9.1.3.01.03 Beban Bunga Utarg Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

9.1.3.01.04 mn Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuargan Bukan

9.1.3.01.05 Bunga Wang Pinjaman Lalnnya

9.1.3.01.06 [0, JION O

9.1.3,02 Beban Bunga Utang Obligest

9.1.3.02.01 Beban Bunga Utang Obligasi

9.1.3.02.02 Dst ......

9.1.4 Beban Subsidi D

9.1.4.01 Beban Subsidi

9.1.4.01,01 8eban Subsidi kepada BUMN

9.1.4.01,02 Beban Subsidi kepada BUMD

9.1.4,01.03 Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lalnnya

9.1.4,01.04 [~ A

9.1.5 Beban Hibah D

9.1.5.01 Beban Hibah kepada Pemerintzh

9.1.5.01.01 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah

9.1.5.02 Beban Hibzh kepada Pemerintah Daerah Lainnya

9.1.5.02.01 Beban Hibah kepada Pemesintah Provinsi

9.1.5.02.02 Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten

9.1.5.02.03 Beban Hibah kepada Pemerintzh Kota

9.1.5.03 Beban Hibah kepada Perusahsan Daerah/BUMD

9.1.5.03.01 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD

9.1,5.03.02 Dst......coreene

9.1,5,04 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

9.1.5.04.01 Beban Hibah kepada Kelormpek Masyarakat

9.1.5.05 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9.1.5.05.01 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

9.1.5.05.02 Dst ...

9.1.5.06 Beban Hibzh Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar

9.1.5.06.01 Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di
kabupaten/kota....

9.1.5.06.05 Dst..

9.1.6 Beban Bantuan Soslal D

9.1,6.01 Beban Bantuan Soslal kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

9.1.6.01.01 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...

9.1.6.01,02

9.1.6.02 Beban Bantuan Sosial kepzda Masyarakat

9.1.6.02.01 Beban Bantuan Sosial kepada ....

9.1.6.02.02 2. N

9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi D

9.1.7.01 Beban Penyusutan Peralatzn dan Mesin

9.1,7.01.01 Beban Penyusutan Afat-Alat Besar Darat

9.1.7.01.02 Beban Penyusutan Afat-Alat Besar Apung

9.1.7.01.03 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu

9.1.7.01.04 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

9.1.7.01,05 Beban Penyusutan Alat Anglutan Darat Tak Bermotor

9.1.7.01.06 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor

9.1.7.01.07 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

9.1.7.01.08 Beban Penyusutan Alat Anglkat Bermotor Udara

9.1.7.01.09 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin

9,1,7.01.10 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin

9.1.7.01.11 Beben Penyusutan Alat Ukur

9.1.7.01.12 Beban Penyusutan Alat Pengotahan Pertanian

9.1.7.01.13 Beban Penyusutan Alat Pemeftharean TanamanjAlat Penyimpan
Pertanian

9.1,7.01.14 Beban Penyusutan Alat Kantor

9.1.7.01.15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangge

9.1.7.01.16 8ebean Penyusutan Peralatan Komputer
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9.1.7.01.17 Baban Penyusutan Meja Dan Kursi KerjafRapat Pejabat
9.1,7.01.18 Beban Penyusutan Alat Studio
9.1.7.01.19 Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9.1.7.01.20 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9.1.7.01.21 Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9.1.7.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesshatan
9.1.7.01.23 Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9.1.7.01.2¢ Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
$,1.7.01.25 Beban Penyusutan Unit Alat Laberatorium Kimia Nukiir
9.1.7.01.26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuldir / Elektronika
9.1.7.01.27 Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasl / Proteks! Ungkungan
9.1.7.01.28 Beban Penyusutan Radiaticn Aplficotion and Non Destructive

Testing Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.1,7.01.30 Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9.1.7.01.31 Beban Penyusutan Senjata Apt
9.1.7.01.32 Beban Penyusutan Persenfataan Non Senjata Api
9.1.7.01.33 Beban Penyusutan Senjata Sinar
9.1.7.01.34 Beban Penyusutan Alat X dan Perlindungan
9.1.7.02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.1.7.02.02 Beban Penyusutan 8angunan Gedung Tempat Tinggat
9.1.7.02.03 Beban Penyusutan Bangunan Menara
9.1.7.02.04 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9.1.7.02.05 Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9.1.7.,02.06 Beban Penyusutan Candi
9.1.7.02.07 Beban Penyusutan Menumen/Bangunan Bersejerah
9.1.7.02.08 Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9.1.7.02.09 Beban Peryusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.10 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Remby
9.1.7.02.11 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9.1.7.03 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9.1.7.03.01 Beban Penyusutan Jalan
9.1.7.03.02 Beban Penyusutan Jembatan
9.1.7.03.03 Beban Penyusutan Bangunan Alr lrigasi
9.1.7.03.04 Beban Penyusutan Bangunan Alr Pasang Surut
9.1.7.03.05 Beban Penyusutan Bangunan Alr Rawa
9.1.7.03.06 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai d2n
Penanggulangan Bencana Alam
9.1.7.03.07 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Alr
Tansh
9.1.7.03.08 Beban Penyusutan Bangunan Alr BersihjBaku
9.1.7.03.09 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9.1.7.03.10 Beban Perryusutan Bangunan Alr
9.1.7.03.11 Beban Penyusutan Instalasi Alr Minum/Air Bersth
9.1.7.03.12 Beban Penyusutan Instatasi Air Kotor
9.1.7.03.13 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9.1.7.03.14 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9.1,7.03.15 Beban Penyusutan Instalasi Pernbangidt Ustrik
9.1.7.03.16 Beban Penyusutan Instzlasi Gardu Listrik
9.1.7.03.17 Beban Penyusutan Instalast Pertahanan
9.1.7.03.18 Beban Penyusitan Instalasi Gas
9.1.7.03.19 Beban Penyusitan Instalasi Pengaman
9.1.7.03.20 Beban Penyusutan Jaringan Alr Minum
9.1.7.03.21 Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9.1.7.03.22 Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9.1.7.03.3 Beban Penyusutan Jaringan Gas
9.1.7.04 Beb2n Penyusutan Aset Tetap Lainnys
9.1.7.04.01 Beban Penyusutan Bulu
9.1.7.04.02 Beban Penyusutan Terbitan
9.1.7.04.03 Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
9.1.7.04.04 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
9.1.7.04.05 Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
9.1.7.04.06 Beban Penyusutan Aset Tetap - Renovasi
9.1.7.05 Beban Amoartisasi Aset Tidak Berwujud
9.1.7.05.01 Beban Amortisasi Goodwill
9.1.7.65.02 Beban Amortisasi Lisenst dan Frenchise
9.1.7.05.03 Beban Amortisasi Hak Cipta
9.1.7.05.04 Beban Amortisasi Paten
9.1.7.05.08 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
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9.1.8 Beban Penytsilian Plutang D
9.1.8.01 Beban Penylisihan Piutang Pendapatan
9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak
9.1.8.01.02 Beban Penylsthan Plutang Retribust
9.1.8.01.03 Beban Penylsihan Piutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Doerah

yang Dipisahkan
9.1.8.01.04 Beban Penyisihan Piutang Lain-laln PAD yang Sah
9.1.8.01.05 Beban Penytsihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9.1.8.01.06 Beban Penyisthan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9.1.8.01.07 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9.1.8.01.08 Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9.1.8.01.09 Beban Penylisihan Plutang Hibah
9.1.8.01.10 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9.1.8.01.11 Dst......
9.1.8.02 Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9.1.8.02.01 Beban Penyisthan Bagian Lancar Tzgihan Jangka Panjang
9.1.8.02.02 Beban Penyisihan Bagtan Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya
9.1.8.02.03 Beban Penytsihan Baglan Lancar Tagihan Penfaualan Angsuron
9.1.8.02.04 Beban Penyisihan Baglan Lancar Tegihan Tuntutan Ganti Rugi
9.1.8.02.05 Beban Penyisthan Uang Muka
9.1.8.02.06 Dst.....coes
9.1.9 Beban Lain-latn D
9.1.9.01 Beban Penurunan Nilol Investasi
9.1.9,01.01 Beban Penurunan Nilal Investasi
9.1.9.02 Beban Penylsthan Dana Bergulir
9.1.9.02.01 Beban Penyisihan Dana Bergulir
9.1.9.03 Beban Lain-lain
9.1.9,03.01 Beban Lain-lain
9.2 BEBAN TRANSFER
9.2.1 Beban Transfer Bagl Hasil Pajok Daerah ]
9.2.1.01 Beban Transfer Bagi Hasll Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota
9.2.1.01.01 Beban Transfer Bag! Hasll Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kcta
9.2.1.01.02 Mmm Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintzhan
9.2.1.01.,03 Baban Transfer Bagl Hasll Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
9.2.2 Baban Transfer Bagl Hasl) Pendopatan Lainnys D
9.2.2.01 Beban Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.01 Beban Transfer Bagl Hasll Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9.2.2.01.02 [ 2 S
9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ko Pemerintah Dacrah D
Lainnyn
9.2.3.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9.2.3.01.02 L2 O
9.2.3.02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9.2.3.02.02 v SO
9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ko Desa »]
9.2.4,01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.4.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya D
9.2.5.01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politk
9.2.5.01.01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9.2.6 Beban Transfer Dana Otonom! Khusus D
9.2.6.01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Keta....
9.2.6.01.01 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Keta....
9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL
9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 1]
9.3.1.01 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO




SALOO

KODE REKENING URATAN NORMAL
g9.3.1.01.31 Defisit Penjuatan Aset Tanah - LO
§.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
4.3.1.01.03 Oefisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9.3.1.01.04 Defisit Penjualan Asat Non Lancar/aset Tetap Leinnya - LO
9,32,1.01.05 Deflsit Pelepasan Tnvestas) Jangka Panjang - LO
B.3.1.01.08 Defisat Penjualan fset Lain-lan - 1O
9.3.1.01.07 Osy
9.3.2 Defisk Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang - LO D
g.3.2.01 Defisit Penyelesaian ¥ewajiban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negen Sekdor Perbankan - LG
9.3.2.01.02 Dwefistt Penyelesaian Mang Dan Lenbaga Kewangan Bukan Bank -
LO
%.3.2.01.03 Defisit Penyelesalan Utang Dalam Negen - Obligast - LD
£.3.2.01.0% Defizit Penyelesalan Utang Pemerintah Pusat - LG
9.3.2.01.058 Defisit Penyslesaian Utang Pemenntah Provins: - LO
5.3.2.01.06 Defisit Panyelesaian Dtang Pemerintah Kabupaten/kota - LO
9.3.2.01.07 Defisit Penyelesman Prenuumn {Chskonto} Obligasi - LO
9.,3.2.01.08 Dst ..
9.3.3 Deflott dati Keglatan Hon Operaslonal Lalnpya - LO D
9.3.3.01 Cefisit dan Kegatan Non Operasional Lainnya - LG
2.3.17.01.m Cefisit dari Kegoatan Hon Operasional Lainnya - LO
@.2.3.01.02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.03 Dt
G4 BERAM LUAR PIASA
9 4.1 Beban Luar Blaas D
9.4.1.01 Beban Luar Biasa
9.4,.1.01.01 Beban Tak Terduga
9.4.1.01.02 Beban Bencana Alam
5.4.1.01.03 Beban Luar Biasa Lannya

BuU PA’[‘[




KODE REKENING URAIAN NORMAL
9.3.1.01.01 Defisit Penjuatan Aset Tanah - LO

9.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

9.3.1.01.03 Defist Penjualon Aset Gedung dan Bangunan - LO

9.3.1.01.04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Leinnya - LO
9.3.1.01.05 Defisit Pefepasan Investasi Jangka Panfang - LO

9.3.1.01.08 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO

9.3.1.01.07 DRt ...iecrrenes

9.3.2 Defisit Penyelesalan Kewafiban Jangka Panjang - LO 1]
9.3.2.01 Defisit Penyelesalan Kewajiban Jangka Panjang - LO

9.3.2.01.01 Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Pesbankan - LO
9.3.2.01.02 Defisit Penyelesalan Utang Darl Lembaga Keuangan Bukan Bank -

Lo

9.3.2.01.03 Defisk Penyefesalan Utang Dalam Negerl - Obligasi - LO
9.3.2.01.04 Defisht Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO

9.3.2.01.05 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO

9.3.2.01.06 Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.07 Defisit Penyelesalan Premium (Diskonto) Obligasi - LO

9.3.2.01.08 [~ N

9.3.3 Deflsit darl Keglatan Non Operasional Lalnnya - LO D
9.3.3.01 Defisit darl Keglatan Non Cperasicnal Lainnya - LO

9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasiona! Lainnya - LO

9.3.3.01.02 Defisit Pelepasan Investasi Jangla Pendek - LO

9.3.3.01.03

9.4 BEBAN LUAR BIASA

9.4.1 Beban Lucr Blasa D
9.4.1.01 Beban Luar Biesa

9.4.1.01.01 Beban Tak Terduga

9.4.1.01.02 Beban Bencana Alam

9.4.1.01.03 Beban Luar Biasa Lainnya

'ON 8. DOHONG






